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Negara Indonesia adalah negara yang besar. Sejak awal berdirinya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa Bangsa 
Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku 
bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah, serta agama yang berbeda- …L'SR'LERULSEISIZQVSSQEQQWAT 
beda. Dengan keanekaragaman tersebut, mengharuskan setiap langkah dan 
kebijakan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan untuk 
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. M A T  E R ' 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan tugas yang diamanatkan 
oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah melaksanakan 

agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Sosiali- 
sasi Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara 
serta ketetapan MPR Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk 
negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. E M  P A  ' P l  I A R  

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi landasan pokok 
dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. I 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah 
konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang 
menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, 

”emang“ “" bemega'a' IdeologiN 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih m m m  m ? … h w  Ketetapan MPREII 
oleh bangsa Indonesia yang lahir dari pengorbanan jutaan jiwa dan raga para 1:: _ ' ' “ITE… Bem“ Negoro QEEN * 
pejuang bangsa sebagai komitmen bersama mempertahankan keutuhan “ m a n g a …  
bangsa. - - ' , ' 

Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diartikan walaupun bangsa Indonesia 
mempunyai latar belakang suku, agama, ras, bahasa, dan budaya yang 
berbeda-beda, tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. 

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah untuk mengingatkan dan 
menyegarkan kembali komitmen seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan 
dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjunjung 
tinggi nilai—nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia 
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 
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MAIELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

KATA PENGANTAR 

SEKRETARIS JENDERAL MPR RI 

Sesuai amanat Undang—Undang Nomor 17 Tahun 

2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD (MD3), Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia ditugasi untuk memasyarakatkan Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI Tahun 1945), Ketetapan MPR RI, Negara 

Kesatuan Republik indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika 

yang kemudian disebut dengan Empat Pilar MPR RI. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan 

pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI, MPR RI menyusun 

buku-buku dan bahan tayang materi Sosialisasi Empat 

Pilar MPR RI sebagai referensi bagi para narasumber dan 

masyarakat tentang sejarah, tantangan, perkembangan, 

dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan 

Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik lndonesia, 

dan Bhinneka Tunggal ika. 
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Buku Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 

1945 dan Ketetapan MPR RI disusun agar UUD NRI Tahun 

1945 dan Ketetapan MPR RI dapat dipahami secara utuh 

dan menyeluruh sesuai dengan sejarah, latar belakang, 

dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945, serta lahirnya 

Ketetapan MPR Rl Nomor l/MPR/2003 Tentang Peninjauan 

Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan 

Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. 

Buku Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI disusun 

agar masyarakat dapat memahami secara utuh dan 

menyeluruh Empat Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai 

dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai 

konstitusi Negara, Negara Kesatuan Republik Indoenesia 

sebagai bentuk negara serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai 

semboyan negara, sehingga menumbuhkan kesadaran 

seluruh elemen masyarakat untuk melaksanakan nilai—nilai 

yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI. 

Buku UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari naskah 

asli dan naskah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dimuat 

dalam susunan UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri atas Iima 

bagian, yakni: 

1. Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (naskah asli); 

2. Perubahan Pertama Undang—Undang Dasar Negara 

Republik lndonesia Tahun 1945; 

3. Perubahan Kedua Undang—Undang Dasar Negara 

Republik lndonesia Tahun 1945; 

4. Perubahan Ketiga Undang—Undang Dasar Negara 

Republik lndonesia Tahun 1945; dan 

5. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik lndonesia Tahun 1945. 
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Buku Ketetapan MPR RI Nomor l/MPR/2oo3 tentang 

Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan 

MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan 

Tahun 2002, menetapkan 6 (enam) kategori status hukum 

Ketetapan MPRS/MPR, yakni: 

1. Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan 

tidak berIaku; 

2. Ketetapan MPRS/M PR RI yang dinyatakan tetap berIaku; 

3. Ketetapan MPR RI yang berIaku sampai dengan 

terbentuknya pemerintahan hasil Pemilu 2004; 

4. Ketetapan MPR RI yang tetap berIaku sampai dengan 

terbentuknya UU yang mengatur substansi yang sama; 

5. Ketetapan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI yang 

masih berIaku sampai ditetapkannya Peraturan Tata 

tertib MPR RI yang baru; dan 

6. Ketetapan MPR RI yang tidak perlu dilakukan tindakan 

hukum lebih lanjut karena bersifat einmalig. 

Buku Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat 

Pilar MPR Rl adalah alat bantu bagi narasumber untuk 

menjelaskan secara visual Pancasila sebagai dasar dan 

ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi 

negara serta Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika 

sebagai semboyan negara. 
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Demikian, semoga buku Materi Sosialisasi Empat 

Pilar MPR RI ini dapat bermanfaat dalam mendukung 

kegiatan pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI oleh Anggota 

MPR RI dan pihak—pihak terkait, guna menumbuhkan 

kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang 

berdasarkan nilai—nilai Empat Pilar MPR RI. 

Jakarta, Agustus 2020 

Sekretaris Jenderal, 

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H. 

vi 
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLH( INDONESIA 

SAMBUTAN 

KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

BismiIIahirrahmanirrahim, 

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

adalah lembaga perwakilan rakyat yang sesuai ketentuan 

Pasal 3 Ayat (1) Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, mempunyai kewenangan 

konstitusional mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945 

sebagai konstitusi negara yang berdaulat. Mencermati 

kewenangan MPR Rlyangsangatfundamentalsebagaimana 

tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan kewenangan lainnya 
sesuai ketentuan pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 

8 Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, maka sesungguhnya MPR RI merupakan lembaga 

permusyawaratan dengan kewenangan yang tertinggi. 

ix 
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Dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, 

MPR RI juga memiliki legitimasi keanggotaan yang 

paling representatif, yang secara yuridis konstitusional 

keanggotaan MPR RI terdiri atas anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) yang mewakili aspirasi dan kepentingan politik 

warga negara dan anggota Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD) yang mewakili aspirasi dan kepentingan daerah. 

Sesuai dengan kedudukan yang dimaksud, MPR Rl sebagai 

lembaga demokrasi dan perwakilan harus mampu menjadi 

lembaga permusyawaratan rakyat yang mengejawantahkan 

nilai—nilai demokrasi, kekeluargaan, kegotongroyongan, 

dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 huruf 

a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang 

Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

yang menyebutkan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia adalah memasyarakatkan Ketetapan 

MPR; memasyarakatkan Pancasila, Undang—Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal ika; mengkaji 

sistem ketatanegaraan, Undang—Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; 

dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan 

pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 11 huruf a, huruf b, dan 

huruf c yang menyebutkan kewajiban Anggota MPR 

untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; 
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melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang— 

undangan; memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka. 

Berkenaan dengan tugas dan kewajiban sebagaimana 

dimaksud, penyusunan buku materi Sosialisasi Empat Pilar 

MPR RI menjadi sangat penting untuk dipahami sebagai 

salah satu upaya untuk memudahkan dalam memahami 

materi-materi sosialisasi sehingga mampu merespons 

secara positif dan menjawab dinamika aspirasi masyarakat 

dan daerah, yang pada akhirnya dapat diselenggarakan 

pemasyarakatan yang berkualitas, terukur, tepat 

sasaran, dan berkontribusi maksimal dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Atas nama Pimpinan MPR RI, saya menyambut 

baik penerbitan buku-buku materi Sosialisasi Empat 

Pilar MPR Rl ini sebagai alat bantu bagi Anggota MPR RI 

ataupun narasumber dalam melaksanakan tugas—tugas 

konstitusionalnya. Substansi materi Sosialisasi Empat 

Pilar MPR RI harus dapat dipahami secara utuh dan 

menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena 

itu, penyampaian materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI 

harus dilakukan melalui metoda dan bahasa yang sesuai 

dengan segmentasi masyarakat agar mudah dipahami oleh 

masyararakat. 

Xi 
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Akhir kata, semoga penerbitan buku-buku Materi 

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini dapat bermanfaat dalam 

pelaksanaan kegiatan sosialisasi bagi Anggota MPR RI 

maupun bagi masyarakat luas dalam memahami nilai-nilai 

dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Billahitaufik Walhidayah, 

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

akarta, Agustus 2020 

Ketua MPR RI, 

ambang Soesatyo, SE.,MBA. 

xii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG PENTINGNYA SOSIALISASI 

EMPAT PILAR MPR RI 

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara- 

bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya. 

Sebuah negara-bangsa yang mengikat lebih dari 1.128 (seribu 

seratus dua puluh delapan) suku bangsa (data BPS) dan 

bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 17.504 (tujuh 

belas ribu lima ratus empat) pulau (citra satelit terakhir 

menunjukkan 18.108 pulau), yang membentang dari 6°o8' LU 

hingga 11°15’ LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05’ BT (Latif, 

2011: 251; United Nations Environment Program, UNEP, 

2003). Untuk itu diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan 

kemampuan yang kuat dan adekuat (memenuhi syarat/ 

memadai), yang dapat menopang kebesaran, keluasan, 

dan kemajemukan keindonesiaan. 

Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan 

tersebut dengan melahirkan sejumlah konsepsi kebangsaan 

dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan 

dasar negara, konstitusi negara, bentuk negara, dan 

wawasan kebangsaan yang dirasa sesuai dengan karakter 

keindonesiaan. Konsepsi pokok para pendiri bangsa ini 

tidak mengalami perubahan, tetapi sebagian yang bersifat 
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teknis-instrumental mengalami penyesuaian pada generasi 

penerus bangsa ini. 

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan 

konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental 

bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa 

yang bersangkutan. Dalam pidato di Perserikatan Bangsa- 

Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan 

Pancasila kepada dunia, Presiden Soekarno mengingatkan 

pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: “Arus 

sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua 

bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika 

mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu 

menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam 

bahaya” (Soekarno, 1989). 

Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing- 

masing sesuai dengan kondisi, tantangan dan karakteristik 

bangsa yang bersangkutan. Dalam pandangan Soekarno, 

“Tidak ada dua bangsa yang cara berjoangnya sama. Tiap- 

tiap bangsa mempunyai cara berjoang sendiri, mempunyai 

karakteristik sendiri. Oleh karena pada hakekatnya 

bangsa sebagai individu mampunyai keperibadian sendiri. 

Keperibadian yang terwujud dalam pelbagai hal, dalam 

kebudayaannya, dalam perekonomiannya, dalam wataknya 

dan lain-lain sebagainya” (Soekarno, 1958) 

Konsepsi pokok yang melandasi semua hal itu adalah 

semangat gotong royong. Bung Karno mengatakan, 

“Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih 

dinamis dari kekeluargaan. Saudara-saudara! Kekeluargaan 

adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong 

menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. 

2 
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Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, 

perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat 

kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan 

semua. Holopis kuntul baris, buat kepentingan bersama! 

ltulah gotong royong.” (dikutip dari Pidato Bung Kamo, 1 
Juni 1945). 

Dengan semangat gotong royong itu, konsepsi 

tentang dasar negara dirumuskan dengan merangkum lima 

prinsip utama (sila) yang menyatukan dan menjadi haluan 

ke indonesiaan, yang dikenal sebagai Pancasila. Kelima sila itu 

terdiri atas: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Kemanusiaan 

yang adil dan beradab; 3) Persatuan Indonesia; 4) 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam perrnusyawaratan/perwakilan; 5) Keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Kelima prinsip tersebut hendaknya dikembangkan 

dengan semangat gotong-royong: prinsip ketuhanan harus 

berjiwa gotong-royong (ketuhanan yang berkebudayaan, 

yang lapang, dan toleran), bukan ketuhanan yang saling 

menyerang dan mengucilkan. Prinsip Kemanusiaan 

universalnya harus berjiwa gotong-royong (yang berkeadil- 

an dan berkeadaban), bukan pergaulan kemanusiaan yang 

menjajah, menindas, dan eksploitatif. Prinsip persatuannya 

harus berjiwa gotong-royong (mengupayakan persatuan 

dengan tetap menghargai perbedaan, “bhinneka tunggal 

ika”), bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau 

pun menolak persatuan. Prinsip demokrasinya harus berjiwa 

gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat), 
bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau 

minoritas elit penguasa-pemodal. Prinsip keadilannya 

harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi 

dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat 

3 
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kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis 

individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang 

kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme. 

Rumusan kelima sila tersebut terkandung dalam 

Pembukaan Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Sejak pengesahan Undang-Undang 

Dasar ini pada 18 Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan 

sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara, 

ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan 

kenegaraan, dan sumber dari segala sumber hukum. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, sebagai hukum dasar, merupakan kesepakatan 

umum (konsensus) warga negara mengenai norma 

dasar (grundnorm) dan aturan dasar (grundgesetze) 

dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya 

menyangkut tujuan dan cita-cita bersama, the rule of law 

sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk 

institusi dan prosedur ketatanegaraan. Berdasarkan 

Undang-Undang Dasar ini, Indonesia ialah negara yang 

berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan 

atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Negara juga 

menganut sistem konstitusional, dengan Pemerintah 

berdasarkan konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat 
absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Undang-Undang 

Dasar menjadi pedoman bagi pelaksanaan ”demokrasi 

konstitusional” (constitusional democracy), yakni praktik 

demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah 

pembentukan dan pemenuhan konstitusi. 

Konsepsi tentang bentuk Negara Indonesia menganut 

bentuk negara kesatuan yang menjunjung tinggi otonomi 
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dan kekhususan daerah sesuai dengan budaya dan adat 

istiadatnya. Bentuk negara yang oleh sebagian besar pendi- 

ri bangsa dipercaya bisa menjamin persatuan yang kuat 

bagi negara kepulauan Indonesia adalah Negara Kesatuan 

(unitary). Politik devide et impera (politik pecah belah) 

yang dikembangkan oleh kolonial memperkuat keyakinan 

bahwa hanya dalam persatuan yang bulat-mutlak, yang 

menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, yang membuat 

Indonesia bisa merdeka. Semangat persatuan yang bulat- 

mutlak itu dirasa lebih cocok diwadahi dalam bentuk negara 

kesatuan. Selain itu, pengalaman traumatis pembentukan 

negara federal sebagai warisan kolonial, disertai kesulitan 

secara teknis untuk membentuk negara bagian dalam 

rancangan negara federal Indonesia, kian memperkuat 

dukungan pada bentuk negara kesatuan. 

Meskipun memilih bentuk negara kesatuan, para 

pendiri bangsa sepakat bahwa untuk mengelola negara 

sebesar, seluas dan semajemuk Indonesia tidak bisa 

tersentralisasi. Negara seperti ini sepatutnya dikelola, 

dalam ungkapan Mohammad Hatta “secara bergotong- 

royong”, dengan melibatkan peran serta daerah dalam 

pemberdayaan ekonomi, politik dan sosial-budaya sesuai 

dengan keragaman potensi daerah masing-masing. ltulah 

makna dari apa yang disebut Muhammad Yamin sebagai 

negara kesatuan yang dapat melangsungkan beberapa sifat 

pengelolaan negara federal lewat prinsip dekonsentrasi 

dan desentralisasi (AB Kusuma, 2004). 

Sejalan dengan itu, konsepsi tentang semboyan 

negara dirumuskan dalam “Bhinneka Tunggal Ika”, 

meskipun berbeda—beda, tetap satu jua (unity in diversity, 

diversity in unity). Di satu sisi, ada wawasan ”ke-eka-an” 
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yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinnekaan 

yang terkristalisasikan dalam dasar negara (Pancasila), 

Undang-Undang Dasar dan segala turunan perundang— 

undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan 

simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan 

kebhinnekaan yang menerima dan memberi ruang hidup 

bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, 

budaya dan bahasa daerah, serta unit-unit politik tertentu 

sebagai warisan tradisi budaya. 

Keempat konsepsi pokok itu disebut empat pilar 

MPR RI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian 

pilar adalah tiang penguat, dasar, yang pokok, atau induk. 

Penyebutan Empat Pilar MPR RI tidaklah dimaksudkan 

bahwa keempat pilar tersebut memiliki kedudukan yang 

sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks 

yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi 

dan dasar negara kedudukannya berada di atas tiga pilar 

yang lain. 

Dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari Empat 

Pilar, semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan 

ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, yaitu Pancasila, yang menjadi pedoman 

penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan 

lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Bhinneka Tunggal lka sudah terkandung dalam Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

tetapi dipandang perlu untuk dieksplisitkan sebagai pilar- 

pilar tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya 

potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan. 
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Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus 

menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehi- 

dupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai 

Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai 

hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. 

Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara 

kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan 

perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila 

merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh 

semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti 

mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, 

sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh 

seluruh komponen bangsa. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan 

konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar 

bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. 

Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham 

konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara 

negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan 

bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang 

tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa. Oleh karena 

itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia menjadi suatu “keniscayaan” yang harus 

dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam Pasal 37 

ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa khusus mengenai 

bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat 

dilakukan perubahan karena merupakan landasan hukum 
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yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

tidak dapat diganggu gugat. 

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara seba- 

gai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan 

kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi 

tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun 

yang akan datang. Oleh karena itu kemajemukan itu harus 

kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati 

serta kita wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia 

tersebut merupakan prasyarat minimal, di samping pilar- 

pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan 

meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian 

bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara negara 

dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki 

keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral ke indonesiaan 

yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. 

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pengabai- 

an, pengkhianatan, dan inkonsistensi yang berkaitan 

dengan keempat pilar tersebut bisa membawa berbagai 

masalah, keterpurukan, penderitaan dan perpecahan dalam 

perikehidupan kebangsaan. 

Untuk itu diperlukan adanya usaha sengaja untuk 

melakukan penyadaran, pengembangan dan pemberdaya- 

an menyangkut empat pilar kehidupan berbangsa dan 

bernegara itu. Para penyelenggara negara baik pusat 

maupun daerah dan segenap warga negara Indonesia harus 
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sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan nilai- 

nilai yang terkandung dalam empat pilar tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam negara yang berasaskan kekeluargaan, para 

penyelenggara negara wajib memelihara budi pekerti 

kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita 

moral rakyat yang luhur. Sementara itu, setiap warga 

negara hendaknya lebih mengedepankan pemenuhan 

kewajibannya kepada negara sebelum menuntut hak- 

haknya. Untuk dapat menjalankan kewajiban dan memaha- 

mi hak—haknya, setiap unsur pemangku kepentingan dalam 

kehidupan kenegaraan harus menyadari pentingnya prinsip 

yang terkandung dalam keempat pilar tersebut, berusaha 

mengembangkan pemahamannya, serta memberdayakan 

kapasitas dan komitmennya dalam aktualisasi nilai-nilai 

tersebut sesuai dengan bidang, profesi dan posisi masing- 

masing. 

MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, 

memiliki tanggung jawab untuk mengukuhkan pilar- 

pilar fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, 

sesuai dengan mandat konstitusional yang diembannya. 

Dalam kaitan ini, MPR berusaha melaksanakan tugas- 

tugas konstitusionalnya dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai demokrasi dengan senantiasa menyerap dan 

memperjuangkan aspirasi rakyat, baik yang disalurkan 

melalui Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, maupun saluran-saluran publik lainnya. 

MPR juga harus mampu meningkatkan peran dan 

tanggung jawab dalam rangka melaksanakan tugas dan 
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wewenangnya, mengembangkan mekanisme checks 

and balances, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan 

kinerja Majelis agar sesuai dengan tuntutan perkembangan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Oleh karena itu, MPR sebagai lembaga yang 

mencerminkan keterwakilan politik rakyat dan daerah, 

yang terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD, perlu 

melaksanakan peran strategis dalam perumusan arah 

kebijakan pembangunan nasional yang terencana, terukur 

dan berkesinambungan, sehingga penyelenggaraan 

pembangunan nasional dapat lebih fokus dalam 

mewujudkan tujuan nasional menuju masa depan lndone- 

sia yang lebih baik, yang telah juga dirumuskan dalam 

Visi Indonesia Masa Depan sebagaimana tertuang dalam 

Ketetapan MPR Nomor Vll/MPR/2oo1 dan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 

Selain dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Dasar, peran MPR salah 

satunya tercermin dari pelaksanaan tugas Pimpinan MPR 

sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 5 huruf a dan b 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 jo. Undang- 

Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Majelis Pen'nusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan  D e w a n  Pe rwak i l an  R a k y a t  Dae rah ,  y a i t u  

Memasyarakatkan ketetapan MPR, Pancasila, Undang—Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Negara Kesatuan 

Republik |ndonesia,dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Peran tersebut diwujudkan dengan komitmen 

Pimpinan MPR untuk memberikan pemahaman kepada 

10 
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masyarakat terhadap nilai—nilai luhur bangsa yang terdapat 

dalam Pancasila, Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan Bhinneka Tunggal Ika yang dikenal dengan istilah Empat 

Pilar MPR RI. 

Urgensi pemahaman Empat Pilar MPR RI 

karena berbagai  persoalan kebangsaan dan 

kenegaraan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan 

a b a i  d a n  l a l a i  d a l a m  p e n g i m p l e m e n t a s i a n  

Empat Pilar itu dalam kehidupan sehari—hari. Liberalisme 

ekonomi terjadi karena kita mengabaikan sila—sila dalam 

Pancasila terutama sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

dan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Konflik horizontal terjadi karena kita lalai pada Bhinneka 

Tunggal Ika. 

Pemilihan nilai-nilai Empat Pilar tersebut tidak lain 

adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh 

komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan 

kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan 

dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita- 

citakan, serta bersatu-padu mengisi pembangunan, agar 

bangsa ini dapat lebih maju dan sejahtera. 

Empat Pilar MPR RI dipandang sebagai suatu 

yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara 

bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam 

kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, 

menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, 

interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagi demensi 

kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. dengan 

pengamalan prinsip Empat Pilar MPR RI, diyakini bangsa 

11 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-012

Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa 

yang adil, makmur, sejahtera, dan bermatabat. 

Empat Pilar MPR RI dapat menjadi panduan yang 

efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen 

bangsa, para penyelenggara negara baik di pusat maupun di 

daerah dan seluruh masyarakat konsisten mengamalkan 

nilai-nilai yang terkandung didalamnya. 

B. KONDISI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA 

Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasi- 

la sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa lndone- 

sia yang demikian besar dan majemuk. Pancasila adalah 

konsensus nasional yang dapat diterima semua paham, 

golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia. 

Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa 

sekaligus bintang penuntun (leitstar) yang dinamis, yang 

mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam 

posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, 

kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. 

Kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kukuh, 

apabila segenap komponen bangsa, di samping memahami 

dan melaksanakan Pancasila, juga secara konsekuen 

menjaga sendi—sendi utama lainnya, yakni Undang-Undang 

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, 

sebagai Empat Pilar MPR RI. 

Dengan demikian, perjuangan ke depan adalah tetap 

mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar 

12 
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negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara dan 

wadah pemersatu bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika 

sebagai semboyan negara yang merupakan modal untuk 

bersatu dalam kemajemukan. 

Empat Pilar MPR RI tersebut patut disyukuri 

dengan cara menghargai kemajemukan yang hingga 

saat ini tetap dapat terus dipertahankan, dipelihara, dan 

dikembangkan. Semua agama turut memperkukuh 

integrasi nasional melalui ajaran—ajaran yang menekankan 

rasa adil, kasih sayang, persatuan, persaudaraan, 

honnat-menghormati, dan kebersamaan. Selain itu, 

nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dimanifestasikan 

melalui adat istiadat juga berperan dalam mengikat hubungan 

setiap warga bangsa. 

Kesadaran kebangsaan yang mengkristal yang lahir 

dari rasa senasib dan sepenanggungan, akibat penjajahan, 

telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indone- 

sia seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada 

tahun 1928, yaitu tekad bertanah air satu, berbangsa 

satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia. 

Tekad bersatu ini kemudian dinyatakan secara politik 

sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat dalam 

Proklamasi 17 Agustus 1945. Namun, sejak terjadinya krisis 

multidimensional tahun 1997, muncul ancaman yang serius 

terhadap persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai luhur 

kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial 

yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan 

budi pekerti luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya 

kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, 
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pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, 

dan sebagainya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang 

berasal baik dari dalam maupun luar negeri. (KetetapanMPR 

Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa). 

Faktor yang berasal dari dalam negeri, antara lain, 

(1) masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama 

dan munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang 

keliru dan sempit, serta tidak harmonisnya pola interaksi 

antarumatberagama;(2)sistemsentralisasipemerintahandi 

masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan 

kekuasaan di Pusat dan pengabaian terhadap pembangunan 

dan kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme 

kedaerahan; (3) tidak berkembangnya pemahaman dan 

penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam 

kehidupan berbangsa; (4) terjadinya ketidakadilan ekonomi 

dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, 

melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara 

sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya 

perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan 

etika; (5) kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku 

sebagian pemimpin dan tokoh bangsa; (6) tidak berjalannya 

penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol 

sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang 

dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah 

masyarakat; (7) adanya keterbatasan kemampuan budaya 

lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh 

negatif dari budaya luar; (8) meningkatnya prostitusi, 

media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, 

dan penyelundupan obat-obat terlarang (Ketetapan MPR 

Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa); 

(9) Pemahaman dan implementasi otonomi daerah yang 
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tidak sesuai dengan semangat konstitusi (Ketetapan MPR 

Nomor X V/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber 

Daya Nasional Yang Berkeadilan Serta Perimbangan 

Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Kerangka Negara 

K esa tuan Republik Indonesia ). 

Faktor-faktor yang berasal dari luar negeri meliputi, 

antara lain, (1) pengaruh globalisasi kehidupan yang sema- 

kin meluas dengan persaingan antarbangsa yang semakin 

tajam; (2) makin kuatnya intensitas intervensi kekuatan 

global dalam perumusan kebijakan nasional. Faktor-faktor 

penghambat yang sekaligus merupakan ancaman tersebut 

dapat mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami 

kesulitan dalam mengaktualiasikan segenap potensi yang 

dimilikinya untuk mencapai persatuan, mengembangkan 

kemandirian, keharmonisan dan kemajuan. Oleh sebab itu, 

diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk mengingatkan 

kembali warga bangsa dan mendorong revitalisasi khazanah 

nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat pada Empat 

Pilar MPR RI (Ketetapan MPR Nomor Vl/MPR/2001 tentang 

Etika Kehidupan Berbangsa). 

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberada- 

an masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan 

bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihor- 

mati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinne- 

ka Tunggal Ika. Namun disadari bahwa ketidakmampuan 

untuk mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan seba- 

gian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut 

serta pengaruh berkelanjutan politik kolonial devide et 

impera telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak 
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yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa 

(Ketetapan MPR Nomor V/MPR/zooo tentang Pemantapan 

Persatuan dan K esa tuan Nasional). 

Dalam sejarah perjalanan negara Indonesia telah 

terjadi pergolakan dan pemberontakan sebagai akibat 

dari ketidaksiapan masyarakat dalam menghormati 

perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan, pe- 

nyalahgunaan kekuasaan serta tidak terselesaikannya 

perbedaan pendapat di antara pemimpin bangsa. Hal 

tersebut telah melahirkan ketidakadilan, konflik vertikal 

antara pusat dan daerah maupun konflik horizontal antar 

berbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi dan 

agama, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, dan 

lain-lain (Ketetapan MPR Nomor V/MPR/zooo tentang 

Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional). 

Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara 

Asia, khususnya Asia Tenggara, yang paling menderita 

adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang dibangun oleh 

pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk 

mewujudkan kesejahteraan sosial. Akibatnya, terjadi 

kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial, dan meluasnya krisis 

kepercayaan. Pada gilirannya ketidakpuasan masyarakat 

memuncak berupa tuntutan reformasi total (Ketetapan 

MPR Nomor V/MPR/zooo tentang Pemantapan Persatuan 

dan Kesatuan Nasional). 

Gerakan reformasi pada hakikatnya merupakan 

tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi di segala bi- 

dang, menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan hak 

asasi manusia, memberantas korupsi, kolusi dan nepo- 

tisme, melaksanakan otonomi daerah dan perimbangan 
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keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta 

menata kembali peran dan kedudukan Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2ooo 

tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional). 

Usaha untuk mewujudkan gerakan reformasi secara 

konsekuen dan untuk mengakhiri berbagai konflik yang 

terjadi, jelas memerlukan kesadaran dan komitmen seluruh 

warga masyarakat untuk memantapkan persatuan dan 

kesatuan nasional. Persatuan dan kesatuan nasional hanya 

dapat dicapai apabila setiap warga masyarakat mampu 

hidup dalam kemajemukan dan mengelolanya dengan baik 

(Ketetapan MPR Nomor V/MPR/zooo tentang Pemantapan 
Persatuan dan Kesatuan Nasional). 

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi 

berbagai masalah yang telah menyebabkan terjadinya krisis 

yang sangat luas. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya 

bangsa belum sepenuhnya dijadikan sumber etika dalam 

berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu 

kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa 

ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran 

hak asasi manusia. Dalam kerangka itu, diperlukan upaya 

mewujudkan nilai-nilai agama dan nilai—nilai budaya bangsa 

sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan 

menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai- 

nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak 

kepada kebenaran dan menganjurkan untuk memberi ma- 

af kepada orang yang telah bertobat dari kesalahannya. 

Konflik sosial budaya terjadi karena kemajemukan 

suku, budaya, dan agama tidak teratasi dengan baik dan 
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adil oleh penyelenggara negara maupun masyarakat. Dalam 

kerangka itu, diperlukan penyelenggaraan negara yang 

mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa 

secara baik dan adil sehingga dapat terwujud toleransi, 

kerukunan sosial, kebersamaan, dan kesetaraan berbangsa. 

Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, 

dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa 

Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi 

dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa. Dalam 

kerangka itu, diperlukan adanya sumber daya manusia 

Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta 

berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari 

globalisasi dengan tetap berwawasan pada persatuan dan 

kesatuan nasional. 

C. PERAN MPR DALAM SOSIALISASI EMPAT PILAR 

Perkembangan kehidupan politik dan ketatanegaraan 

Indonesia sejak kemerdekaan RI, ternyata membawa 

implikasi pada pergeseran peran kelembagaan negara 

sebagai ciri kehidupan politik pada saat itu, tidak terkecuali 

adanya perkembangan kelembagaan MPR. 

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, terdapat 

dinamika kelembagaan MPR dalam struktur ketatanega- 

raan. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh Undang-Undang 

Dasar yang berlaku dalam pelaksanaan kehidupan ber- 

bangsa dan bernegara. Pada awalnya, MPR memegang 

kedaulatan rakyat karena merupakan penjelmaan seluruh 

rakyat Indonesia. Majelis menetapkan Undang-Undang 

Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. 
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Majelis ini mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Majelis 

ini yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, 

sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara 

menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh 

Majelis (Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 pada naskah asli). 

Saat ini, setelah dilakukannya perubahan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan 

wewenang MPR. Pasca perubahan Undang—Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak 

lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, 

pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. 

MPR pun tidak lagi berwenang menetapkan Garis-Garis 

Besar Daripada haluan Negara (GBHN) serta memilih 

Presiden dan Wakil Presiden. 

Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 

1945, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), keanggotaan MPR 

terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan- 

golongan. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keanggotaan MPR 

terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggo- 

ta Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilih- 

an umum. Dengan demikian, dalam sistem perwakilan 

di Indonesia terdapat 3 (tiga) lembaga perwakilan yang 

terdiri dari MPR, DPR, dan DPD yang menjalankan tugas 

dan wewenangnya menurut Undang-Undang Dasar 

berdasarkan prinsip checks and balances. 
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Keputusan MPR yang menyatakan bahwa “MPR 

terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih 

melalui pemilihan umum” secara teoretis bisa saja 

ditafsirkan bermacam-macam, apakah termasuk sistem 

bikameral murni, setengah kamar, atau tiga kamar. Na- 

mun, dalam pembahasan di Badan Pekerja MPR, khususnya 

Panitia Ad Hoc |, diskusi mengenai DPD tidak diawali de- 

ngan pendekatan teoritis literatur tentang bikameralisme, 

tetapi didasarkan pada kebutuhan yang dianggap perlu 

bahwa keanggotaan MPR di samping anggota DPR, perlu 

ada anggota yang merepresentasikan anggota dari daerah. 

Di samping itu pendekatannya didasarkan atas gagasan 

mengenai masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang 

terdapat dalam Pembukaan Undang—Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan khasanah perjuangan 

bangsa. 

Kelembagaan MPR yang terbentuk berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 

1945 hasil perubahan adalah pada MPR periode tahun 2004- 

2009 yang merupakan hasil pemilihan umum tahun 2004 

serta MPR periode tahun 2009-2014 yang merupakan hasil 

pemilihan umum tahun 2009. 

Dalam Undang—Undang Dasar Negara Republik 

lndonesia Tahun 1945 diatur bahwa, kewenangan MPR 

dalam sistem ketatanegaraan adalah mengubah dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

lndonesia Tahun 1945; melantik Presiden dan/atau Wakil 

Presiden; Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang 

Dasar; dan memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden 

apabila salah satu atau keduanya berhalangan tetap. 

20 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-021

Tugas dan wewenang tersebut, secara umum hanya 

dilaksanakan dalam waktu tertentu sesuai dengan siklus 

ketatanegaraan di Indonesia. Namun, peran MPR dalam 

struktur ketatanegaraan tercermin dari pelaksanaan tugas 

Pimpinan MPR yang diatur dalam Undang-Undang yang 

mengatur tentang MPR, yaitu pada periode tahun 2004- 

2009 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD Pasal 8 ayat (1) huruf d yaitu melaksanakan dan 

memasyarakatkan Putusan MPR, sedangkan pada periode 

2009-2014 berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 jo Undang—Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 

MPR, DPR, DPD, DPRD pasal 5 huruf a dan b yaitu 

memasyarakatkan ketetapan MPR, Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, Dan Bhineka Tunggal Ika. 

Kegiatan Sosialisasi oleh MPR yang dilakukan 

dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh dan 

menyeluruh kepada seluruh warga negara dan para 

penyelenggara negara terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik lndonesia Tahun 1945 dan Putusan MPR 

lainnya didukung oleh Presiden Republik Indonesia melalui 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 15 April 

2005 tentang Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi 

Undang—Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 

1945 yang dilakukan oleh MPR. 

Pentingnya pemahaman pengetahuan masyarakat 

tentang hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik lndonesia Tahun 1945 telah disadari oleh Pimpinan 

MPR periode 1999-2004. Pimpinan MPR periode 1999—2004 

diketuai oleh Prof. DR. H.M. Amien Rais, M.A., sedangkan 

wakil ketuanya adalah Prof. Dr. lr. Ginandjar Kartasasmita; 
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[Drs. Kwik Kian Gie (1999-2000) yang digantikan oleh Ir. 

Soetjipto (2000-2004)]; [H. Matori Abdul Djalil (1999-2002) 

yang digantikan oleh K.H. M. Cholil Bisri (2002-2004)]; H.M. 

Husnie Thamrin; [Letjen. TNI Hari Sabarno (1999-2002), 

diganti oleh Letjen. TNI Agus Wijoyo (2002), diganti oleh 

Letjen. TNI Slamet Supriadi (2002-2003), dan diganti oleh 

Komjen. Pol. Posma Lumban Tobing (2003-2004)]; Prof. Dr. 

Jusuf Amir Faisal, S.Pd.; Drs. H.A. Nazri Adlani; dan Dr.H. 

Oesman Sapta (2002—2004). 

Penyampaian hasil perubahan kepada masyarakat 

oleh Pimpinan MPR dan Badan Pekerja MPR periode1999- 

2004 dilakukan pada saat dan setelah dilakukan perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yaitu pada kurun waktu tahun1999 sampai dengan 

tahun 2004. Setiap hasil perubahan, disampaikan kepada 

pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi 

yang dilaksanakan berbarengan dengan kegiatan 

penyerapan aspirasi masyarakat, seminar, kegiatan uji 

sahih, dan rapat dengar pendapat umum, tetapi belum 

seluruhnya menjangkau masyarakat. 

Selanjutnya, dalam rangka memperluas pemahaman 

materi hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai implementasi 

pelaksanaan tugas sosialisasi yang diamanatkan undang- 

undang, pada periode tahun 2004-2009, Pimpinan MPR 

yang diketuai oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua 

Drs. A.M. Fatwa, Mooryati Soedibyo, dan Aksa Mahmud 

telah membentuk Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR 

yang anggotanya berjumlah 70 orang, terdiri atas unsur 

Fraksi-fraksi dan Kelompok Anggota DPD di MPR, yang 
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beberapa anggotanya merupakan anggota MPR yang 

pernah terlibat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini, bertugas 

membantu Pimpinan MPR dalam melakukan sosialisasi 

Putusan MPR. 

Sedangkan pada periode tahun 2009-2014, Pimpinan 

MPR yang diketuai oleh H. M. Taufik Kiemas, Wakil Ketua 

Hj. Melani Leimena Suharli, Drs. Hajriyanto Y. Thohari,M.A., 

Lukman Hakim Saifuddin dan DR. Ahmad Farhan Hamid, M.S 

membentuk Tim Kerja Sosialisasi yang anggota berjumlah 

35 orang, terdiri atas unsur Fraksi-fraksi dan Kelompok 

Anggota DPD di MPR, bertugas membantu Pimpinan MPR 

dalam melakukan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Sedangkan pada periode tahun 2014-2019, Pimp— 

inan MPR yang diketuai oleh Dr. (H.C.) H. Zulkifli Hasan, 

S.E., M.M, Wakil Ketua Evert Ernest Mangindaan, S.IP, 

Dr. H. Mahyudin, S.T., MM, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, dan 

Dr. (H.C.) Oesman Sapta membentuk Badan Sosialisasi 

yang anggota berjumlah 45 orang, terdiri atas unsur frak- 

si-fraksi dan Kelompok DPD di MPR, bertugas membantu 

Pimpinan MPR dalam melakukan sosialisasi Pancasila, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 

Tunggal Ika. 

Selain itu, untuk memenuhi sasaran tercapainya 

pemahaman konstitusi oleh seluruh warga negara, MPR 

melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan 

kelompok masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam 
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melakukan sosialisasi putusan MPR. 

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, MPR 

telah melaksanakan program sosialisasi untuk kalangan 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pemerintahan 

daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di 

seluruh Indonesia, serta kalangan organisasi masyarakat, 

organisasi keagamaan, partai politik, lembaga swadaya 

masyarakat, dan kalangan pendidik yang mengajar 

Pendidikan Kewarganegaraan dan Sejarah. 

Sosialisasi Putusan MPR yang dilaksanakan di 

Kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Agama, 

Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam 

Negeri, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas 

Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika dan lembaga—lembaga 

seperti Lembaga Ketahanan Nasional, lembaga-lembaga 

pendidikan di bawah Kepolisian Negara Republik lndonesia, 

para Taruna Akademi Militer dan Akademi Kepolisian, para 

Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan beberapa 

universitas di Indonesia; serta kepada masyarakat 

Indonesia yang ada di luar negeri. Selain itu, sosialisasi juga 

dilaksanakan melalui media massa. 

Dalam kerangka sosialisasi, untuk memberikan 

pembelajaran dan pendidikan politik, diselenggarakan 

juga Pelatihan untuk Pelatih Sosialisasi Putusan MPR di 

tingkat provinsi dan beberapa kementerian, Cerdas Cer- 

mat Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan Ketetapan MPR Tingkat Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas, dan seminar-seminar yang berkaitan dengan 
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materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Seminar ini dilakukan 

untuk menghimpun dan mengetahui berbagai pandangan 

dan pendapat masyarakat mengenai hal—hal terkait dengan 

penyelenggaraan negara berdasarkan Undang—Undang 

Dasar. 

Pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI dapat dilaksanakan 

dengan berbagai metode serta melalui praktek di lingkungan 

instansi-instansi di setiap tingkatan pemerintahan, perusahaan 

negara dan swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik, 

dan kelompok masyarakat lainnya sehingga pemasyarakatan 

dapat menjadi gerakan nasional dari, oleh, dan untuk setiap 

warga negara Indonesia. Tanpa gerakan nasional pemasyar- 

akatan dan pembudayaan Empat Pilar MPR RI, eksistensi dan 

peranannya dari waktu ke waktu akan memudar dan pada 

gilirannya akan mempengaruhi penyelenggaraan negara. 

Dengan demikian, pemasyarakatan dan pembudayaan 

Empat Pilar MPR RI tidak hanya dilakukan secara teoritik, 

tetapi juga lebih penting secara praktik, baik oleh penyeleng- 

gara negara maupun seluruh masyarakat Indonesia. 
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BAB II 

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA 

A. SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA 

Berdasarkan penelusuran sejarah, Pancasila tidaklah 

lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan 

melalui proses yang panjang, dengan didasari oleh sejarah 

perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bang- 

sa Iain di dunia. Pancasila diilhami oleh gagasan-gagasan 

besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan 

gagasan besar bangsa Indonesia sendiri. 

Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi 

rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya dimulai sejak 

awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk 

mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan 

proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan 

bersama (civic nationalism). Proses ini ditandai oleh 

kemunculan berbagai organisasi pergerakan kebangkitan 

(Boedi Oetomo, SI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia, 

Jamiatul Khair dan lain-lain), partai politik (Indische Partij, 

PNI, partai-partai sosialis, PSII, dan lain-lain), dan sumpah 

pemuda. Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai 

pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha- 

usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 

29 Mei-1 Juni 1945. 

Dalam menjawab permintaan Ketua BPUPKI, 

Radjiman Wediodiningrat, mengenai dasar negara 

Indonesia merdeka, puluhan anggota BPUPKI berusaha 
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menyodorkan pandangannya, yang kebanyakan pokok 

gagasannya sesuai dengan satuan-satuan sila Pancasila. 

Rangkaian ini ditutup dengan Pidato Soekarno (1 Juni) yang 

menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi 

nama Panca Sila. Rumusan Soekarno tentang Pancasila 

kemudian digodok melalui Panitia Delapan yang dibentuk 

oleh Ketua Sidang BPUPKI. Kemudian membentuk “Panitia 

Sembilan”, yang menyempurnakan rumusan Pancasila dari 

Pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta 

pada 22 Juni 1945. Fase pengesahan dilakukan tanggal 

18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan 

final Pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam 

kehidupan bernegara. 

Dalam proses perumusan dasar negara, Soekarno 

memainkan peran yang sangat penting. Dia berhasil 

mensintesiskan berbagai pandangan yang telah muncul dan 

orang pertama yang mengonseptualisasikan dasar negara 

itu ke dalam pengertian “dasar falsafah” (philosofische 

grondslag) atau “pandangan komprehensif dunia” 

( weltanschauung) secara sistematik dan koheren. 

Di dalam awal pidatonya, pada 1 Juni 1945, Soekarno 

terlebih dahulu mencoba memberikan pendapatnya 

mengenai apa yang dimaksud oleh Ketua BPUPKI: 

”Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato 

mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan 

permintaan Paduka tuan K e tua yangmulia, yaitu bukan 

dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan 

saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang mulia 

ialah, dalam bahasa Belanda ’Philosofische grondslag’ 

dari pada Indonesia Merdeka. Phi/osofische grondslag 
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itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam- 

da/amn ya, jiwa, hasrat, yang sedalam-da/amn ya untuk 

di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang 

kekal dan abadi.”(Risa|ah Sidang BPUPKI dan PPKI, 

Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1998). 

Sesudah menyampaikan ulasan mengenai arti 

merdeka guna mempertegas tekad untuk mewujudkan 

Indonesia Merdeka, Soekarno meneruskan pembicaraan 

mengenai dasar negara: 

”Saya mengerti apakah yang Paduka tuan Ketua 

Kehendak/'! Paduka tuan Ketua minta dasar, minta 

Philosofische grondslag, atau, jikalau kita boleh memakai 

perkataan yang muluk-muluk, Paduka tuan Ketua yang 

mulia meminta suatu 'Weltanschauung,' di atas di 

mana kita mendirikan Negara Indonesia itu Apakah 

'Weltanschauung' kita, jikalau kita hendak mendirikan 

Indonesia yang merdeka?” 

Dalam usaha merumuskan Philosofische grondslag 

itu, Soekarno menyerukan: 

“Bahwa kita harus mencari persetujuan, mencari 

persetujuan faham”: Kita bersama-sama mencari 

persatuan philosofische grondslag, mencari satu 

'Weltanschauung' yang kita semuanya setuju. Saya 

katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setujui, yang 

Ki Bagoes setujui yang Ki Hadjar se tujui yang saudara 

Sanoesi setujui, yang saudara Abikoesno setujui yang 

saudara Lim Koen Hian setujui pendeknya kita semua 

mencari satu modus. 
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Setelah itu, Soekarno menawarkan rumusannya 

tentang lima prinsip (sila) yang menurutnya merupakan 

titik persetujuan (common denominator) segenap elemen 

bangsa. Rumusan kelima prinsip itu adalah: 

Pertama: kebangsaan Indonesia. 

Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsa wan 

yang disini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum 

Islam, semuanya telah mufakat... Kita hendak mendirikan 

suatu negara 'semua buat semua'. Bukan buat sa tu orang, 

bukan buat satu golongan, baik golongan bangsa wan, 

maupun golongan yang kaya, tetapi ’semua buat semua’... . 

“Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat Negara 

Indonesia, ialah dasar kebangsaan. ” 

Kedua: lnternasionalisme, atau peri-kemanusiaan. 

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan 

yang menyendiri, bukan chauvinisme... . Kita harus menuju 

persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus 

mendirikan Negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus 

menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. 

Ketiga: Mufakat atau demokrasi. 

Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar 

permusyawaratan... Kita mendirikan negara 'semua buat 

semua', satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin, 

bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia 

ialah permusyawaratan, perwakilan... . Apa-apa yang belum 

memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. 
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Keempat: Keseiahteraan sosial. 

Kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan 

demokrasi Barat; tetapi permusyawaratan yang memberi 

hidup, yaknipolitiek economische democratie yang mampu 

mendatangkan kesejahteraan sosial... . Maka oleh karena 

itu jikalau kita memang betul-betul mengerti; mengingat, 

mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal 

sociale rechtvaardigheid ini; yaitu bukan saja persamaan 

politiek saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan 

ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya 

kesejahteraan bersama yang sebaik-baikn ya. 

Kelima: Ketuhanan yang berkebudayaan. 

Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa.... bahwa prinsip kelima daripada 

negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke- 

Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang 

horma t-menghorma ti sa tu sama lain. 

Mengapa dasar negara yang menyatukan dan 

menjadi panduan keindonesiaan itu dibatasi lima? Jawaban 

Soekarno, selain kelima unsur itulah yang memang berakar 

kuat dalam jiwa bangsa indonesia, dia juga mengaku suka 

pada simbolisme angka lima. Angka lima memiliki nilai 

“keramat” dalam antropologi masyarakat Indonesia. 

Soekarno menyebutkan, “Rukun Islam lima jumlahnya. Jari 

kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apalagi 

l Kalau para pendiri bangsa menyebut “demokrasi Barat”, dalam nada “pelianan” 
(othering), yang dimaksud bukanlah seluruh model demokrasi yang berkembang 
di Dunia Barat, melainkan secara spesifik berkonotasi pada suatu ideal type dari 

demokrasi liberal yang berbasis individualisme. Liberalisme-individualisme 
dianggap sebagai jangkar dari kapitalisme yang pada perkembangannya mendorong 
kolonialisme-imperialisme. 
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yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir: Pandawa 

lima). Pandawa pun lima bilangannya.” Hal lain juga bisa 

ditambahkan, bahwa dalam tradisi Jawa ada lima larangan 

sebagai kode etika, yang disebut istilah “Mo-limo”.2 Taman 

Siswa dan Chuo Sangi In juga memiliki “Panca Dharma”. 

Selain itu, bintang yang amat penting kedudukannya 

sebagai pemandu pelaut dari masyarakat bahari juga 

bersudut lima. Asosiasi dasar negara dengan bintang ini 

digunakan Soekarno dalam penggunaan istilah Leitstar 

(bintang pimpinan). Selain itu, istilah Pancasila juga telah 

dipakai dalam buku “Negara Kertagama” karangan Empu 

Prapanca, juga dalam buku “Sutasoma” karangan Empu 

Tantular, dalam pengertian yang agak berbeda, yakni 

kesusilaan yang lima. 

Sungguh pun Soekarno telah mengajukan lima sila 

dari dasar negara, dia juga menawarkan kemungkinan lain, 

sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan lima, sekaligus 

juga cara beliau menunjukkan dasar dari segala dasar kelima 

sila tersebut. 

Alternatifnya bisa diperas menjadi Trisila bahkan bisa 

dikerucutkan lagi menjadi Ekasila: 

“A tau barangkali ada sa udara-sa udara yang tidak 

suka bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga 

tinggal tiga saja. Saudara-saudara tanya kepada 

saya, apakah ’perasan’ yang tiga itu? Berpuluh-pu/uh 

tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya 

Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar 

yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, 

2 Pantangan “Mo—limo” itu terdiri maling (mencuri, termasuk korupsi), madat 

(mengisap candu dan mengabaikan akal sehat), main (berjudi dan berspekulasi), 
minum (mabuk-mabukan dan berfoya-foya), dan madon (main perempuan dan 
hedonistis). 
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kebangsaan dan perikemanusiaan, saya peras 

menjadi satu: itulah yang dahulu saya namakan socio- 

nationalisme. 

Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, 

tapi politiek-economische democratie, yaitu politieke- 

democratie dengan sociale rechtvaardlgheid: 

Inilah yang dulu saya namakan socio—democratie, 

yaitu penggabungan antara paham demokrasi dan 

kesejahteraan sosial. 

Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu 

sama lain. 

Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: 

socio-na tionalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan. 

Kalau tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah 

yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan 

senang kepada Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar 

saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi 
menjadi sa tu. Apakah yang sa tu itu? 

Sebagai tadi telah saya katakan: kita 

mendirikan Negara Indonesia, yang kita semua harus 

mendukungnya. Semua buat semua! Bukan Kristen 

buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, 

bukan Hadikoesoemo buat Indonesia, bukan Van Eck 

buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat 

Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia-semua 

buat semua! Jikalau saya peras yang lima menjadi 

tiga, dan yang tiga menjadi sa tu, maka dapa tlah saya 

satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan 

'gotong-royong'. Negara Indonesia yang kita dirikan 

haruslah negara gotong-royong. ” 
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Dengan menyatakan bahwa bila Pancasila diperas 

menjadi ekasila, yang muncul adalah sila gotong-royong, 

Soekarno kurang lebih ingin menegaskan bahwa dasar 

dari semua sila Pancasila itu adalah semangat gotong 

royong. Prinsip ketuhanannya harus berjiwa gotong- 

royong (ketuhanan yang berkebudayaan, yang lapang 

dan toleran), bukan ketuhanan yang saling menyerang 

dan mengucilkan. Prinsip kemanusian universalnya 

harus berjiwa gotong-royong (yang berkeadilan dan 

berkeadaban), bukan pergaulan kemanusiaan yang 

menjajah dan eksploitatif. Prinsip persatuannya harus 

berjiwa gotong-royong (mengupayakan persatuan dengan 

tetap menghargai perbedaan “bhinneka tunggal ika”), 
bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan atau pun 

menolak persatuan. Prinsip demokrasinya harus berjiwa 

gotong-royong (mengembangkan musyawarah mufakat), 

bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau 

minoritas elit penguasa-pemodal. Prinsip keadilannya 

harus berjiwa gotong-royong (mengembangkan partisipasi 

dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat 

kekeluargaan), bukan visi kesejahteraan yang berbasis 

individualisme-kapitalisme, bukan pula yang mengekang 

kebebasan individu seperti dalam sistem etatisme. 

Demikianlah pada tanggal 1 Juni 1945 itu, Soekarno 

mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu 

nama dari lima dasar negara Indonesia yang diusulkannya 

berkenaan dengan permasalahan di sekitar dasar negara 

Indonesia Merdeka. Pokok-pokok pikiran yang terdapat 

dalam pidato Bung Karno itu yang kemudian diterima secara 

aklamasi oleh BPUPKI sebagai dasar dalam penyusunan 

falsafah negara (philosophische grondslag) Indonesia 

merdeka. 
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Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua 
BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang bertugas untuk 

mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas 

pada masa sidang berikutnya (10 s.d 17 Juli 1945). Panitia 

Kecil yang resmi ini beranggotakan delapan orang (Panitia 

Delapan) di bawah pimpinan Soekarno. Terdiri dari 6 orang 

wakil golongan kebangsaan dan 2 orang wakil golongan 
Islam. Panitia Delapan ini terdiri Soekarno, M. Hatta, M. 

Yamin, A. Maramis, M. Sutardjo Kartohadikoesoemo, 

Otto Iskandardinata (golongan kebangsaan), Ki Bagoes 

Hadikoesoemo dan K.H. Wachid Hasjim (golongan 
Islam). 

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Kecil, di 

masa reses Soekarno memanfaatkan masa persidangan 
Chuo Sangi In3 ke VIII (18 s.d 21 Juni 1945) di Jakarta 
untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas 
Panitia Kecil. Selama pertemuan itu, Panitia Kecil dapat 

mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut 

beberapa masalah yang dapat digolongkan ke dalam 9 

kategori: 

1. Indonesia merdeka selekas-selekasnya 

2. Dasar (Negara) 

3. Bentuk Negara Uni atau Federasi 

4. Daerah Negara Indonesia 

3 Mendapati posisinya yang kian goyah, akhir 1942 Jepang berusaha menarik 

dukungan penduduk di negara jajahan dengan merencanakan pemberian 
kemerdekaan kepada Burma dan Filipina, tetapi tidak menyebut nasib Indonesia. 
Soekarno dan Moh. Hatta mengajukan protes, yang ditanggapi oleh pemerintah 
Jepang dengan memberikan peran kepada tokoh-tokoh Indonesia di dalam 

lembaga pemerintahan. Pada 5 September 1943, Saiko Shikikan (Kumaikici 

Harada) mengeluarkan Osamu Seirei No. 36 dan 37 tentang pembentukan Chuo 

Sangi In (Dewan Pertimbangan Pusat) dan Chuo Sangi Kai (Dewan Pertimbangan 
Keresidenan). Pada Sidang Chuo Sangi In I, 17 Oktober 1943, Soekarno dilantik 

sebagai ketuanya, didampingi dua orang wakil ketua, yakni R.M.A.A. Kusumo 
Utoyo dan dnBuntaran Martoatmojo. 
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Badan Perwakilan Rakyat 

Badan Penasihat 

Bentuk Negara dan Kepala Negara 

Soal Pembelaan 

Soal Keuangan 
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Di akhir pertemuan tersebut, Soekarno juga mengam- 

bil inisiatif membentuk Panitia Kecil beranggotakan 9 orang, 

yang kemudian dikenal sebagai “Panitia Sembilan”. Panitia 

Sembilan ini terdiri dari Soekarno (ketua), Mohammad 

Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Soebardjo 

(golongan kebangsaan), K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar 

Moezakir, H. Agoes Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso 

(golongan Islam). Panitia ini bertugas untuk menyelidiki 

usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang 

melahirkan konsep rancangan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep 

rancangan Pembukaan ini disetujui pada 22 Juni 1945. Oleh 

Soekarno rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

ini diberi nama “Mukaddimah”, oleh M. Yamin dinamakan 

“Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut 

“Gentlemen’s Agreement”. 

Rumusan dari rancangan Pembukaan Undang-Undang 

Dasar (Piagam Jakarta) itu sebagai berikut: 

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak 

segala bangsa dan oleh karena itu, maka penjajahan 

di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai 

dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan 

Indonesia telah sampailah kepada saat yang 
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berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan 

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdeka— 

an Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur. 

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan 

dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya 

berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat 

Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 

Kemudian daripada itu untuk membentuk 

suatu Pemerintah Negara Indonesia merdeka yang 

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia 

itu dalam suatu Undang—Undang Dasar Negara 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan 

Negara Republik lndonesia yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan] 

perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat indonesia. 

Tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan yang terdapat 

dalam Piagam Jakarta tersebut diubah pada bagian 

akhirnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI). Hal penting yang diubah oleh panitia ini adalah 
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tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula berbunyi “Ke- 

Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Juga diubahnya klausul pasal pada batang tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (1) mengenai 

syarat presiden. Semula ayat itu mensyaratkan presiden 

harus orang Islam, tetapi kemudian diubah menjadi hanya 

“harus orang Indonesia asli.” 

Mengenai kisah pencoretan tujuh kata dalam Piagam 

Jakarta itu, M. Hatta menuturkan dalam Memorinya sebagai 

berikut: 

“Pada sore harinya aku menerima telepon 

dari tuan Nishljama, pembantu Admiral Maeda, 

menanyakan dapatkah aku menerima seorang opsir 

Kaigun (Angka tan Laut) karena ia mau mengemukakan 

suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. 

Nishi/ama sendiri akan menjadi juru bahasanya. Aku 

mempersilahkan mereka da tang. 

Opsir itu yang aku lupa namanya, datang 

sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan bahwa 

wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang dikuasai 

oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat 

terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang- 

Undang Dasar, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan 

kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk- 

pemeluknya ”. 

Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu 

tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang 

beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan 
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seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi 

pokok Undang-Undang Dasar berarti mengadakan 

diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika 

diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka 

berdiri di luar republik Indonesia. Aku mengatakan 

bah wa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan 

itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. 

Waktu merumuskan Pembukaan Undang- 

Undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam 

Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa 

dan tanggal 22 Juni 1945 ia ikut menanda tanganinya. 

Opsir tadi mengatakan bah wa itu adalah pendirian dan 

perasaan pemimpin—pemimpin Protestan dan Katolik 

dalam daerah pendudukan Kaigun. Mungkin waktu itu 

Mr. Maramis cuma memikirkan bah wa bagian kalimat 

itu hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan 

tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. 

Ia tidak merasa bahwa penetapan itu adalah suatu 

diskriminasi. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah 

pokok dari pokok, sebab itu harus teruntuk bagi 

seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. 

Kalau sebagian daripada dasar itu hanya mengikat 

sebagian rakyat Indonesia, sekalipun terbesar, 

itu dirasakan oleh golongan-golongan minoritas 

sebagai diskriminasi. Sebab itu kalau diteruskan 

juga Pembukaan yang mengandung diskriminasi itu, 

mereka golongan Protestan dan Katolik lebih suka 

berdiri di luar Republik. 
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Karena begitu serius rupanya, esok paginya 

tanggal 18 agustus 194 5, sebelum Sidang Panitia 

Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, 

Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. 

Teuku Mohammad Hasan dari Suma tera mengadakan 

suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan 

masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai 

bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian 

kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan 

menggantikannya dengan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa 

membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam 

sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu 

adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin 

tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan 

nasib dan persatuan bangsa. ” (Hatta, Mohammad, 

1979-)- 

Rumusan dokumen Pancasila yang pernah ada, baik 

yang terdapat pada pidato Ir. Soekamo maupun rumusan 

Panitia Sembilan yang tertuang pada Piagam Jakarta 

merupakan sejarah dalam proses penyusunan dasar negara. 

Rumusan tersebut seluruhnya autentik sampai akhirnya 

disepakati rumusan sebagaimana terdapat pada alinea 

keempat Pembukaan Undang—Undang Dasar 1945 yang 

disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Secara historis, ada tiga rumusan dasar negara yang 

diberi nama Pancasila, yaitu rumusan konsep lr. Soekarno 

yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam 

sidang BPUPKI, rumusan oleh Panitia Sembilan dalam 

Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan pada 
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Pembukaan Undang—Undang Dasar 1945 yang disahkan 

oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 

Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang 

bermula dari 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final 18 

Agustus 1945 itu, dapat dimaknai sebagai satu kesatuan 

dalam proses kelahiran falsafah negara Pancasila. 

Tanggal 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya Bung Karno 

menyampaikan pidatonya yang monumental tentang 

Pancasila sebagai dasar negara di depan sidang BPUPKI. 

Pada hari itulah, lima prinsip dasar Negara dikemukakan 

dengan diberi nama Pancasila, dan sejak itu jumlahnya 

tidak pernah berubah. Meskipun demikian, untuk diterima 

sebagai Dasar Negara, Pancasila mendapatkan persetujuan 

kolektif melalui perumusan Piagam Jakarta (22 Juni 1945) 

dan akhirnya mengalami perumusan final Iewat proses 

pengesahan konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945. 

Demikianlah rangkaian panjang proses konseptualisasi 

Pancasila hingga mencapai rumusannya yang final pada 

18 Agustus 1945. Setiap fase konseptualisasi Pancasila itu 

melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan. 

Karena Pancasila merupakan karya bersama yang 

dihasilkan melalui konsensus bersama, Pancasila itu 

merupakan titik-temu (common denominator) yang 

menyatukan keindonesiaan. Dengan demikian, jelas 

bahwa penetapan rumusan Pancasila merupakan hasil 

final, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga 

Indonesia dalam mengembangkan kehidupan kebangsaan 

dan kenegaraan. 

41 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-042

Dalam pidatonya, Soekarno mengatakan sebagai 

berikut: 

42 

“Saya bukanlah pencipta Pancasila, saya 

bukanlah pembuat Pancasila. Apa yang saya kerjakan 

tempo hari; ialah sekadar memformuleer perasaan- 

perasaan yang ada di dalam kalangan rakyat 

dengan beberapa kata-kata, yang saya namakan 

“Pancasila ”. Saya tidak merasa membuat Pancasila. 

Dan salah sekali jika ada orang mengatakan bahwa 

Pancasila itu buatan Soekarno, bahwa Pancasila itu 

buatan manusia. Saya tidak membuatnya, saya tidak 

mencip takann ya. Jadi apakah Pancasila bua tan Tuhan, 

itu lain pertanyaan. 

Aku memang manusia. Manusia dengan segala 

kedaifan dari pada manusia. Malahan manusia 

jang tidak lebih daripada saudara-saudara yang 

kumaksudkan itu tadi. Tetapi aku bukan pembuat 

Pancasila; aku bukan pencip ta Pancasila. Aku sekedar 

memformuleerkan adanya beberapa perasaan di 

dalam kalangan rakyat yang kunamakan “Pancasila". 

Aku menggali di dalam buminya rakyat Indonesia, 

dan aku melihat di dalam kalbunya bangsa Indonesia 

itu ada hidup lima perasaan. Lima perasaan ini 

dapat dipakai sebagai mempersatu daripada bangsa 

Indonesia yang 80 juta ini. Dan tekanan kata memang 

kuletakan kepada daya pemersatu daripada Pancasila 

itu. 

Pada saat kita menghadapi kemungkinan 

untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan, dan 

alhamdulillah bagi saya pada saat itu bukan lagi 
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kemungkinan tetapi kepastian, kita menghadapi soal 

bagaimana Negara hendak datang ini, kita letakan di 

atas dasar apa. Maka di dalam sidang daripada para 

pemimpin Indonesia seluruh Indonesia, difikir-fikirkan 

soal ini dengan cara jang sedalam-dalamn ya. Di dalam 

sidang ini/ah buat pertama kali saya formuleeren 

apa yang kita kenal sekarang dengan perkataan 

“Pancasila". Sekedar fonnuleren, oleh karena lima 

perasaan ini telah hidup berpuluh-puluh tahun bahkan 

beratus-ratus tahun di dalam kalbu kita. Siapa yang 

memberi bangsa Indonesia akan perasaan-perasaan 

ini? Saya sebagai orang yang percaya kepada Allah 

SWT berkata: “Sudah barang tentu yang memberikan 

perasaan-perasaan ini kepada bangsa Indonesia ialah 

Allah SWT pula”. (Dikutip dari Pidato Bung Karno, 1 

Juni 1946 dalam Rangka Peringatan Hari Pancasila). 

Selanjutnya, untuk menegaskan adanya falsafah 

negara dan hukum dasar dalam berbangsa dan bernegara, 

Pemerintah telah pula mengeluarkan Keputusan Presiden 

Nomor 18 Tahun 2008, tentang Hari Konstitusi. Ini 

merupakan bagian dari ikhtiar bangsa ini untuk mewujudkan 

kehidupan bangsa dan negara yang sesuai dengan cita-cita 

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agutus 1945. 

Memaknai kembali Pancasila berarti kita ingin 

menegaskan komitmen, bahwa nilai-nilai Pancasila 

adalah dasar dan ideologi dalam kita bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukanlah konsep 

pemikiran semata, melainkan sebuah perangkat tata nilai 

untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi 

kehidupan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila harus 

menjadi landasan etika dan moral ketika kita membangun 
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pranata politik, pemerintahan, ekonomi, pembentukan 

dan penegakan hukum, politik, sosial budaya, dan berbagai 

aspek kehidupan lainnya. 

B. RUMUSAN PANCASILA 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 

dimuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 tahun 

1946. Undang-Undang Dasar tersebut terdiri dari tiga 

bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, memuat cita-cita kenegaraan 

(staatsidee) dan cita-cita hukum (reichtsidee), yang 

selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang 

Dasar. Lima dasar negara terdapat di dalam Pembukaan 

alinea keempat, akan tetapi nama Pancasila tidak terdapat 

secara eksplisit. Secara ideologis, dasar negara yang lima itu 

adalah Pancasila. 

Rumusan lima nilai dasar sebagaimana tercantum 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 adalah: 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Persatuan Indonesia. 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan] 

perwakilan. 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

?
“

.
“

!
“

7
'
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Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai 

kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar Negara 

Republik Indonesia. Dasar tersebut kukuh karena digali 

dan dirumuskan dari nilai kehidupan rakyat Indonesia yang 

merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa 

kita. Karena itulah Pancasila disepakati secara nasional, 

Pancasila merupakan suatu perjanjian luhur yang harus 

dijadikan pedoman bagi bangsa, Pemerintah dan seluruh 

rakyat Indonesia. Itu pulalah bentuk dan corak masyarakat 

yang hendak kita capai atau wujudkan, yaitu masyarakat 

Indonesia modern, adil, dan sejahtera. Dari sejarah 

ketatanegaraan kita terbukti bahwa Pancasila mampu 

mempersatukan bangsa kita yang majemuk. 

Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam lima 
sila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

1. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila 

pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa 

Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui 

adanya Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang dapat 

menyembah Tuhan-nya sesuai dengan keyakinannya 

masing-masing. Segenap rakyat Indonesia 

mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan 

cara yang berkeadaban yaitu hormat menghormati 

satu sama lain. Negara menjamin kemerdekaan tiap- 

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- 

masing dan untuk beribadat menurut agamanya 

dan kepercayaannya. Negara Indonesia adalah satu 

negara yang ber-Tuhan. Dengan demikian, segenap 
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agama yang ada di Indonesia mendapat tempat dan 

perlakuan yang sama dari negara. 

Sila ini menekankan fundamen etis-religius dari 

negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhan- 

an yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang 

ada, sekaligus juga merupakan pengakuan akan ada- 

nya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa di Tanah Air Indonesia. Kemerdekaan 

Indonesia dengan rendah hati diakui ”Atas berkat 

rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Dengan pengakuan 

ini, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia, 

untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan 

yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, 

mengandung kewajiban moral. Kewajiban etis yang 

harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh 

segenap bangsa bukan saja di hadapan sesamanya, 

melainkan juga di hadapan sesuatu yang mengatasi 

semua, Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Dengan menyertakan moral ketuhanan 

sebagai dasar negara, Pancasila memberikan 

dimensi transendental pada kehidupan politik serta 

mempertemukan dalam hubungan simbiosis antara 

konsepsi ‘daulat Tuhan’ dan ‘daulat rakyat’. Dengan 

Pancasila, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan 

terangkat dari tingkat sekular ke tingkat moral atau 

sakral. Di sini, terdapat rekonsiliasi antara tendensi 

ke arah sekularisasi dan sakralisasi. Dengan wawasan 

ketuhanan diharapkan dapat memperkuat etos 

kerja karena kualitas kerjanya ditransendensikan 

dari batasan hasil kerja materialnya. Oleh karena 

teologi kerja yang transendental memberi nilai 
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tambah spiritual, maka hal itu memperkuat motivasi 

di satu pihak dan di pihak lain memperbesar inspirasi 

dan aspirasi para warga negara. Dengan wawasan 

teosentris, kita dituntut untuk pandai menjangkarkan 

kepentingan (interest) kepada nilai (value) dalam 
politik. 

Atas dasar itu, setiap warga negara Indonesia 

dianjurkan untuk menjunjung tinggi nilai—nilai 

ketuhanan menurut agama dan keyakinannya 

masing-masing. Terdapat kepercayaan yang positif 

bahwa meskipun terdapat berbagai macam agama 

dan keyakinan, misi profetis agama-agama memiliki 

pertautan etis-religius dalam memuliakan nilai- 

nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan 

keadilan, yang mendorong warga negara untuk 

mengembangkan nilai-nilai ketuhanan yang lapang 

dan toleran. 

Dalam ungkapan Soekarno dinyatakan, ”Bukan 

saja bangsa Indonesia ber—Tuhan, tetapi masing- 

masing orang indonesia hendaknya ber-Tuhan. 

Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan 

menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menurut 

petunjuk Nabi Muhammad S.A.W., orang Budha 

menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang 

ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber- 

Tuhan. Hendaknya Negara lndonesia ialah negara 

yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya 

dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya 

ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 

'egoisme-agama'. Dan hendaknya Negara Indonesia 

satu Negara yang bertuhan”. (Pidato Soekarno 1 Juni 

1945)- 
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Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha 

Esa, menjadi fundamen etis kehidupan bangsa 

Indonesia, yang menjiwai dan mendasari serta 

membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil 

dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia 

yang telah membentuk Negara Republik Indonesia 

yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan 

dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan sila ketuhanan ini, sekaligus dengan 

penjabarannya di konstitusi, ditegaskan bahwa 

Indonesia sebagai Negara Pancasila adalah sebuah 

negara religius (religious nation state). Di negara 

ini tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti— 

Ketuhanan dan anti keagamaan. Saat yang sama, 

”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing—masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu”. 

Di dalam konsepsi yang demikian, negara 

tidak mewakili agama tertentu tetapi negara harus 

memfasilitasi, melindungi, dan menjamin keamanan- 

nya jika warganya dalam melaksanakan ajaran agama 

karena keyakinan dan kesadarannya sendiri. Ajaran 

agama, dengan demikian, harus dilaksanakan dengan 

penuh toleransi dan berkeadaban di samping peran 

proaktif negara dengan menyelenggarakan dialog 

antar umat beragama. 
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Pengejawantahan sila pertama dalam pasal- 

pasal konstitusi juga mengandung makna bahwa 

Negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama 

yang berkeadaban sebagaimana diatur di dalam Pasal 

29 ayat (1) dan ayat (2) yang menjamin kemerdekaan 

untuk memeluk dan melaksanakan agama apa pun 

yang diyakini oleh setiap warga negara. Selain itu, 

peran negara juga harus ditingkatkan dalam tanggung 

jawabnya menyelenggarakan dialog atau forum 

antarumat beragama sebagai langkah konkret dari 

kewajiban negara. 

Penjabaran lebih lanjut Sila Pertama dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yaitu terdapat pada: 

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ketiga, 

yang berbunyi “Atas berkat rakhmat Allah 

Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan 

oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 

kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia 

menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. 

- Pasal 9 

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden 

dan Wakil Presiden bersumpah menurut 

agama, atau berjanji dengan sungguh- 

sungguh di hadapan Majelis Pemiusyawarat- 

an Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat 

sebagai berikut: 
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Sumpah Presiden (Wakil Presiden): 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi 

kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil 

Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik- 

baiknya dan seadil—adilnya, memegang teguh 

Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala 

undang-undang dan peraturannya dengan 

selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa 

dan Bangsa.” 

Pasal 28E 

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan 

beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih 

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal di wilayah negara 

dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 

sesuai dengan hati nuraninya. 

(3)Setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat 

Pasal 29 

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu. 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-051

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab 

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam 

Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa 

kita memiliki Indonesia Merdeka yang berada pula 

lingkungan kekeluargaan bangsa-bangsa. Prinsip 

lnternasionalisme dan Kebangsaan Indonesia adalah 

lnternasionalime yang berakar di dalam buminya 

Nasionalisme, dan Nasionalisme yang hidup dalam 

taman sarinya Intemasionalisme. Bahwa, akan 

dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia. 

Sila ini menegaskan bahwa kebangsaan 

Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan 

universal, yang dituntut mengembangkan 

persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai 

kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban. 

Kemanusiaan berasal dari kata “manusia”, yaitu 

makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi 

pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi seperti 

yang dimilikinya itu manusia tinggi martabatnya. 

Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai 

dan norma-nom1a. Kemanusiaan terutama berarti 

hakikat dan sifat—sifat khas manusia sesuai dengan 

martabatnya. Adil berarti patut, tidak memihak atau 

berpegang pada kebenaran. 

Keputusan dan tindakan didasarkan pada suatu 

objektivitas, tidak pada suatu subjektifitas. Di sinilah 

yang dimaksud dengan wajar/sepadan. Beradab 

kata pokoknya “adab”, sinonim dengan sopan, 

berbudi luhur, susila. Beradab artinya berbudi luhur, 
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berkesopanan dan bersusila sekaligus menuju tingkat 

kemajuan lahir dan batin. Maksudnya sikap hidup, 

keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai- 

nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan. Adab 

terutama mengandung pengertian tata kesopanan, 

kesusilaan atau moral. Dengan demikian beradab 

berarti berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang 

merupakan bagian dari kebudayaan. 

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan 

kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang 

didasarkan kepada potensi akal budi dan hati 

nurani manusia dalam hubungan dengan nonna- 

norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri 

pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam 

dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab 

adalah akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap 

dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, 

hakikat, dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan 

tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa kecuali. 

Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai- 

nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya, sebagai 

makhluk Tuhan yang mulia. Kemanusiaan yang adil 

dan beradab diejawantahkan dalam implementasi 

hak dan kewajiban asasi manusia serta komitmen 

terhadap penegakan hukum. 

Berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan 

beradab, kebangsaan yang kita kembangkan bukanlah 

kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme 

(mengagungkan kesukuan/kedaerahan), melainkan 

kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan 

bangsa-bangsa. Di sisi lain, nilai-nilai kemanusiaan 
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universal itu hanyalah bermakna sejauh bisa 

dibumikan dalam konteks sosiohistoris partikularitas 

bangsa—bangsa yang bersifat heterogen. Secara 

tepat Bung Karno mengatakan, “Internasionalisme 

tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam 

buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat 

hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya 

internasionalisme. ” (Pidato Soekarno 1 Juni 1945). 

Dalam konteks ini, nilai-nilai universal dalam 

wacana kemanusiaan harus didialogkan dengan 

khazanah kearifan lokal, visi global harus dipadukan 

dengan daya cerna budaya lokal. Dalam perjuangan 

kemanusiaan bangsa Indonesia, proses dialogis 

ini dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan 

internalisasi. Keluar, bangsa kita harus menggunakan 

segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk 

secara bebas-aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial, sebagaimana tertera pada alinea 

Keempat Pembukaan Undang—Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Kedalam, bangsa kita 

harus menerima, apa yang disebut Muhammad Yamin, 

‘benda rohani berupa pengakuan dan pemuliaan hak— 

azasi kemanusiaan'. (Yamin, 1956). 

Sila Kedua ini diliputi dan dijiwai Sila Pertama. 

Hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan 

beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran 

Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk 

pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba 

Tuhan. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan 

Pembukaan Undang—Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945 alinea pertama, yaitu ”Bahwa 

sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala 

bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia 

harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan 

perikemanusiaan dan perikeadilan”. 

Pengejawantahan sila kedua dalam pasal- 

pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sudah mengandung atau 

memenuhi lima aspek nilai-nilai yaitu: pertama, 

pemeliharaan, perlindungan terhadap hal yang 

berkaitan dengan agama; kedua, pemeliharaan, 

pengayoman terhadap jiwa atau diri ini mulai dari 

yang lahir sampai yang batin; ketiga, perlindungan 

terhadap keberlangsungan kehidupan individu, 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan 

martabatnya; keempat, memelihara akal sampai pada 

hal-hal yang bisa merusak akal, bisa mencemari akal, 

hal-hal yang menyebabkan penyimpangan perilaku 

atau apa saja yang kemudian merusak fungsi akal; 

kelima, memelihara harta, yaitu setiap orang berhak 

memperoleh jaminan perlindungan hak milik pribadi. 

Dalam Pasal-pasal Undang-Undang DasarNegara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna, 

dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka 

setiap warga negara mempunyai kedudukan yang 

sama terhadap undang-undang dasar, mempunyai 

kewajiban dan hak-hak yang sama, setiap warga 

negara dijamin haknya serta kebebasannya yang 

menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang, 

dengan negara, dengan masyarakat, dan menyangkut 

pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan 
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mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak- 

hak dasar manusia. 

Sila kedua ini yang kemudian diejawantahkan 

dalam Pasal—pasal Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang selaras dengan 

prinsip HAM yang berlaku universal, juga merupakan 

bagian dari pelaksanaan dan implementasi prinsip 

negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menegaskan Bangsa Indonesia 

sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional 

yang punya kewajiban mengembangkan sikap saling 

menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. 

Penjabaran lebih lanjut Sila Kedua dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yaitu terdapat pada: 

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama, 

yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya 

kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan 

oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia 

harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan 

perikemanusiaan dan perikeadilan”. 

- Pasal 27 

(1) Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya. 
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(2)Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

(3)Setiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam upaya pembelaan negara. 

Pasal28 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 

dan sebagainya ditetapkan dengan undang- 

undang. 

Pasal 28A 

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. 

Pasal 285 

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah. 

(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Pasal 28C 

(1) Setiap orang berhak mengembangkan 
diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi, seni dan budaya, demi 
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meningkatkan kualitas hidupnya dan demi 

kesejahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untukmemajukan dirinya 

dalam memperjuangkan haknya secara 

kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa, dan negaranya. 

Pasal 28D 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, 
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum. 

(2)Setiap orang berhak untuk bekerja serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 

dan layak dalam hubungan kerja. 

(3)Setiap warga negara berhak memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 

(4)Setiap orang berhak atas status 
kewarganegaraan. 

Pasal 28E 

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan 

beribadat menurut agamanya, memilih 

pendidikan dan pengajaran, memilih 

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, 

memilih tempat tinggal di wilayah negara 

dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, 

sesuai dengan hati nuraninya. 
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(3)Setiap orang berhak atas kebebasan 

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat. 

Pasal 28F 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan 

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta 

berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis 

saluran yang tersedia. 

Pasal 286 

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang di bawah kekuasaannya, 

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasn 

(2)Setiap orang berhak untuk bebas 

dari penyiksaan atau perlakuan yang 

merendahkan derajat martabat manusia dan 

berhak memperoleh suaka politik dari negara 

lain. 

Pasal 28H 

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
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(2)Setiap orang berhak mendapat kemudahan 

dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan. 

(3)Setiap orang berhak atas jaminan sosial 

yang memungkinkan pengembangan 

dirinya secara utuh sebagai manusia yang 

bermartabat. 

(4)Setiap orang berhak mempunyai hak milik 

pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh 

diambil alih secara sewenang-wenang oleh 

siapa pun. 

Pasal 28I 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 

hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas 

dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 

asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apa pun. 

(2)Setiap orang berhak bebas dari perlakuan 

yang bersifat diskriminatif atas dasar apa 

pun dan berhak mendapatkan perlindungan 

terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu. 

(3)Identitas budaya dan hak masyarakat 

tradisional dihormati selaras dengan 

perkembangan zaman dan peradaban. 
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(4)Per|indungan, pemajuan, penegakan, 

dan pemenuhan hak asasi manusia 

adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah. 

(5)Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi 

manusia sesuai dengan prinsip negara hukum 

yang demokratis, maka pelaksanaan hak 

asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

- Pasal 28J 

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi 

manusia orang lain dalam tertib kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 

setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan 

undang-undang dengan maksud semata- 
mata untuk menjamin pengakuan serta 

penghormatan atas hak dan kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 

yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

- Pasal 29 

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha 

Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya 

masing—masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu 
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Pasal 3o 

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 

serta dalam usaha pertahanan dan keamanan 

negara. 

(2)Usaha pertahanan dan keamanan negara 
dilaksanakan melalui sistem pertahanan 

dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, 

dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 

(3)Tentara Nasional Indonesia terdiri atas 

Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 
Angkatan Udara sebagai alat negara 

bertugas mempertahankan, melindungi, 

dan memelihara keutuhan dan kedaulatan 

negara. 

(4)Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 

alat negara yang menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, 

mengayomi, melayani masyarakat, serta 

menegakkan hukum. 

(5)Susunan dan kedudukan Tentara Nasional 

Indonesia, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, hubungan kewenangan Tentara 

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia di dalam menjalankan 

tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan 

warga negara dalam usaha pertahanan dan 
keamanan negara, serta hal-hal yang terkait 

dengan pertahanan dan keamanan diatur 

dengan undang-undang. 
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- Pasal 31 

(1) Setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan. 

(2)Setiap warga negara wajib mengikuti 

pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. 

(3)Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

diatur dengan undang—undang. 

(4)Negara memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh 

persen dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara serta dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional. 

(5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 

kemajuan peradaban serta kesejahteraan 

umat manusia. 

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia 

Sila Persatuan Indonesia (Kebangsaan Indonesia) 

dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa 

bangsa Indonesia merupakan Negara Kebangsaan. 

Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, 
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memiliki persatuan perangai karena persatuan nasib, 

bangsa yang terikat pada tanah airnya. Bangsa yang 

akan tetap terjaga dari kemungkinan mempunyai sifat 

chauvinistis. 

Persatuan berasal dari kata satu, yang 

berarti utuh tidak terpecah—pecah. Persatuan 

juga menyiratkan arti adanya keragaman, dalam 

pengertian bersatunya bermacam corak yang 

beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan 

Indonesia dalam Sila Ketiga ini mencakup persatuan 

dalam arti ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, 

dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan 

bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang 

bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan 

kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang 

merdeka dan berdaulat. 

Persatuan Indonesia merupakan faktor yang 

dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan 

melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. 

Perwujudan persatuan Indonesia adalah perwujudan 

dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh 

Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang 

adil dan beradab. 

Nasionalisme Indonesia mengatasi paham 

golongan, suku bangsa, dalam upaya membina 

tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu 

bangsa yang padu, tidak terpecah-pecah. Hal ini 
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sesuai dengan adanya alinea keempat Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berbunyi ”Kemudian daripada 

itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...”. 

Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga ini 
mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, 

ekonomi sosial budaya dan keamanan. Persatuan 

Indonesia iaIah persatuan kebangsaan Indonesia yang 

dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang 

sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan 

ideologi yang mendiami wilayah Indonesia bersepakat 

menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan 

satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan 

kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang 

merdeka dan berdaulat dengan satu bendera Negara, 

satu bahasa Negara, satu Lambang Garuda Pancasila, 

serta satu Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 

Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila 

ketiga ini, dan kemudian diejawantahkan dalam pasal- 

pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Untuk itu, semua peraturan 

perundang—undangan harus menjamin integrasi atau 

keutuhan ideologi dan teritori negara dan bangsa 
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Indonesia sesuai dengan tujuan melindungi segenap 

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat 

dilihat dari ketentuan tentang pilihan bentuk negara 

kesatuan yang tidak dapat diubah dengan prosedur 

konstitusional. 

Penjabaran lebih lanjut Sila Ketiga dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yaitu terdapat pada: 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, 

yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk 

membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia”. 

Pasal 1 

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, 

yang berbentuk Republik. 

(2)Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar. 

(3)Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Pasal 18 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 

atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota 

itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 

diatur dengan undang-undang. 
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(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan. 

(3)Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- 

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

(4)Gubemur, Bupati, dan Walikota masing- 

masing sebagai kepala pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis. 

(5)Pemerintahan daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 

yang oleh undang-undang ditentukan 

sebagai urusan Pemerintah Pusat. 

(6)Pemerintahan daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan- peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 

pembantuan. 

(7)Susunan dan tata cara penyelenggaraan 
pemerintahan daerah diatur dalam undang- 
undang. 

Pasal 32 

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan 

menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 

budayanya. 
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(2)Negara menghormati dan memelihara 

bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 

nasional. 

Pasal35 

Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah 

Putih. 

Pasal 36 A 

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Pasal 368 

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 

Pasal 36C 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, 

Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu 

Kebangsaan diatur dengan undang-undang. 

Pasal 37 ayat (5) 

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan 

Republik Indonesia tidak dapat dilakukan 

perubahan. 

Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebiiaksanaan dalam permusyawaratan] perwakilan. 

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 

(mufakat atau Demokrasi) dalam Pancasila pada 

prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan 

67 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-068

68 

terus memelihara dan mengembangkan semangat 

bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam 

perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara 

dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa 

Indonesia akan memelihara serta mengembangkan 

kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah. 

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu 

sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah 

negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh manusia 

itu, tidak dibedakan oleh tugas (fungsi) dan profesi 

(jabatannya). Kerakyatan adalah asas yang baik serta 

tepat sekali jika dihubungkan dengan maksud rakyat 

hidup dalam ikatan negara. 

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan /perwakilan” mengandung 

beberapa ciri alam pemikiran demokrasi di Indonesia. 

Dalam pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasar atas 

“kerakyatan” dan “permusyawaratan”. Dengan kata 

Iain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri: (1) 

kerakyatan (daulat rakyat), dan (2) permusyawaratan 

(kekeluargaan). 

Cita-cita pemuliaan daulat rakyat bergema kuat 

dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan 

dari semangat emansipasi dan egalitarianisme dari 

aneka bentuk penindasan, yang ditimbulkan oleh 

kolonialisme dan feodalisme. Cita—cita kerakyatan 

hendak menghormati suara rakyat dalam politik 
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dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar 

yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Cita permusyawaratan memancarkan kehendak 

untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat 

mengatasi paham perseorangan dan golongan, 

sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan 

dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan 

mengakui adanya “kesederaiatan/persamaan dalam 

perbedaan”. Dalam kaitan ini, “Soekarno meyakini 

bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia 

ialah permusyawaratan perwakilan. Karena itu, 

dengan “asas kerakyatan” itu, negara harus menjamin 

bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang 

sama di dalam hukum dan pemerintahan. 

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas 

kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan/ 

atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak 

rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan 

kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan 

adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) 

mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil 

bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain 

dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. 

Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia 

juga mengandung ciri “hikmat—kebijaksanaan”. Cita 

hikmat-kebijaksanaan merefleksikan orientasi etis, 

sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang 
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berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada 

nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, 

permusyawaratan, dan keadilan. 

Dalam kaitan ini, Mohammad Hatta menjelaskan 

bahwa, “Kerakyatan yang dianut oleh bangsa 

Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara 

terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan] 

perwakilan”. Selanjutnya dikatakan, “Karena itu, 

demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan 

juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan 

secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya”, 

(Hatta, 1957). Orientasi etis (hikmat-kebijaksanaan) 

ini dihidupkan melalui daya rasionalitas, kearifan 

konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat 

menghadirkan suatu toleransi dan sintetis yang positif 

sekaligus dapat mencegah kekuasaan dikendalikan 

oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) dan kekuatan 
minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi). 

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu 

keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi 

setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus 

didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan 

bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan 

kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan 

banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan 

dan golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, 

bukan demi kepentingan jangka pendek melalui 

akomodasi transaksional yang bersifat destruktif 

(toleransi negatif). Keempat, bersifat imparsial, 

dengan melibatkan dan mempertimbangkan 
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pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) 

secara inklusif, yang dapat menangkal dikte—dikte 

minoritas elite penguasa dan pengusaha serta klaim— 

klaim mayoritas. 

Dalam demokrasi permusyawaratan, suara 

mayoritas diterima sebatas prasyarat minimum dari 

demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan 

melalui partisipasi dan persetujuan yang luas 

dari segala kekuatan secara inklusif. Partisipasi 

dan persetujuan luas ini dicapai melalui persuasi, 

kompromi, dan konsensus secara bermutu dengan 

mensyaratkan mentalitas kolektif dengan bimbingan 

hikmat-kebijaksanaan, sehingga membuat kekuatan 

manapun akan merasa ikut memiliki, loyal, dan 

bertanggung jawab atas segala keputusan politik. 

Atas dasar itu, pemungutan suara (voting) harus 

ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan itu pun masih 

harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang 

saling menghormati. 

Dalam demokrasi permusyawaratan, kebebasan 

kehilangan makna substantifnya sejauh tidak disertai 

kesederajatan dan persaudaraan (kekeluargaan). 

Kesederajatan dan semangat kekeluargaan dari 

perbedaan aneka gugus kebangsaan diperkuat melalui 

pemuliaan nilai-nilai keadilan. Menurut penjelasan 

Mohammad Hatta, “Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan] 

perwakilan berhubung erat pula dengan sila Keadilan 

Sosial, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat” (Hatta, 1957). Lebih lanjut, dalam 
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Demokrasi Kita, Hatta mengatakan, “Demokrasi 

politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan 

persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik, harus 

pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia 

belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum 

ada”. 

Sila Keempat ini juga merupakan suatu asas, 

bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia 

didasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana 

ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Atas dasar tersebut, disusunlah Kemerdekaan 

Kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat. 

Pasal 1 ayat (2) Undang—Undang Dasar Negara 
Republik lndonesia Tahun 1945 menegaskan 

demokrasi Indonesia menganut dua prinsip sekaligus, 

demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi 

(kedaulatan hukum). Pasal 1 ayat (2) Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar. Sementara itu, ayat (3) menetapkan negara 

Indonesia adalah negara hukum. 

Dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) 

tersebut, arti negara hukum tidak terpisahkan dari 

pilar negara hukum itu sendiri, yaitu paham kedaulatan 

hukum. Paham kedaulatan hukum adalah ajaran yang 

menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada 

hukum atau tiada kekuasaan lain apa pun, terkecuali 

kekuasaan hukum. Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa 

demokrasi merupakan manifestasi kedaulatan rakyat 

berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil 

keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara, 

sedangkan nomokrasi merupakan penyerahan kepada 

hukum untuk menyelesaikan berbagai pencederaan 

terhadap demokrasi dan hak-hak rakyat. 

Dengan mengacu ketentuan yang demikian 

itu, adalah sebuah keniscayaan untuk membangun 

dan menegakkan demokrasi dan nomokrasi secara 

seimbang. Demokrasi dan nomokrasi berbicara 

pada aspek yang berbeda tetapi keduanya dapat 

diseimbangkan. Demokrasi akan selalu berbicara 

aspek politik sehingga arah utamanya adalah 

bagaimana menegakkan kedaulatan rakyat. 

Sedangkan nomokrasi selalu berbicara pada ranah 

dan perspektif hukum, bagaimana hukum harus 

dikedepankan. Kedaulatan rakyat tanpa dikawal oleh 

hukum sudah dapat dipastikan akan mengarah pada 

kondisi tidak seimbang. 

Pasal-pasal terkait kedudukan dan keanggotaan 

MPR, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, 

mengembalikan pesan bahwa negara Indonesia 

itu berkedaulatan rakyat. Ia dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, menurut ketentuan-ketentuan konstitusi, 

yang menjadikan demokrasi lndonesia adalah 

demokrasi konstitusional. Konstitusi mengatur bahwa 

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan 

langsung oleh rakyat. Semua anggota lembaga 
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perwakilan rakyat di Pusat dan Daerah juga dipilih 

langsung oleh rakyat. Pemilu harus dilakukan teratur, 

jujur, dan terbuka. Konstitusi menyatakan bahwa 

negara mengakui hak-hak asasi manusia. Oleh karena 

itu, demokrasi kita juga harus dijalankan dengan 

menghargai hak-hak asasi manusia. 

Dalam konteks demokrasi dan pemerintahan 

daerah, konstitusi mengakui dan sangat menghormati 

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

istimewa, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 

adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang sesuai 

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penjabaran lebih lanjut Sila Keempat dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yaitu terdapat pada: 

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik lndonesia Tahun 1945 alinea keempat, 

yang berbunyi “…Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan] 

Perwakilan...”. 

- Pasal 1 

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, 

yang berbentuk Republik. 

(2)Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar. 

(3)Negara Indonesia adalah negara hukum. 
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Pasalz 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri 

atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 

dipilih melalui pemilihan umum dan diatur 

lebih lanjut dengan undang-undang. 

(2) Majelis Pemusyawaratan Rakyat bersidang 

sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota 

negara. 

(3)Segala putusan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat ditetapkan dengan suara yang 

terbanyak. 

Pasal3 

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang 

mengubah dan menetapkan Undang-Undang 

Dasar. 

(2)Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

(3)Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya 

dapat memberhentikan Presiden dan/atau 

Wakil Presiden dalam masa jabatannya 

menurut Undang-Undang Dasar. 

Pasal5 

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan 

undang-undang kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat. 
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(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah 

untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya. 

Pasal 20 

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang. 

(2)Setiap rancangan undang-undang dibahas 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden 

untuk mendapat persetujuan bersama. 

(3)Jika rancangan undang-undang itu tidak 

mendapat persetujuan bersama, rancangan 

undang-undang itu tidak boleh diajukan 

lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat masa itu. 

(4)Presiden mengesahkan rancangan undang- 

undang yang telah disetujui bersama untuk 

menjadi undang-undang. 

(5)Dalam hal rancangan undang-undang yang 

telah disetujui bersama tersebut tidak 

disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga 

puluh hari semenjak rancangan undang- 

undang tersebut disetujui, rancangan 

undang-undang tersebut sah menjadi 

undang-undang dan wajib diundangkan. 

Pasal 22E 

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil setiap lima tahun sekali. 
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(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk 
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan 

Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

(3)Peserta pemilihan umum untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

adalah partai politik. 

(4)Peserta pemilihan umum untuk memilih 

anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah 

perseorangan. 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh 

suatu komisi pemilihan umum yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri. 

(6)Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan 

umum diatur dengan undang-undang. 

Pasal28 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 

dan sebagainya ditetapkan dengan undang- 

undang. 

Pasal37 

(1) Usul perubahan pasal—pasal Undang-Undang 

Dasar dapat diagendakan dalam sidang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila 

diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari 

jumlah anggota Majelis Permusyawaratan 

Rakyat. 
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(2)Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang- 

Undang Dasar diajukan secara tertulis 

dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang 

diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 

(3)Untuk mengubah pasal-pasal Undang- 

Undang Dasar, Sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota 

Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

(4)Putusan untuk mengubah pasal-pasal 

Undang-Undang Dasar dilakukan dengan 

persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh 

persen ditambah satu anggota dari seluruh 

anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat. 

(5)Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan 

Republik Indonesia tidak dapat dilakukan 

perubahan. 

5. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia 

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia (Kesejahteraan) dalam Pancasila pada 

prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak 

akan ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. 

Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi 

politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia 

harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi 

sekaligus. Indonesia harus memiliki kehidupan yang 

adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Secara khusus, keadilan sosial dalam sila 

kelima Pancasila ini menekankan prinsip keadilan 

dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang disebut 

Soekarno sebagai prinsip sociale rechtvaardigheid. 

Yakni, bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi 

yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang 

politik, melainkan juga di bidang perekonomian. 

Prinsip Keadilan dan kesejahteraan sosial menurut 

sila kelima Pancasila tidaklah sama dengan prinsip 

komunisme (yang menekankan kolektivisme) dan 

liberalisme (yang menekankan individualisme). Sila 

Kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi 

dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. 

Masyarakat adalah tempat hidup dan 

berkembangnya individu/pribadi, sedangkan 

pribadi adalah komponen utama masyarakat. Tidak 

boleh terjadi praktik perekonomian yang hanya 

mementingkan kolektivisme, sebaliknya tidak 

boleh juga perekonomian dikembangkan dengan 

mengedepankan kepentingan pribadi/individu. 

lndividualitas dikembangkan seiring dengan sosialitas. 

Hak milik pribadi diperbolehkan namun memiliki 

fungsi sosial, sedangkan kekayaan bersama (bumi, 

air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) 

dipergunakan untuk kesejahteraan bersama. 

Sila Keadilan sosial merupakan perwujudan 

yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. 

Satu—satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata 
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kerja mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia'. 

Prinsip bahwa negara harus menjamin keadilan 

sosial antara lain diatur di dalam pasal-pasal tentang 

kesejahteraan sosial yang mencakup penguasaan 

sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh negara, dan 

sistem perekonomian. Pasal-pasal yang berkaitan 

dengan itu utamanya terdapat pada pasal 23, 27, 28, 

31, 33, dan 34, yang diyakini saling terkait dan harus 

dimaknai secara bersama-sama. Satu pasal mengatur 

paradigma pengelolaan ekonomi, sedangkan lima 

pasal lainnya mengatur paradigma kewajiban sosial 

negara terhadap rakyat. Pasal—pasal ini menegaskan 

bahwa para pendiri bangsa menginginkan agar 

negara harus menguasai sumber daya alam strategis 

untuk kemudian dipergunakan memenuhi tugas sosial 

ekonomi negara terhadap rakyatnya. 

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku 

dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, 

baik material maupun spiritual bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Berarti berlaku untuk setiap orang yang 

menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di 

wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga 

Negara Indonesia yang berada di luar negeri. 

Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia 

mendapat perlakuan yang adil dalam bidang 

hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-081

Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya 

keseimbangan antara kehidupan pribadi dan 

kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu 

meliputi kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, 

keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam pemenuh- 

an tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di 

dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan rohani 

secara seimbang. 

Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, 

landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, 

matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan 

keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif 

etis keempat sila lainnya. Notonagoro menyatakan 

(1974), “Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan 

Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan] 

perwakilan.” 

Di sisi lain, otentisitas pengamalan sila-sila 

Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial 

dalam perikehidupan kebangsaan. Kesungguhan 

negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan 

bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan 

keadilan sosial. 

Penjabaran lebih lanjut Sila Kelima dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yaitu terdapat pada: 
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Pembukaan Undang—Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea kedua 

yang berbunyi “Dan perjuangan pergerakan 

Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada 

saat yang berbahagia dengan selamat sentausa 

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.” 

Pasal 23 

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara 

sebagai wujud dari pengelolaan keuangan 

negara ditetapkan setiap tahun dengan 

undang-undang dan dilaksanakan secara 

terbuka dan bertanggung jawab untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

(2)Rancangan undang-undang anggaran 
pendapatan dan belanja negara diajukan 

oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. 

(3)Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak 

menyetujui rancangan anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang diusulkan oleh 

Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang 

lalu. 

Pasal 23A 

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa 

untuk keperluan negara diatur dengan undang- 

undang. 
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Pasal 23B 

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan 

undang-undang. 

Pasal 23C 

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur 

dengan undang-undang. 

Pasal 23D 

Negara memiliki suatu bank sentral yang 

susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung 

jawab, dan independensinya diatur dengan 

undang-undang. 

Pasal 23E 

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung 

jawab tentang keuangan negara diadakan 

satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas 

dan mandiri. 

(2)Hasi| pemeriksaan keuangan negara 

diserahkan kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai 

dengan kewenangannya. 

(3)Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti 

oleh lembaga perwakilan dan/atau badan 

sesuai dengan undang-undang. 

Pasal 23F 

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan 
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memperhatikan pertimbangan Dewan 

Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh 

Presiden. 

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih 

dari dan oleh anggota. 

Pasal 23C 

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan 
di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan 

di setiap provinsi. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan 
Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang- 

undang. 

Pasal 27 

(1) Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya. 

(2)Tiap-tiap warga negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. 

(3)Setiap warga negara berhak dan wajib ikut 
serta dalam upaya pembelaan negara. 

Pasal 28 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan 

dan sebagainya ditetapkan dengan undang- 

undang. 
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Pasal 29 

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha 
Esa. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu 

Pasal 31 

(1) Setiap warga negara berhak mendapat 
pendidikan. 

(2)Setiap warga negara wajib mengikuti 
pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. 

(3) Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

diatur dengan undang—undang. 

(4)Negara memprioritaskan anggaran 

pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh 

persen dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara serta dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional. 

(5)Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dengan menjunjung tinggi 

nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
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kemajuan peradaban serta kesejahteraan 

umat manusia. 

Pasal33 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 

(2)Cabang-cabang produksi yang penting bagi 

negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara. 

(3)Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

(4)Perekonomian nasional diselenggarakan 

berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

pasal ini diatur dalam undang—undang. 

Pasal 34 

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar 

dipelihara oleh negara. 

(2) Negara mengembangkan sistem 

jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
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memberdayakan masyarakat yang lemah 

dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan. 

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 

pasal ini diatur dalam undang-undang. 

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA 

Dalam pertumbuhan dan perkembangan 

kebangsaan Indonesia, dinamika rumusan 

kepentingan hidup-bersama di wilayah nusantara 

diuji dan didewasakan sejak dimulainya sejarah 

kebangsaan Indonesia. Pendewasaan kebangsaan 

Indonesia memuncak ketika mulai dijajah dan 

dihadapkan pada perbedaan kepentingan ideologi 

(awal Abad XIX) antara Liberalisme, Nasionalisme, 

lslamisme, Sosialisme-Indonesia, dan Komunisme, 

yang diakhiri secara yuridis ketatanegaraan tanggal 

18 Agustus 1945 bertepatan dengan ditetapkannya 

Pancasila oleh PPKI sebagai Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 

keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar 

negara Indonesia. Rumusan Pancasila itulah dalam 

hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional 

sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga Negara, 

lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa 

kecuali. 
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Rumusan Pancasila secara imperatif harus 

dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila 

merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling 

mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan 

dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, tetapi 

diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang 

egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan 

golongan; selaras dengan visi kemanusiaan yang adil 

dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi- 

permusyawaratan yang menekankan konsensus, 

serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam hubungan dengan hal itu, Prof. DR. 

Nicolaus Driyarkara, SJ (1913-1967) mengatakan 

”kita yakin bahwa Pancasila mempunyai dasar yang 

sebaik-baiknya bagi negara kita ”. Selanjutnya, beliau 

mengatakan, ”demikianlah juga halnya dengan 

Pancasila, kita yakin bahwa pusaka itu merupakan 

kebenaran fundamental yang kaya raya ” (Riyanto, 

Astim, 2006). 

Rumusan Pancasila yang terdapat pada 

Pembukaan Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, dimana Pembukaan tersebut 

sebagai hukum derajat tinggi yang tidak dapat diubah 

secara hukum positif, maka Pancasila sebagai dasar 

negara Indonesia bersifat final dan mengikat bagi 

seluruh penyelenggara negara dan seluruh warga 

negara Indonesia. 

Dalam perkembangan selanjutnya, Pancasila 

dalam tataran penerapannya dalam kehidupan 
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kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan masih 

kerap diuji. Ujian ini berlangsung sejak ditetapkannya 

hingga di era reformasi sekarang ini. 

Dengan berbagai pengalaman yang dihadapi 

selama ini, penerapan Pancasila perlu diaktualisasikan 

dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan 

kenegaraan mengingat Pancasila sebagai ideologi 

negara yang merupakan visi kebangsaan Indonesia 

yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik 

di masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan 

Indonesia. 

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah 

dasar negara Republik Indonesia sebagaimana 

terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

kelahirannya ditempa dalam proses perjuangan 

kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan 

dan diaktualisasikan. Di samping itu, Pancasila perlu 

memayungi proses reformasi untuk diarahkan 

pada “reinventing and rebuilding Indonesia dengan 

berpegangan pada perundang—undangan yang juga 

berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. Melalui 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu 

diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya 

tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik 

yang tidak produktif. 

Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah 

dimuat dalam instruksi Presiden RI Nomor 12 tahun 
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1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan 

rumusan dalam penulisan/pembacaan] pengucapan 

sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Prof. DR. Drs. Notonagoro, SH 

(1967) mengatakan, "lima unsur yang terdapat pada 

Pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan 

Negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama- 

lamanya telah dimiliki oleh rakyat bangsa Indonesia 

yang nyata ada dan hidup dalam jiwa mas yarakat”. 

Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara 

sebagaimana terdapat pada Pembukaan, juga dimuat 

dalam Ketetapan MPR NomorXVlll/MPR/1998 tentang 

Pencabutan Ketetapan MPR Nomor ll/MPR/1978 

tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan 

tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. 

Walaupun status ketetapan MPR tersebut saat ini 

sudah masuk dalam katagori Ketetapan MPR yang 

tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, 

baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, 

maupun telah selesai dilaksanakan. 

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang- 

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila 

merupakan sumber dari segala sumber hukum 

negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari 

segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pancasila ditempatkan sebagai 
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dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar 

filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh 

bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung 

dalam Pancasila. 

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila 

pertama dan utama yang menerangi keempat sila 

lainnya. Paham Ketuhanan itu diwujudkan dalam 

paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Dorongan 

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa itu menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan 

seseorang di antara sesama manusia, sehingga 

perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat 

tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil, dan 

dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat 

berkembang secara terhormat di antara bangsa- 

bangsa (Asshiddiqie, Jimly, 2005). 

Semangat Ketuhanan Yang Maha Esa itu 

hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa 

Indonesia untuk bersatu padu dibawah tali Tuhan Yang 

Maha Esa. Perbedaan-perbedaan diantara sesama 

warga Negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, 

melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang 

wajib disyukuri dan dipersatukan dalam wadah 

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam 

wadah negara, rakyatnya adalah warga negara. Oleh 

karena itu, dalam kerangka kewarganegaraan, tidak 

perlu dipersoalkan mengenai etnisitas, anutan agama, 

warna kulit, dan bahkan status sosial seseorang. 

Yang penting dilihat adalah status kewarganegaraan 

seseorang dalam wadah negara. Semua orang 

91 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-092

92 

memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara. 

Setiap warga negara adalah rakyat, dan rakyat itulah 

yang berdaulat dalam Negara Indonesia, di mana 

kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme atau 

dasar bagi seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, 

Jimly, 2005). 

Sesuai dengan pengertian sila Ketuhanan 

Yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai 

rakyat dan warga negara Indonesia, diakui sebagai 

insan beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan 

pandangan dasar dan bersifat primer yang secara 

substansial menjiwai keseluruhan wawasan 

kenegaraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai— 

nilai luhur keberagaman menjadi jiwa yang tertanam 

jauh dalam kesadaran, kepribadian dan kebudayaan 

bangsa Indonesia. Jiwa keberagaman dalam 

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa itu juga 

diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara 

yang tersusun dalam undang-undang dasar. 

Keyakinan akan prinsip Ketuhanan Yang Maha 

Esa harus diwujudkan dalam sila kedua Pancasila dalam 

bentuk kemanusiaan yang menjamin perikehidupan 

yang adil, dan dengan keadilan itu kualitas peradaban 

bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. 

Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa menjadi prasyarat utama 

untuk terciptanya keadilan, dan perikehidupan yang 

berkeadilan itu menjadi prasyarat bagi pertumbuhan 

dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di 

masa depan. 
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Dalam kehidupan bernegara, prinsip Ketuhanan 

Yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan 

rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan 

hukum yang saling berjalin satu sama lain. Sebagai 

konsekuensi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, 

tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan 

perundang-undangan yang bertentangan dengan 

nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum 

dan konstitusi merupakan pengejawantahan nilai-nilai 

luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. 

Semua ini dimaksudkan agar Negara Indonesia dapat 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 

Pokok—pokok pikiran tersebut mencakup 

suasana kebatinan yang terkandung dalam Undang- 

Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran itu mencerminkan 

falsafah hidup dan pandangan bangsa Indonesia serta 

cita-cita hukum yang menguasai dan menjiwai hukum 

dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 

Undang-Undang Dasar mewujudkan pokok-pokok 

pikiran itu dalam perumusan pasal-pasalnya yang 

secara umum mencakup prinsip-prinsip pemikiran 

dalam garis besarnya. 

Menurut Prof. DR. Hans Nawiasky, dalam suatu 

negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, 

terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya 

lebih tinggi dari undang—undang dasar. Berdasarkan 

kaidah yang tertinggi inilah undang-undang dasar 

dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan 

hukum dalam negara itu yang disebut dengan 

staatsfundamenta/norm, yang untuk bangsa 
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Indonesia berupa Pancasila. Hakikat hukum suatu 

staatsfundamentalnon'n ialah syarat bagi berlakunya 

suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih 

dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak 

sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang 

diambil oleh bangsa (Riyanto, Astim, 2006). 

Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu 

adalah sebagai dasar negara, di mana Pancasila sebagai 

Dasar Negara dibentuk setelah menyerap berbagai 

pandangan yang berkembang secara demokratis dari 

para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi 

bangsa Indonesia saat itu. Apabila dasar negara 

Pancasila dihubungkan dengan cita-cita negara dan 

tujuan negara, jadilah Pancasila ideologi negara. 

Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat 

dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang 

meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan 

pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian 

cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar 

negara. 

Sejak disahkan secara konstitusional pada 18 

Agustus 1945, Pancasila dapat dikatakan sebagai 

dasar negara, pandangan hidup, ideologi negara dan 

ligatur (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan 

dan kenegaraan Indonesia. 

Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi 

bangsa Indonesia secara ringkas namun meyakinkan, 

” Pancasila adalah satu Weltanschauung, satu dasar 

falsafah, Pancasila adalah satu alat mempersatu 
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bangsa yang juga pada hakekatnya satu alat 

mempersatu dalam perjuangan melenyapkan 

segala penyakit yang telah dilawan berpuluh—puluh 

tahun yaitu terutama, Imperialisme. Perjuangan 

suatu bangsa, perjuangan melawan imperialisme, 

perjuangan mencapai kemerdekaan, perjuangan 

sesuatu bangsa yang membawa corak sendiri-sendiri. 

Tidak ada dua bangsa yang cara berjuangnya sama. 

Tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, 

mempunyai karakteristik sendiri. Oleh karena pada 

hakekatnya bangsa sebagai individu mempunyai 

keperibadian sendiri. Keperibadiaan yang terwujud 

dalam pelbagai hal, dalam kebudayaannya, dalam 

perekonomiannya, dalam wataknya, dan lain-lain 

sebagainya. ” ( Soekarno, 1958.). 

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan- 

kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, 

epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap 

sila memiliki justifikasi historisitas, rasionalitas, dan 

aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, 

dan diamalkan secara konsisten dapat menopang 

pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa. 

Secara ringkas, Yudi Latif (2011), menguraikan 

pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan- 

kenegaraan menurut alam Pancasila sebagai berikut. 

Pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, 

nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber 

etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal- 

transendental) dianggap penting sebagai fundamen 
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etik kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia 

bukanlah negara sekuler yang ekstrim, yang 

memisahkan “agama” dan “negara" dan berpretensi 

untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/ 

komunitas. Negara menurut Pancasila bahkan 

diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan 

kehidupan beragama; sementara agama diharapkan 

bisa memainkan peran publik yang berkaitan 

dengan penguatan etika sosial. Tetapi saat yang 

sama, Indonesia juga bukan “negara agama”, yang 

hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama. 

Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan 

multiagama dan multikeyakinan, negara Indonesia 

diharapkan dapat mengambil jarak yang sama 

terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua 

agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan 

politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama. 

Rasionalitas dari alam pemikiran Pancasila 

seperti itu mendapatkan pembenaran teoritik dan 

komparatifnya dalam teori-teori kontemporer tentang 

“pub/ic religion ”yang menolak tesis “separation"dan 

“privatization” dan mendukung tesis “difierention”. 

Dalam teori ini, peran agama dan negara tidak perlu 

dipisahkan, melainkan dibedakan. Dengan syarat 

bahwa keduanya saling mengerti batas otoritasnya 

masing-masing yang disebut dengan istilah “toleransi- 

kembar” (twin tolerations). 

Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, 

nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber 

dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial 

manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting 
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sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara 

dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang 

luas yang mengarah pada persaudaraan dunia itu 

dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan 

internalisasi. Secara eksternalisasi bangsa Indonesia 

menggunakan segenap daya dan khazanah 

yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif ‘ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’, 

dan secara internalisasi bangsa Indonesia mengakui 

dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk 

negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan 

universal ini adalah “adil” dan “beradab”. 

Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan 

nilai-nilai kemanusiaan itu sangat visioner, mendahului 

“Universal Declaration of Human Rights” yang 

baru dideklarasikan pada 1948. Secara teoretik- 

komparatif, jalan eksternalisasi dan internalisasi 

dalam mengembangkan kemanusiaan secara adil 

dan beradab itu menempatkan visi Indonesia dalam 

perpaduan antara perspektif teori ‘idealisme politik’ 

(political idealism) dan ‘realisme politik’ (political 

realism) yang berorientasi kepentingan nasional 

dalam hubungan internasional. 

Ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, 

aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih 

dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan 

pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum 

menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam 

internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan 

ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan 
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yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. 

Persatuan dari kebhinnekaan masyarakat Indonesia 

dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang 

mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan 

keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan 

negara dinyatakan dengan ungkapan 'bhinneka 

tunggal ika'. 

Di satu sisi, ada wawasan kosmopolitanisme 

yang berusaha mencari titik—temu dari segala 

kebhinnekaan yang terkristalisasikan dalam dasar 

negara (Pancasila), Undang—Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan segala turunan 

perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa 

persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di 

sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan 

memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti 

aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, 

dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi 

budaya. 

Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip 

dan visi kebangsaan yang kuat, yang bukan saja 

dapat mempertemukan kemajemukan masyarakat 

dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi 

juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman 

komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi 

dan kesejarahannya masing-masing. Dalam khazanah 

teori tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan 

Indonesia menyerupai perspektif ‘etnosimbolis’ 

(ethnosymbo/ist), yang memadukan antara 

perspektif ‘modernis” (modernist) yang menekankan 

unsur—unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan 
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perspektif ‘primordialis’ (primordialist)dan ‘perenialis’ 

(perennialist) yang melihat keberlangsungan unsur- 

unsur lama dalam kebangsaan. 

Keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, 

nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta 

cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya 

harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam 

semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi 

permusyawaratan, demokrasi memperoleh 

kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, 

ketika kebebasan politik berkeadilan dengan 

kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat 

persaudaraan dalam kerangka musyawarah mufakat. 

Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan 

tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) 

atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha 

(minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/ 

kebijaksanaanyangmemuliakandaya-daya rasionalitas 

deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang 

bulu. 

Gagasan demokrasi permusyawaratan ala 

Indonesia yang menekankan konsensus dan 

menyelaraskan demokrasi politik dan demokrasi 

ekonomi itu sangat visioner. Gagasan demokrasi 

seperi itu mendahului apa yang kemudian disebut 

sebagai model ”demokrasi deliberatif” (de/iberative 

democracy), yang diperkenalkan oleh Joseph M. 

Bessette pada 1980, dan juga ada kesejajarannya 

dengan konsep ”sosial-demokrasi”. 
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Kelima, menurut alam Pemikiran Pancasila, nilai 

ketuhanan, nilai kemanusian, nilai dan cita kebangsaan, 

serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh 

kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan 

keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial 

itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila 

lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengamalan sila-sila 

Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial 

dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan 

sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah 

keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani 

dan rohani, keseimbangan antara peran manusia 

sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam 

pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial 

(yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan 

antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak 

ekonomi, sosial, dan budaya. 

Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomi- 

an yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, 

kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi 

yang kooperatif (coopetition) berlandaskan asas 

kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting 

bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat. Dalam mewujudkan 

keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi 

diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan 

mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran 
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individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap 

menempatkan Negara dalam posisi yang penting 

dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, 

fasilitasi, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta 

penyediaan jaminan sosial. 

Jika diletakkan dalam perspektif teoritis- 

komparatif, gagasan keadilan sosial menurut 

Pancasila merekonsiliasikan prinsip—prinsip etik dalam 

keadilan ekonomi baik yang bersumber dari hukum 

alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat sosial manusia, 

yang dikonseptualisasikan sejak pemikiran para filosof 

Yunani, pemikiran-pemikiran keagamaan, teori-teori 

ekonomi merkantilis, ekonomi liberalisme klasik dan 

neo-klasik, teori-teori Marxisme-sosialisme, sosial- 

demokrasi hingga Jalan Ketiga. Gagasan keadilan 

ekonomi menurut sosialisme Pancasila mempunyai 

kesejajarannya dengan diskursus sosial-demokrasi 

di Eropa, tetapi juga memiliki akar kesejarahannya 

dalam tradisi sosialisme-desa dan sosialisme-religius 

masyarakat Indonesia. 

Demikianlah, para pendiri bangsa ini telah 

mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan 

pandangan hidup negara yang menjiwai penyusunan 

Undang-U ndang Dasar yang begitu visioner dan tahan 

banting (durable). Suatu dasar falsafah yang memiliki 

landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis 

yang kuat yang dapat membimbing bangsa Indonesia 

dalam meraih cita-cita kemerdekaan dan tujuan 

nasionalnya. 
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TANTANGAN KEKINIAN DAN SOLUSI MENGHADAPINYA 

1. Tantangan Kekinian 

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang 

menghadapi berbagai tantangan walaupun sudah satu 

dasawarsa reformasi berjalan, tantangan tersebut 

kalau diidentifikasi sesuai dengan Ketetapan MPR 

Nomor V/MPR/zooo tentang Pemantapan Persatuan 

dan Kesatuan Nasional dan kondisi bangsa Indonesia 

saat ini adalah sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai agama dan nilai—nilai budaya bangsa 

tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa 

dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal 

itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral 

yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, 

dan pelanggaran hak asasi manusia. 

b. Konflik sosial budaya telah terjadi karena 

kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama 

yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh 

pemerintah maupun masyarakat. 

c. Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik 

dan pelaksanaannya telah diselewengkan 

sedemikian rupa, sehingga bertentangan 

dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak 

warga negara di hadapan hukum. 

d. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan 

praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta 

kurangnya keberpihakan kepada kelompok 

usaha kecil dan menengah, sehingga 
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telah menyebabkan krisis ekonomi yang 

berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul 

oleh negara, pengangguran dan kemiskinan 

yang semakin meningkat, serta kesenjangan 

sosial ekonomi yang semakin melebar. 

Sistem politik tidak berjalan dengan baik, 

sehingga belum dapat melahirkan pemimpin- 

pemimpin yang amanah, mampu memberikan 

teladan dan memperjuangkan kepentingan 

masyarakat. 

Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan 

konflik, pertumpahan darah, dan dendam antara 

kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat pro- 

ses demokrasi yang tidak berjalan dengan baik. 

Masih berlangsungnya pelaksanaan dalam 

kehidupan bermasyarakat yang mengabaikan 

proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak 

dapat menyalurkan aspirasi politiknya sehingga 

terjadi gejolak politik yang bermuara pada 

gerakan masyarakat yang menuntut kebebasan, 

kesetaraan, dan keadilan. 

Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat 

dari lemahnya fungsi pengawasan oleh 

internal pemerintah dan lembaga perwakilan 

rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh 

masyarakat dan media massa pada masa 

lampau, telah menjadikan transparansi dan 

pertanggungjawaban pemerintah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan yang bersih 
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dan bertanggung jawab tidak terlaksana. 

Akibatnya, kepercayaan masyarakat kepada 

penyelenggara negara menjadi berkurang. 

Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, 

sosial, dan budaya dapat memberikan 

keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi 

jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak 

negatif terhadap kehidupan berbangsa. 

Kurangnya pemahaman, penghayatan, dan 

kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang 

terkandung pada setiap sila Pancasila dan 

keterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian 

diamalkan secara konsisten di segala lapis dan 

bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi 

saat ini tentu harus diselesaikan dengan tuntas 

melalui proses pembangunan agar tercipta persatuan 

dan kesatuan nasional yang lebih baik. Oleh karena itu 

diperlukan kondisi sebagai berikut: 

a. Terwujudnya nilai—nilai agama dan nilai-nilai 

budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral 

untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan 

tercela, serta perbuatan yang bertentangan 

dengan hukum dan hak asasi manusia. Nilai- 

nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu 

berpihak kepada kebenaran dan menganjurkan 

untuk memberi maaf kepada orang yang telah 

bertobat dari kesalahannya. 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-105

Terwujudnya sila Persatuan Indonesia yang 

merupakan sila ketiga dari Pancasila sebagai 

landasan untuk mempersatukan bangsa. 

Terwujudnya penyelenggaraan negara 

yang mampu memahami dan mengelola 

kemajemukan bangsa secara baik dan adil 

sehingga dapat terwujud toleransi, kerukunan 

sosial, kebersamaan dan kesetaraan berbangsa. 

Tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada 

nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran 

dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada 

tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi 

masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu 

pada ketentuan perundang—undangan yang 

menjamin ketertiban dan kepastian hukum. 

Membaiknya perekonomian nasional, terutama 

perekonomian rakyat, sehingga beban ekonomi 

rakyat dan pengangguran dapat dikurangi, 

yang kemudian mendorong rasa optimis dan 

kegairahan dalam perekonomian. 

Terwujudnya sistem politik yang demokratis 

yang dapat melahirkan penyeleksian pemimpin 

yang dipercaya oleh masyarakat. 

Terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara 

demokratis, tertib, dan damai. 

Terwujudnya demokrasi yang menjamin hak 

dan kewajiban masyarakat untuk terlibat 

dalam proses pengambilan keputusan politik 
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secara bebas dan bertanggung jawab sehingga 

menumbuhkan kesadaran untuk memantapkan 

persatuan bangsa. 

Terselenggaranya otonomi daerah secara adil, 

yang memberikan kewenangan kepada daerah 

untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan 

tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan 

nasional. 

Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada 

penyelenggara negara dan antara sesama 

masyarakat sehingga dapat menjadi landasan 

untuk kerukunan dalam hidup bernegara. 

Peningkatan profesionalisme dan pulihnya 

kembali citra Tentara Nasional Indonesia dan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia demi 

terciptanya rasa aman dan tertib di masyarakat. 

Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia 

yang berkualitas dan mampu bekerja sama 

serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat 

positif dari globalisasi. 

Terselenggaranya proses pemaknaan Pancasila 

yaitu pembumian gagasan secara mendasar 

agar Pancasila dilaksanakan, kokoh, efektif, dan 

dipergunakan sebagai petunjuk dalam menata 

dan mengelola negara. 

Solusi Menghadapi Tantangan 

Dari berbagai tantangan yang dihadapi bangsa 

saat ini perlu ada arah kebijakan yang merupakan 
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solusi menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi 

dalam kehidupan masyarakat, agar memperkuat 

kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Arah 

kebijakan tersebut sesuai dengan Ketetapan MPR 

Nomor V/MPR/2ooo tentang Pemantapan Persatuan 

dan Kesatuan Nasional adalah sebagai berikut: 

a. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai 

budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan 

berbangsa dan bernegara dalam rangka 

memperkuat akhlak dan moral penyelenggara 

negara dan masyarakat. 

Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara 

yang terbuka dengan membuka wacana dan 

dialog terbuka di dalam masyakarat sehingga 

dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi 

Indonesia masa depan. 

Meningkatkan kerukunan sosial antar dan 

antara pemeluk agama, suku, dan kelompok- 

kelompok masyarakat lainnya melalui dialog 

dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, 

kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. 

Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial 

budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan 

inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan. 

Menegakkan supremasi hukum dan perundang- 

undangan secara konsisten dan bertanggung 

jawab, serta menjamin dan menghormati hak 

asasi manusia. Langkah ini harus didahului 
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dengan memproses dan menyelesaikan ber- 

bagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

serta pelanggaran hak asasi manusia. 

Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya melalui pembangunan 

ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan 

ekonomi rakyat dan daerah. 

Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan 

sistem politik yang demokratis sehingga 

dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, 

bertanggung jawab, menjadi panutan 

masyarakat, dan mampu mempersatukan 

bangsa dan negara. 

Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, 

damai, dan demokratis sesuai dengan hukum 

dan perundang-undangan. 

Menata kehidupan politik agar distribusi 

kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur 

politik dan hubungan kekuasaan, dapat 

berlangsung dengan seimbang. Setiap 

keputusan politik harus melalui proses yang 

demokratis dan transparan dengan menjunjung 

tinggi kedaulatan rakyat. 

Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, 

menyelenggarakan perimbangan keuangan 

yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan 

publik, memperbaiki kesenjangan dalam 

pembangunan ekonomi dan pendapatan 
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daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya 

daerah berdasarkan amanat konstitusi. 

Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan 

tanggungjawab dalam penyelenggaraan negara, 

serta memberdayakan masyarakat untuk 

melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan 

efektif. 

Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia 

sebagai alat negara yang berperan dalam bidang 

pertahanan dan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagai alat negara yang berperan 

dalam bidang keamanan, serta mengembalikan 

jatidiri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari 

rakyat. 

Meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusia Indonesia sehingga mampu bekerja 

sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga 

dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan 

dan kesatuan nasional. 

Mengembalikan Pancasila sebagai ideologi 

negara, mengembangkan Pancasila sebagai 

ideologi dan sebagai dasar landasan peraturan 

perundang-undangan, mengusahakan Pancasila 

mempunyai konsistensi dengan produk- 

produk perundangan, Pancasila yang semula 

hanya melayani kepentingan vertikal (negara) 

menjadi Pancasila yang melayani kepentingan 

horizontal, dan menjadikan Pancasila sebagai 

kritik kebijakan negara. 
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Dengan mencermati kondisi masa lalu, masa 

kini dan tantangan masa depan untuk memperkokoh 

kembali rasa kebangsaan, diperlukan pemahaman 

nilai-nilai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara yang mengacu kepada cita-cita persatuan 

dan kesatuan, ketahanan, dan kemandirian yang 

dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai—nilai luhur 

bangsa dengan mengedepankan kejujuran, amanah, 

keteladanan, dan tanggung jawab untuk menjaga 

kehormatan serta martabat bangsa. 

Untuk membangun pemahaman nilai-nilai 

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara 

dalam kondisi global, maka dapat dibuat arah 

kebijakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama 

dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara baik 

melalui pendidikan formal, maupun nonformal serta 

pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin 

bangsa. 

Upaya memaknakan Pancasila penting dilakukan 

agar Pancasila lebih operasional dalam kehidupan 

dan ketatanegaraan, dapat memenuhi kebutuhan 

praktis atau pragmatis dan bersifat fungsional. 

Dengan demikian, pemikiran-pemikiran yang bersifat 

abstraksi-filosofis akan menjadi lebih bermakna 

apabila dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan cita— 

cita reformasi untuk menyelesaikan masalah 

bangsa dan negara, perlu diberikan fokus pada 
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arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara menuju masa depan yang lebih baik 

sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang— 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Cita-cita luhur bangsa Indonesia telah digariskan 

oleh para pendiri negara seperti dicantumkan dalam 

alinea kedua dan keempat Pembukaan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sebagai berikut: 

“Dan perjuangan pergerakan 

kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada 

saat yang berbahagia dengan selamat sentausa 

mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”; 

dan 

“Kemudian dari pada itu untuk 

membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone- 

sia dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan Kemerdekaan perdamaian 

abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 

suatu Undang—Undang Dasar Negara Indonesia, 

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 

Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang 
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Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia.” 

Cita-cita luhur tersebut adalah cita-cita yang 

harus selalu diupayakan pencapaiannya. Namun 

demikian, dalam pencapaiannya, bangsa dan negara 

menghadapi berbagai tantangan yang berbeda dari 

masa ke masa, baik dari dalam maupun luar negeri. 

Untuk menghadapi tantangan tersebut, 

berdasarkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2oo1 

tentang Visi Indonesia Masa Depan, perlu dilakukan 

upaya-upaya sebagai berikut: 

a. Pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan 

negara. Kemajemukan suku, ras, agama, dan 

budaya merupakan kekayaan bangsa yang 

harus diterima dan dihormati. Pengelolaan 

kemajemukan bangsa secara baik merupakan 

tantangan dalam mempertahankan integrasi 

dan integritas bangsa. Penyebaran penduduk 

yang tidak merata dan pengelolaan otonomi 

daerah yang menggunakan konsep negara 

kepulauan sesuai dengan Wawasan Nusantara 

merupakan tantangan pembangunan daerah 

dalam lingkup Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Di samping itu, pengaruh globalisasi 

juga merupakan tantangan bagi pemantapan 

persatuan bangsa dan kesatuan negara. 
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Sistem hukum yang adil. Semua warga negara 

berkedudukan sama di depan hukum dan berhak 

mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan 

untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan 

kekuasaan ataupun kelompok kepentingan 

tertentu. Tantangan untuk menegakkan 

keadilan adalah terwujudnya aturan hukum 

yang adil serta institusi hukum dan aparat 

penegak hukum yang jujur, profesional, dan 

tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi 

hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian 

hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi 

manusia. 

Sistem politik yang demokratis. Tantangan 

sistem politik yang demokratis adalah 

terwujudnya kedaulatan di tangan rakyat, 

partisipasi rakyat yang tinggi dalam kehidupan 

politik, partai politik yang aspiratif dan 

efektif, pemilihan umum yang berkualitas. 

Sistem politik yang demokratis ditopang oleh 

budaya politik yang sehat, yaitu sportifitas, 

menghargai perbedaan, santun dalam perilaku, 

mengutamakan kedamaian, dan antikekerasan 

dalam berbagai bentuk. Semua itu diharapkan 

melahirkan kepemimpinan nasional yang 

demokratis, kuat dan efektif. 

Sistem ekonomi yang adil dan produktif. 

Tantangan sistem ekonomi yang adil dan 

produktif adalah terwujudnya ekonomi yang 

berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem 

insentif ekonomi yang adil, dan mandiri. Sistem 
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ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat, 

yang memanfaatkan sumber daya alam secara 

optimal dan berkesinambungan, terutama yang 

bersumber dari pertanian, kehutanan, dan 

kelautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi 

tersebut diperlukan sumber daya manusia 

yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang 

menyerap tenaga kerja. Di samping itu, negara 

mengembangkan ekonomi dengan mengolah 

sumber daya dan industri lainnya, termasuk 

industri jasa. 

Sistem sosial budaya yang beradab. Tantangan 

terwujudnya sistem sosial yang beradab adalah 

terpelihara dan teraktualisasinya nilai-nilai 

universal yang diajarkan setiap agama dan nilai- 

nilai luhur budaya bangsa sehingga terwujud 

kebebasan untuk berekspresi dalam rangka 

pencerahan, penghayatan, dan pengamalan 

agama serta keragaman budaya. Sistem sosial 

yang beradab mengutamakan terwujudnya 

masyarakat yang mempunyai rasa saling percaya 

dan saling menyayangi, baik terhadap sesama 

masyarakat maupun antara masyarakat dengan 

institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan 

masyarakat mencakup peningkatan mutu 

pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan 

lapangan kerja, peningkatan penghasilan rakyat, 

rasa aman, dan unsur-unsur kesejahteraan 

rakyat lainnya. 

Sumber daya manusia yang bermutu. Tantangan 

dalam pengembangan sumber daya manusia 
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yang bermutu adalah terwujudnya sistem 

pendidikan yang berkualitas yang mampu 

melahirkan sumber daya manusia yang andal 

dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama 

dan bersaing di era globalisasi dengan tetap 

mencintai tanah air. Sumber daya manusia 

yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan 

ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan 

dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu 

membangun budaya kerja yang produktif dan 

berkepribadian. 

Globalisasi. Tantangan menghadapi globalisasi 

adalahmempertahankaneksistensidanintegritas 

bangsa dan negara serta memanfaatkan peluang 

untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk 

menghadapi globalisasi diperlukan kemampuan 

sumber daya manusia dan kelembagaan, baik di 

sektor negara maupun di sektor swasta. 
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BAB III 

UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA 

A. PAHAM KONSTITUSIONALISME 

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan 

pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi 

dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut 

Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. 

Undang-Undang Dasar menempati tata urutan 

peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara. 

Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna 

permakluman tertinggi yang menetapkan antara lain 

pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk 

negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, 

kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta 

hak-hak rakyat. 

Konstitusi dalam sejarah perkembangannya 

membawa pengakuan akan keberadaan pemerintahan 

rakyat. Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham 

kedaulatan rakyat. Naskah dimaksud merupakan kontrak 

sosial yang mengikat setiap warga dalam membangun 

paham kedaulatan rakyat. 

Dalam penyusunan undang-undang dasar, nilai-nilai 

dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam 

praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi 

perumusan pada naskah. Dengan demikian, suasana 
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kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, 

politis, dan historis perumusan yuridis suatu ketentuan 

undang-undang dasar perlu dipahami dengan seksama, 

untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan 

yang terdapat pada pasal-pasal undang-undang dasar 

(Asshiddiqie, Jimly, 2005). 

Kebutuhan akan naskah undang-undang dasar 

merupakan suatu yang niscaya. Seluruh negara memiliki 

undang—undang dasar walaupun, sampai saat ini, Inggris 

dan Israel dikenal tidak memiliki satu naskah undang- 

undang dasar tertulis. Undang-undang dasar di Inggris dan 

Israel tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh menjadi konstitusi 

dalam pengalaman praktek ketatanegaraan (Asshiddiqie, 

Jimly, 2005). 

Menurut Phillips Hood and Jackson, Konstitusi Inggris 

adalah suatu bangun aturan, adat istiadat, kebiasaan- 

kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ- 

organ negara dan yang mengatur hubungan-hubungan 

di antara berbagai organ negara satu sama lain, serta 

hubungan organ—organ negara dengan warga negara. 

Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar didasarkan 

atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang 

dianut dalam suatu negara. Jika negara menganut paham 

kedaulatan rakyat, sumber legitimasi konstitusi adalah 

rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, 

raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. 

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan 

paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber 

legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum 

atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan 
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prinsip hukum yang berlaku universal, agar peraturan 

yang tingkatannya berada di bawah undang—undang dasar 

dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan itu tidak boleh 

bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut. 

Pengaturan sedemikian rupa, menjadikan dinamika 

kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 

dan negara dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana 

mestinya. Dengan demikian, paham konstitusionalisme 

dalam suatu negara merupakan konsep yang seharusnya 

ada. 

Paham konstitusionalisme berawal dari 

dipergunakannya konstitusi sebagai hukum dalam 

penyelenggaraan negara. Konstitusionalisme mengatur 

pelaksanaan rule of law (supremasi hukum) dalam 

hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme 

menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, 

karena adanya pembatasan terhadap wewenang 

pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu. 

Konstitusionalisme mengemban the limited state (negara 

terbatas), agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan 

tidak sewenang—wenang dan hal dimaksud dinyatakan serta 

diatur secara tegas dalam pasal-pasal konstitusi (Marzuki, 

Laica, 2010). 

Menurut Jhon Alder dan Daniel S.Lev paham 

konstitusionalisme adalah suatu paham negara terbatas, 

di mana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum 

yang akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang 

yang ditentukan secara hukum, sehingga pada intinya, 

konstitusionalisme adalah suatu proses hukum yang 

mengatur masalah pembagian kekuasaan dan wewenang. 
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Pada prinsipnya paham konstitusionalisme 

adalah menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan. 

Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling 

berkaitan satu sama lain, yaitu: pertama, hubungan antara 

pemerintahan dengan warga negara; dan kedua, hubungan 

antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga 

pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya isi konstitusi 

dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu 

menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, 

mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang 

satu dengan yang lain, dan mengatur hubungan kekuasaan 

antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara 

(Asshiddiqie, Jimly, 2005). 

Konstitusi menentukan pembatasan terhadap 

kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, 

memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan, 

serta instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari 

pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem 

demokrasi atau raja dalam sistem monarki) kepada organ- 

organ kekuasaan negara (Asshiddiqie, Jimly, 2005). 

Kekuasaan dibutuhkan oleh negara karena memberi 

kekuatan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun 

harus diwaspadai tatkala kekuasaan itu terakumulasi di 

tangan penguasa tanpa dibatasi konstitusi. 

Sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang—Undang Dasar”. Pasal tersebut dimaksud 

memuat paham konstitusionalisme. Rakyat pemegang 

kedaulatan tertinggi terikat pada konsititusi. Kedaulatan 

rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 
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Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan 

sumber hukum tertinggi yang menjadi pedoman dan 

norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi 

peraturan perundangan yang berada di bawahnya. Untuk 

menjaga paham konstitusionalisme maka dibentuklah 

Mahkamah Konstitusi yang diberi tugas untuk menjaga 

Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi yang salah 

satu tugasnya adalah menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar dimaksudkan agar tidak ada undang- 

undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga ini 

memberikan penegasan bahwa konstitusi sebagai sumber 

hukum tertinggi merupakan puncak dari seluruh peraturan 

perundang—undangan. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang disusun oleh pendiri negara, secara 

keberlakuan mengalami pasang surut sesuai dengan 

kebijakan politik saat itu. Periodisasi keberlakuan tersebut 

menggambarkan bahwa konstitusi yang menjadi fundamen/ 

dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara benar- 

benar telah diuji dengan berbagai peristiwa dan kondisi 

bangsa sesuai dengan dinamika sejarah yang berlangsung 

saatitu. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebagaimana telah diubah pada tahun 1999 

sampai dengan 2002 merupakan satu kesatuan rangkaian 

perumusan hukum dasar Indonesia. Substansinya menca- 

kup dasar—dasar normatif yang berfungsi sebagai sarana 

pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan 

dalam dinamika perkembangan zaman sekaligus sarana 

pembaruan masyarakat ke arah cita-cita kolektif bangsa. 
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Belajar dari kekurangan sistem demokrasi politik di berbagai 

negara di dunia, yang menjadikan undang-undang dasar 

hanya sebagai konstitusi politik, maka Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berisi 

dasar—dasar pikiran mengenai demokrasi ekonomi dan 

demokrasi sosial (Asshiddiqie, Jimly, 2005). 

Sebagai hukum dasar, perumusan isinya disusun 

secara sistematis mulai dari prinsip-prinsip yang bersifat 

umum dan mendasar, dilanjutkan dengan perumusan 

prinsip-prinsip kekuasaan dalam setiap cabangnya yang 

disusun secara berurutan. Pasal—pasal dan ayatnya 

dirumuskan dalam tingkat abstraksi yang sesuai dengan 

hakikatnya sebagai hukum dasar serta bersifat terbuka 

yang memungkinkan untuk menampung dinamika 

perkembangan zaman. Walaupun demikian, meskipun 

perumusan undang-undang dasar bersifat garis besar, 

haruslah disusun agar ketentuan yang diatur tidak multi 

interpretasi sehingga tidak dapat ditafsirkan sewenang- 

wenang oleh para penyelenggara negara. 

Oleh karena itu, yang terpenting adalah semangat 

dan kemauan politik para penyelenggara negara. Jika 

penyelenggara negara tidak berjiwa demokratis dan 

tidak memiliki tekad serta komitmen untuk mewujudkan 

demokrasi itu dalam praktek penyelenggaraan negara 

atau hanya menjadikannya sebagai retorika, pasal yang 

jelas menentukan adanya demokrasi tidak akan terwujud. 

Akan tetapi, apabila semangat para penyelenggara negara 

bersih dan tulus dalam menjalankan konstitusi, maka 

kekurangan dalam perumusan pasal undang-undang dasar 

tidak akan merintangi jalannya penyelenggaraan negara 
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dengan sebaik—baiknya menuju terwujudnya cita-cita 

bangsa berdasarkan dasar negara Pancasila sebagaimana 

yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asshiddiqie, Jimly, 

2005). 

1. 

SEJARAH PEMBERLAKUAN KONSTITUSI 

Periode Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945- 
27 Desember 1949) 

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, 

Republik lndonesia belum memiliki undang-undang 

dasar. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara 

Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh 

PPKI pada Sabtu 18 Agustus 1945, satu hari setelah 

Proklamasi. 

Pembahasan Undang-Undang Dasar dilakukan 

dalam sidang BPUPKI, sidang pertama pada 29 Mei-1 

Juni1945 kemudian sidang kedua pada1o-17 Juli 1945. 

Dalam sidang pertama dibahas tentang dasar negara 

sedangkan pembahasan rancangan undang—undang 

dasar dilakukan pada sidang yang kedua. Pada 

sidang kedua itu, dibentuklah Panitia Hukum Dasar 

yang bertugas membuat rancangan undang-undang 

dasar, Panitia tersebut beranggotakan 19 orang yang 

diketuai oleh Ir. Soekarno. 

Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil 

yang bertugas membuat rumusan rancangan undang- 

undang dasar dengan memperhatikan hasil-hasil 

pembahasan dalam sidang-sidang BPUPKI serta rapat- 

rapat Panitia Hukum Dasar. 
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Panitia kecil tersebut terdiri atas 7 orang, Prof. 

Dr. Supomo sebagai ketua dan anggota yaitu Mr. 

Wongsonegoro, R. Sukardjo, Mr. A. Maramis, Mr. R. 

Pandji Singgih, H. Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Panitia 

Kecil ini menyelesaikan pekerjaannya dan memberi- 

kan laporan tentang rancangan undang—undang dasar 

kepada Panitia Hukum Dasar pada 13 Juli 1945. Setelah 

melalui beberapa kali sidang, pada 17 Juli 1945 BPUPKI 

menerima dan menyetujui rumusan tersebut menjadi 

Rancangan Undang-Undang Dasar. 

Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, 

langkah selanjutnya Pemerintah Tentara Jepang 

membentuk kembali kepanitiaan yaitu PPKI yang 

bertugas menyiapkan segala sesuatu tentang 

kemerdekaan. Panitia tersebut beranggotakan 21 

orang yang diketuai Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad 

Hatta sebagai wakil ketua. 

PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak 9 

Agustus 1945, dan sesegera mungkin menyelesaikan 

segala permasalahan yang terkait dengan 

kemerdekaan, terutama persoalan undang-undang 

dasar yang sudah ada rancangannya, yang semestinya 

akan diajukan kepada PPKI untuk diterima dan 

disahkan. Sesuai dengan rencana pada 24 Agustus 

1945 kemerdekaan Indonesia dapat disahkan oleh 

Pemerintah Jepang di Tokyo. 

Sebelum PPKI sempat melaksanakan sidang 

sebagaimana direncanakan, terjadi insiden yang 

mengubah keadaan. Pada 6 dan 9 Agustus 1945 
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Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom yang 

menyebabkan Jepang terpaksa menyerah kepada 

Sekutu. Akibatnya, usaha Pemerintah Jepang untuk 

menepati janji kemerdekaan Indonesia sudah tidak 

mungkin lagi dapat dilaksanakan. 

Melihat situasi seperti ini, tentu bangsa 

Indonesia terutama para pemimpin dan golongan 

pemuda tidak tinggal diam. Sebelum Jepang 

menyerahkan kekuasaannya kepada sekutu, 

atas desakan golongan muda bangsa Indonesia 

menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 

dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia oleh Soekarno—Hatta. 

Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia 

bukan karena pemberian dari Pemerintah Jepang 

melainkan sebagai hasil keberanian dan kekuatan 

seluruh bangsa Indonesia untuk menentukan nasib 

bangsa dan tanah air-nya sendiri. 

Sebagai upaya menyempurnakan negara yang 

sudah merdeka, PPKI melaksanakan sidang pada 18 

Agustus 1945. Meskipun anggota PPKI terdiri dari 

anggota sebelumnya yang diangkat oleh Pemerintah 

Jepang, tidak berarti bahwa Panitia ini bersidang 

di bawah kekuasaan Pemerintah Jepang. Sidang 

tersebut diselenggarakan atas tanggung jawab 

bangsa Indonesia sendiri. 

Hal ini terlihat dari susunan anggota yang 

semula berjumlah 21 orang kemudian ditambah 

menjadi 27 orang. Sidang tersebut kemudian 
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menetapkan dan mengesahkan rancangan undang- 

undang dasar hasil rumusan BPUPKI dengan beberapa 

perubahan dan penambahan, serta memilih Ir. 

Soekarno dan Drs.Mohammad Hatta sebagai Presiden 

dan Wakil Presiden. 

Seluruh hasil pembahasan sidang, naskah- 

naskah dan putusan-putusan yang mengenai undang- 

undang dasar yang dihasilkan, baik oleh BPUPKI 

maupun PPKI merupakan sumber rujukan yang 

sangat berharga dalam penafsiran Undang-Undang 

Dasar 1945. Di samping itu, sejarah rancangan 

dan pengesahan undang-undang dasar juga telah 

melahirkan sebuah piagam penting yang dikenal 

dengan sebutan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 

1945. Piagam ini dijadikan Pembukaan Undang- 

Undang Dasar 1945 walaupun terdapat pengubahan 

didalamnya yaitu tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, 

yang semula berbunyi Ke-Tuhanan dengan kewajiban 

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 

diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dari uraian di atas diketahui bahwa rancangan 

undang-undang dasar dirumuskan sebelum 

Proklamasi Kemerdekaan, sedangkan penetapan dan 

pengesahannya terjadi satu hari setelah Proklamasi 

Kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah revolusi 

Bangsa Indonesia peristiwa tersebut benar—benar 

merupakan karunia tak ternilai dari Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia diberikan jalan 

yang sebaik—baiknya dalam membuat susunan negara. 

Seandainya pada waktu itu belum ada rancangan 
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undang-undang dasar, tentu setelah proklamasi 

kemerdekaan bangsa ini akan menemui kesulitan 

karena belum memiliki undang-undang dasar yang 

menjadi syarat berdirinya sebuah negara. 

Sejak PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 

1945 pada 18 Agustus 1945, penyelenggaraan negara 

didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut 

Undang—Undang Dasar 1945. Namun, mengingat saat 

itu masih dalam masa peralihan, pelaksanaan sistem 

pemerintahan negara dan kelembagaan negara yang 

ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 belum dapat 

dilaksanakan seluruhnya. 

Belum optimalnya pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat itu 

karena bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada 

masa revolusi fisik untuk mempertahankan negara 

dari rongrongan penjajah yang tidak mau mengakui 

kemerdekaan Indonesia. 

Dalam situasi tersebut, Indonesia sebagai 

bangsa yang baru merdeka dan masih belajar 

mempraktekkan penyelenggaraan ketatanegaraan, 

sangat beralasan apabila sempat terjadi 

ketidaksesuaian antara pelaksanaan sistem 

pemerintahan dengan sistem pemerintahan yang 

diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, pada 

waktu itu, yang diterapkan sistem pemerintahan 

parlementer sementara yang diatur dalam Undang- 

Undang Dasar 1945 adalah sistem pemerintahan 

presidensil. 
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2. 

128 

Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat 

(27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950) 

Pada periode ini, Republik Indonesia menjadi 

Negara Serikat. Sesungguhnya seluruh elemen bangsa 

Indonesia tidak menghendaki bentuk negara dengan 

sistem pemerintahan ini. Keadaanlah yang memaksa 

demikian. Karena dalam perjalanannya negara 

Indonesia harus menghadapi ancaman serangan 

Belanda yang kembali ingin berkuasa di Indonesia. 

Namun keinginan Belanda untuk kembali 

menjajah Republik Indonesia sudah barang tentu tidak 

akan mudah terwujud. Sehingga kemudian Belanda 

mencoba memecah-belah negara Republik Indonesia 

dengan mendirikan negara-negara bagian seperti 

Negara Sumatera Timur, Negara Jawa Timur, Negara 

Pasundan, dan yang lainnya. Taktik dan strategi ini 

Belanda gunakan untuk menjadikan negara-negara 

tersebut sebagai negara boneka yang bertujuan 

meruntuhkan kedaulatan negara Republik Indonesia. 

Sejalan dengan stategi tersebut, Belanda 

melancarkan Agresi I pada 1947 dan disusul dengan 

Agresi II pada 1948. Keadaan ini mengundang campur 

tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga 

kemudian dilaksanakan Konperensi Meja Bundar 

di Den Haag yang diselenggarakan pada 23 Agustus 

sampai 2 November 1949. Konferensi ini dihadiri oleh 

perwakilan Republik Indonesia, B.F.O. (Bijeenkomst 

voor Federal Overleg atau Badan Istimewa 

Permusyawaratan Federal), dan Belanda serta satu 

komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. 
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Rancangan Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Serikat dirumuskan oleh Delegasi Republik 

Indonesia dan Delegasi B.F.O. dalam Konperensi Meja 

Bundar. Rancangan tersebut diterima oleh kedua 

belah pihak dan diberlakukan sejak 27 Desember 1949 

setelah sebelumnya pada 14 Desember 1949 disetujui 

oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Dewan 

Perwakilan Rakyat Indonesia. 

Setelah Negara Republik Indonesia Serikat 

ditetapkan, maka Republik Indonesia hanya menjadi 

salah satu negara bagian dari Negara Republik 

Indonesia Serikat. Dan sesuai dengan Pasal 2 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat wilayah 

negara Republik Indonesia hanya terdiri dari daerah- 

daerah yang disebut dalam Perjanjian Renville. 

Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya berlaku 

untuk seluruh Indonesia, sejak 27 Desember 1949 

diberlakukan hanya untuk wilayah negara Republik 

Indonesia. 

Atas dasar pertimbangan bahwa tim yang 

merumuskan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 

belum representatif, disebutkan dalam Pasal 

186 Konstitusi Republik Indonesia Serikat bahwa 

Konstituante bersama-sama dengan pemerintah 

secepatnya akan menetapkan Konstitusi Republik 

Indonesia Serikat. Dengan demikian berdasarkan 

keterangan Pasal 186 tersebut diketahui bahwa 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat hanya bersifat 

sementara. 

Kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan 

waktu itu tidak jauh berbeda dengan masa 
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sebelumnya, masih belum stabil dan tidak ada 

perubahan. Banyak negara bagian yang tidak mau 

tunduk sehingga kewibawaan pemerintah federal 

semakin berkurang. Melihat kondisi tersebut, setiap 

daerah mulai menyadari pentingnya menyatukan 

perbedaan-perbedaan ada pada setiap daerah, 

sehingga kemudian disepakati untuk kembali 

membentuk sebuah negara kesatuan. 

Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, dalam 

melaksanakan penyelenggaran Negara Kesatuan 

Republik Indonesia merujuk kepada Undang-Undang 

Dasar Sementara 1950. Dengan demikian, pada 

prakteknya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 

berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 

Agustus 1950. 

Periode Undang-Undang Dasar Sementara 1950 

(17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) 

Bentuk Negara Federasi dan Penerapan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 

(1949) hanyalah bersifat sementara, karena 

sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 

1945 menginginkan bentuk Negara Kesatuan. Hal ini 

terbukti dengan negara Republik Indonesia Serikat 

yang tidak bertahan lama karena negara-negara 

bagian tersebut menggabungkan dengan Republik 

Indonesia, sehingga dari 16 negara bagian menjadi 

hanya 3 negara, yaitu Negara Republik Indonesia, 

Negara lndonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. 

Keadaan ini menambah semakin merosotnya wibawa 

negara Republik Indonesia Serikat. 
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Pada akhirnya, dicapai kesepakatan antara 

Republik Indonesia Serikat yang mewakili Negara 

Republik Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur 

dengan Negara Republik Indonesia untuk kembali 

mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Langkah selanjutnya, dibuatlah kesepakatan yang 

tertuang dalam perjanjian pada 19 Mei 1950 untuk 

mendirikan kembali negara kesatuan, sebagai 

kelanjutan dari negara kesatuan yang diproklamasi- 

kan pada 17 Agustus 1945. 

Bagi negara kesatuan yang baru terbentuk, 

tentu diperlukan sebuah undang-undang dasar yang 

baru. Untuk kebutuhan tersebut dibentuk Panitia 

bersama yang bertugas menyusun Rancangan 

Undang-Undang Dasar yang kemudian disahkan 

pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite 

Nasional Indonesia Pusat dan selanjutnya oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia 

Serikat pada 14 Agustus 1950, Dengan disahkannya 

itu, berlakulah Undang-Undang Dasar Sementara 

pada 17 Agustus 1950. 

Pemberlakuan Undang-Undang Dasar 

Sementara 1950 (UUDS 1950) merujuk kepada Pasal 

190, Pasal 127 a, dan Pasal 191 ayat (2) Konstitusi 

Republik Indonesia Serikat yaitu pasal-pasal tentang 

perubahan Undang-Undang Dasar. Dengan Undang- 

Undang Federal No. 7 tahun 1950 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Serikat 1950 No. 56) secara resmi 

UUDS 1950 berlaku sejak 17 Agustus 1950. 

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa secara 

formal UUDS 1950 merupakan perubahan dari 

Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. 
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Dan hal yang tidak berbeda antara kedua 

konstitusi ini (Konstitusi Republik Indonesia Serikat 

1949 dan UUDS 1950) adalah bahwa keduanya 

bersifat sementara. Tentang kesementaraan UUDS 

1950, dengan jelas disebutkan pada pasal 134 UUDS 

1950 yang memerintahkan Konstituante bersama 

dengan pemerintah menyusun Undang—Undang 

Dasar Republik Indonesia untuk menggantikan UUDS 

1950 yang berlaku saat itu. Hal ini disebabkan karena 

tim yang merumuskan UUDS 1950 merasa kurang 

representatif, sebagimana tim perumus Konstitusi 

Republik Indonesia Serikat 1949. 

Berbeda dengan Konstitusi Republik Indonesia 

Serikat 1949, yang tidak sempat membentuk 

Konstituante, dalam UUDS 1950, merealisasikan 

Pasal 134 di atas, dilaksanakan pemilihan umum pada 

Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. 

PemiIihan umum ini dilaksanakan berdasarkan 

Undang—undang No. 7 Tahun 1953. Dan hasilnya 

pada 10 November 1956 di Bandung konstituante 

diresmikan. 

Meskipun telah bersidang selama kurang Iebih 

dua setengah tahun namun Konstituante belum bisa 

menyelesaikan tugasnya, situasi di tanah air berada 

dalam keadaan genting, sehingga dikhawatirkan 

bisa timbul perpecahan bangsa dan negara. Belum 

Iagi konstituante selalu gagal memecahkan 

masalah pokok dalam menyusun undang—undang 

dasar baru, karena tidak pernah mencapai kuorum 

2/3 sebagaimana yang diharuskan. Untuk mengatasi 

hal tersebut, Akhirnya pada 22 April 1959, Presiden 
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Soekarno menyampaikan amanat atas nama 

pemerintah Republik Indonesia di depan sidang pleno 

Konstituante yang berisi anjuran agar Konstituante 

menetapkan saja Undang—Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Undang— 

Undang Dasar Republik Indonesia. Dalam tiga kali 

pemungutan suara untuk memberlakukan Undang- 

Undang Dasar Tahun 1945, yaitu pada 30 Mei, 1 Juni, 

dan 2 Juni 1959, Konstituante tidak juga berhasil 

mencapai kuorum 2/3 yang diperlukan. 

Sementara situasi tanah air waktu itu sama 

sekali tidak menguntungkan bagi perkembangan 

ketatanegaraan, maka pada tanggal 5 Juli 

1959, Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno 

mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu 

isinya adalah kembali menggunakan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang berlaku di 

Indonesia. Dasar hukum yang dijadikan rujukan untuk 

mengeluarkan Dekrit ini adalah Staatsnoodrecht 

(hukum tata negara darurat). 

Periode Undang-Undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 - 1999) 

Melalui Dekrit Presiden Nomor 15o Tanggal 5 

Juli Tahun 1959, berlakulah kembali Undang-Undang 

Dasar 1945 di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Istilah Undang-Undang Dasar 

1945 yang menggunakan angka “1945” di belakang 

Undang-Undang Dasar, baru muncul pada awal tahun 

1959, ketika pada 19 Februari 1959 Kabinet Karya 

mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai 

“pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka 
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kembali ke Undang-Undang Dasar 1945”. Keputusan 

pemerintah ini disampaikan kepada Konstituante 

pada 22 April 1959. 

Dengan demikian, pada saat Undang-Undang 

Dasar 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 hanya 

bernama “Oendang-Oendang Dasar”. Begitu pula 

ketika Undang-Undang Dasar tercantum dalam Berita 

Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 tanggal 15 

Februari 1946, istilah yang digunakan masih “Oendang- 

Oendang Dasar” tanpa ada Tahun 1945. Baru setelah 

Dekrit Presiden 1959 menggunakan Undang-Undang 

Dasar 1945 sebagaimana tercantum dalam Lembaran 

Negara Nomor 75 Tahun 1959. 

Dalam perjalanan bangsa selanjutnya, sejak 

dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah 

satu isinya adalah kembali kepada Undang—Undang 

Dasar 1945, di dalam konsiderannya mengakui 

bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan merupakan satu 

kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di awal 

pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 sangat 

kondusif, dan bahkan dalam perjalanannya, menjadi 

keinginan seluruh pihak, termasuk Presiden, DPR, 

dan MPR untuk selalu tetap melaksanakan Undang- 

Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 

menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu 

sistem yang khas menurut kepribadian Bangsa 

Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, 
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Presiden di samping berkedudukan sebagai “Kepala 

Negara” juga berkedudukan sebagai “Kepala 

Pemerintahan”. Presiden memegang kekuasaan 

pemerintahan yang tertinggi di bawah MPR. Presiden 

adalah “Mandataris Majelis Permusyawaratan 

Rakyat”. 

MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, tidak 

dapat selalu bersidang setiap hari. Oleh karena itu, 

untuk melaksanakan tugas sehari—hari diserahkan 

kepada Presiden sebagai mandataris MPR. Hanya 

dalam hal-hal tertentu saja, menurut Undang-Undang 

Dasar 1945, harus dikerjakan sendiri oleh MPR, yaitu 

melaksanakan kedaulatan rakyat (Pasal 1 Ayat (2), 

menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis 

besar haluan negara (Pasal 3), memilih Presiden dan 

Wakil Presiden (Pasal 6), dan mengubah Undang- 

Undang Dasar (Pasal 37). 

Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, di dalam 

menyelenggarakan tugasnya sehari-hari, dibantu oleh 

menteri-menteri (Pasal 17 Ayat (1)). Sebagai pembantu 

Presiden, menteri-menteri ini, tidak bertanggung 

jawab kepada DPR. Sebagai pembantu Presiden, 

menteri-menteri bertanggung jawab kepada Pre- 

siden. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan 

atas kehendak Presiden sendiri (Pasal 17 Ayat (2)). 

DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 

memberikan persetujuan kepada Presiden dalam 

membuat Undang—Undang (Pasal 5 Ayat (1) juga Pasal 

20 Ayat (1)). Beberapa hal tertentu menurut Undang- 
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Undang Dasar 1945 harus diatur dengan undang- 

undang. Ini berarti bahwa apabila ingin dibuat aturan 

tentang hal-hal tersebut, Presiden harus memperoleh 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Terhadap hal-hal lain yang menurut Undang- 

Undang Dasar harus diatur dengan undang-undang, 

tentu saja tidak ada halangan apabila pembentuk 

undang—undang ingin mengatur hal tersebut dengan 

undang-undang, baik inisiatif tersebut datang dari 

Presiden maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selain sebagai Kepala Pemerintahan, dalam 

menjalankan kekuasaan Pemerintahan, Presiden 

harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang- 

Undang Dasar (Pasal 4), dan harus pula tunduk kepada 

Garis-Garis Besar Haluan Negara dan keputusan— 

keputusan lain dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Pemberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 

cukup lama bertahan, sejak Dekrit Presiden 1959 

sampai 1999, bila dibanding dengan masa-masa 

awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar sejak 

1945 sampai 1959. Bahkan dalam pelaksanaannya, 

baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif selalu 

menekankan agar pelaksanaan Undang-Undang Dasar 

1945 harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. 

Komitmen untukmelaksanakan Undang-Undang 

Dasar 1945 secara murni dan konsekuen tersebut, 

salah satunya diwujudkan dengan ketatnya aturan 

terhadap keinginan untuk melakukan perubahan 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terlebih 
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dahulu harus melalui referendum, sebagaimana 

tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor lV/MPR/1983 

tentang Referendum. 

Namun reformasi 1999, telah membawa 

perubahan yang cukup mendasar, karena salah satu 

tuntutannya adalah melakukan perubahan terhadap 

Undang—Undang Dasar 1945 karena sebagian dari 

isi Undang-Undang Dasar 1945 dipandang perlu 

disesuaikan dengan perkembangan kehidupan 

ketatanegaraan dan perpolitikan waktu itu kurang 

relevan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Karena 

tuntutan tersebut, pada 1999 sampai 2002, MPR 

melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Dasar 1945 dan sejak itu pula mulai terjadi perubahan 

perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. 

Periode Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945 (Tahun 1999 sampai Sekarang) 

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto 

menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah 

terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang 

menandakan dimulainya era reformasi di Indonesia. 

Proses reformasi yang sangat luas dan fundamental itu 

dilalui dengan selamat dan aman. Negara kepulauan 

yang besar dan majemuk dengan keanekaragaman 

suku, berhasil menjalani proses reformasi dengan 

utuh, tidak terpecah-belah, terhindar dari kekerasan 

dan perpecahan. 

Pada 1999 sampai 2002, MPR melakukan 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi 

tuntutan reformasi 1998. 
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Pada awal era reformasi, muncul desakan di 

tengah masyarakat yang menjadi tuntutan reformasi 

dari berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa 

dan pemuda. Tuntutan itu antara lain sebagai berikut: 

1) Amandemen (perubahan) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ABRI). 

3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan 

hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan 

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 

4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara 

pusat dan daerah (otonomi daerah). 

5) Mewujudkan kebebasan pers. 

6) Mewujudkan kehidupan demokrasi. 

Tuntutan terhadap perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

digulirkan oleh berbagai elemen masyarakat dan 

kekuatan sosial politik didasarkan pada pandangan 

bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dianggap belum cukup memuat 

landasan bagi kehidupan yang demokratis, pember- 

dayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu 

di dalamnya terdapat pasal-pasal yang menimbulkan 

multitafsir dan membuka peluang bagi penyeleng- 

garaan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, 

dan KKN yang menimbulkan merosotnya kehidupan 

nasional di berbagai bidang kehidupan. 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali dilaku- 

kan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang meng- 
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hasilkan Perubahan Pertama. Setelah itu, dilanjutkan 

dengan Perubahan Kedua pada Sidang Tahunan MPR 

tahun 2000, Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan 

MPR tahun 2001, dan Perubahan Keempat pada Si- 

dang Tahunan MPR tahun 2002. 

Ditinjau dari segi sistematika, Undang-Undang 

Dasar 1945 sebelum perubahan terdiri atas tiga ba- 

gian (termasuk penamaannya), yaitu: 

1. Pembukaan (Preambule) 

2. Batang Tubuh; 

3. Penielasan. 

Setelah perubahan, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari 

atas dua bagian, yaitu: 

1. Pembukaan; 

2. Pasal—pasal (sebagai ganti istilah Batang Tubuh). 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan 

mencakup 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Atur- 

an Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. 

Dengan perubahan yang dilakukan pada tahun 

1999-2002, dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 memuat antara lain 

pengaturan prinsip checks and balances system, 

penegasan otonomi daerah, penyelenggaraan 

pemilihan umum, penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman yang merdeka, pengaturan institusi 

lainnya terkait dengan hal keuangan dan lain-lain 

dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan 

ketetanegaraan. 
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Perubahan terjadi atas pasal dan ayat dan 

amat fundamental. Pembukaan disepakati untuk 

dipertahankan dan dinyatakan berada di luar 

jangkauan perubahan Undang-Undang Dasar. 

Aturan perubahan Undang-Undang Dasar hanya 

menyangkut pasal dan ayat, tidak dapat menjangkau 

Pembukaan. Bentuk negara kesatuan dinyatakan 

dengan tegas sebagai substansi yang tidak dapat 

diubah (non-amendable). Sistem ketatanegaraan 

dengan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 

dan merupakan penjelmaan seluruh rakyat yang 

memiliki kewenangan salah satunya memilih Presiden 

dan Wakil Presiden telah diganti dengan sistem politik 

check and balance, dimana Presiden dipilih langsung 

oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun. Seseorang 

hanya boleh menjadi Presiden berturut-turut untuk 2 

masa jabatan. 

Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Presiden 

sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (sis- 

tem presidentil). Pemilihan presiden dilakukan lang- 

sung oleh rakyat dimana calon presiden dicalonkan 

dalam 1 paket berpasangan dengan calon wakil 

presiden oleh partai atau gabungan partai peserta 

pemilu. Pemenang adalah pasangan yang memperoleh 

suara 50% + 1 secara nasional dan suara yang diperoleh 

itu tersebar sebagai mayoritas di paling tidak 2/3 

provinsi. Bila tidak ada yang memperoleh dukungan 

demikian maka digelar pemilihan ulang. Pemenang 

pertama dan kedua dalam putaran pertama akan 

bertanding dalam putaran kedua. Kali ini pasangan 

yang memperoleh suara paling banyak dinyatakan 
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sebagai pemenang. Aturan ini ditetapkan demikian 

untuk menghadapi kenyataan bahwa masyarakat 

Indonesia itu tersebar dan amat majemuk. Menjadi 

Presiden kiranya jangan hanya dengan dukungan 

jumlah suara 50 % + 1 yang terpusat di daerah tertentu 

saja tetapi Presiden bagi segenap bangsa dan tanah 

air. 

Supremasi hukum ditegaskan dengan 

menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, 

bukan sekedar negara berdasar hukum. Prinsip 

itu menegaskan bahwa tidak ada pihak, termasuk 

Pemerintah, yang tidak dapat dituntut berdasarkan 

hukum. Kekuasaan kehakiman ditegaskan merupakan 

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Pembentukan lembaga—lembaga negara baru dalam 

bidang kekuasaan kehakiman, seperti Mahkamah 

Konstitusi dan Komisi Yudisial adalah untuk 

menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. 

Bentuk negara sebagai negara kesatuan 

diperkokoh. Tetapi sekaligus dengan itu, memahami 

kemajemukan bangsa dan luasnya negara, otonomi 

ditegaskan dan diberikan menurut kekhasan daerah. 

Kalimat yang digunakan “Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan 

undang-undang”, menegaskan bahwa kewenangan 

otonomi daerah berasal dari pelimpahan kedaulatan 

nasional melalui undang-undang. 
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Hak membentuk undang—undang dipindahkan 

dari Presiden ke DPR. Sumber asal Rancangan 

Undang-Undang (RUU) bisa dari Anggota DPR, DPR, 

Presiden, dan DPD (dalam hal RUU tertentu). Proses 

penyelesaian RUU adalah proses antara DPR dengan 

Presiden. Sebuah RUU bisa menjadi Undang-Undang 

bila disetujui oleh bersama DPR dan Presiden. Pada 

dasarnya kedudukan Presiden dan DPR sama kuat. Itu 

sebabnya sebuah RUU yang telah disetujui bersama 

tidak dapat diveto kembali, baik oleh Presiden 

maupun oleh DPR. Jika dalam waktu 30 hari Presiden 

tidak mengundangkan Undang-Undang baru itu 

maka Undang-Undang itu otomatis berlaku sebagai 

Undang—Undang dan Presiden wajib mengundangkan- 

nya. Walaupun hak membentuk Undang-Undang ada 

di tangan DPR tetapi kewajiban mengundangkannya 

ada di tangan Presiden sebagai Kepala Negara. 

Proses pembuatan Undang—Undang pada 

dasarnya adalah proses politik, tidak lepas dari tawar- 

menawar atau dominasi mayoritas, yang mengandung 

kemungkinan terjadinya inkonsistensi Undang- 

Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah 

Konstitusi dibentuk sebagai mahkamah uji konsistensi 

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan 

putusannya bersifat final dan mengikat. Ada me- 

kanisme untuk menegakkan Undang-Undang Dasar 

sebagai hukum dasar yang harus ditaati peraturan 

perundangan dibawahnya. Dengan demikian proses 

politik pembentukan Undang-Undang mempunyai 

mekanisme koreksi, yaitu 9 orang hakim konstitusi 

yang berasal dari 3 sumber, DPR, Presiden dan MA. 
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Pasal 33 Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengenai perekonomian 

dipertahankan tetapi judulnya diubah dari 

“Kesejahteraan sosial” menjadi “Perekonomian 

nasional dan kesejahteraan sosial” dan dilengkapi 

dengan ayat (4) dan ayat (5) dan ditegaskan bahwa 

ketentuan pelaksanaan pasal 33 diatur dalam 

undang-undang. Ayat (1), (2) dan (3) tidak Iagi dapat 

dijabarkan terlepas dari ayat (4) dan ayat (5) yang 

memberikan kualifikasi atas ayat (1), (2) dan ayat (3). 

Ringkasnya, dengan perubahan itu, perekonomian 

tidak dapat lagi dijalankan dengan pendekatan 

etatisme dan sentralistis di satu pihak dan di lain 

pihak tidak juga lepas—bebas menurut hukum dan 

kekuatan pasar. Efisiensi berkeadilan merupakan 

salah satu ciri pengembangan ekonomi nasional 

yang menggunakan kekuatan pasar yang diintervensi 

secara demokratis untuk mencapai pertumbuhan dan 

pemerataan pendapatan guna mewujudkan keadilan 

dan kemakmuran. 

Keberadaan Bank Sentral dalam Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mendapat perhatian mendalam. MPR berpendapat 

bahwa sistem yang dipakai adalah sistem bank 

sentral, independensi bank sentral akan diatur dengan 

undang-undang, bukan oleh Undang-Undang Dasar 

dan nama Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak 

perlu dicantumkan untuk menghindarkan komplikasi 

konstitusional. Bila Bank Indonesia merupakan 

lembaga tertentu yang menerima kewenangannya 

langsung dari Undang-Undang Dasar akan timbul 
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kerumitan bila kebijakan bank sentral berbeda dengan 

kebijakan Pemerintah. Persoalannya akan menjadi 

permasalahan konstitusional. Menjadi pertimbangan 

juga bahwa bank sentral yang independen sepenuh- 

nya dapat menjadi jalan masuk berbagai kepentingan 

yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional 

Dalam proses perubahan Undang-Undang 

Dasar 1945, MPR memutuskan bahwa dalam Undang— 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 tidak lagi dikenal adanya Penjelasan. Dalam 

sejarahnya, Penjelasan Undang—Undang Dasar 1945 

tidak disahkan bersama dengan Pengesahan Undang- 

Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945. Penjelasan 

Undang-Undang Dasar tersebut baru ada setelah 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia 

nomor 7 tahun 1946. Hal ini tidak berarti bahwa karena 

tidak secara bersamaan disahkan dengan Undang- 

Undang Dasar 1945, Penjelasan tersebut menjadi 

tidak bisa dikatakan bersifat tidak autentik. 

Penjelasan yang sekarang adalah sama dengan 

yang diucapkan dalam rapat PPKI. Dalam rapat 

penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, peranan 

Prof. DR. Mr. R. Soepomo sangat besar, karena itu 

pemikirannya sudah tentu dapat terbaca pula dalam 

Penjelasan Undang-Undang Dasar tersebut. 

Pada saat Undang-Undang Dasar 1945 

dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 

5 Juli 1959, Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 

tersebut dimuat bersama dengan Pembukaan dan 

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang 
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sesuai dengan apa yang dimuat dalam Berita Negara 

Republik Indonesia nomor 7 tahun 1946 (pada 

Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959). Dengan 

demikian maka tampaklah bahwa Penjelasan Undang- 

Undang Dasar1945 merupakan bagian yang resmi dan 

tak terpisahkan dari Undang—Undang Dasar 1945. 

Selanjutnya, dapat dilihat pula dalam Ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor 

XX/MPRS/1966 yang dinyatakan tetap berlaku oleh 

Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Sumber 

Tertib Hukum Republik Indonesia yang menyatakan 

bahwa: 

”.... Dalam pada itu isi Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar 1945 dapat lebih 

dipahami dengan mendalami Penjelasannya 

yang oten tik.... ” 

Jadi, menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Penjelasan Undang—Undang Dasar 1945 adalah 

penjelasan yang autentik. 

Selanjutnya, seiring dengan perubahan Undang- 

Undang Dasar 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 

1999 sampai dengan tahun 2002, Penjelasan ini sudah 

tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar, 

sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal II 

Aturan Tambahan yang menyatakan bahwa “dengan 

ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. 

145 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-146



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-147

BAB IV 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

SEBAGAI BENTUK NEGARA 

INDONESIA SEBELUM KEMERDEKAAN 

Sejarah Nama Indonesia 

Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui 

sejarah perjuangan masyarakat bangsa yang pernah 

dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan 

bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas 

lahir dan batin, mental dan materiil, mengalami 

kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, 

budaya, dan pertahanan keamanan hingga sisa-sisa 

kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya 

dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, 

sirna, dan hancur tanpa sisa. 

Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu 

yang sangat panjang dimulai sejak zaman prasejarah 

berdasarkan penemuan “Manusia Jawa”. Secara 

geologi, wilayah nusantara merupakan pertemuan 

antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, 

Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. 

Para cendekiawan India telah menulis tentang 

Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau 

Jawa dan Sumatera sekitar 200 SM. Bukti fisik awal 

yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan 
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bercorak Hinduisme pada abad ke-5, yaitu Kerajaan 

Tarumanagara yang menguasai Jawa Barat dan 

Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. 

Pada abad ke—4 hingga abad ke-7, di wilayah 

Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha 

yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan 

dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada 

masa abad ke-7 hingga abad ke—14, kerajaan Buddha 

Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera yang 

beribukota di Palembang. Pada puncak kejayaannya, 

Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan 

Semenanjung Melayu. 

Selanjutnya, pada abad ke—14 juga menjadi saksi 

bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, 

Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 

1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan 

atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah 

Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung 

Melayu. 

Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan 

sejarah awal pengenalan wilayah kepulauan Nusan- 

tara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. 

Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga 

pada masa Kerajaan Majapahit, kemudian pada 

masa penjajahan Belanda sebutan ini diubah oleh 

pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. 

Indonesia berasal dari bahasa latin indus dan 

nesos yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia 

merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau 
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yang ada di Samudra India dan itulah yang dimaksud 

sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan 

Indonesia (Setidjo, Pandji; 2009). 

Pada tahun 1850, George Windsor Earl seorang 

Inggris etnolog mengusulkan istilah Indunesians dan 

preperensi Malayunesians untuk penduduk kepulauan 

Hindia atau Malayan Archipelago. Kemudian seorang 

mahasiswa bernama Earl James Richardison Logan 

menggunakan Indonesia sebagai sinonim untuk 

Kepulauan Hindia. Namun dikalangan akademik 

Belanda, di Hindia Timur enggan menggunakan 

Indonesia sebaliknya mereka menggunakan istilah 

Melayu Nusantara (Malaische Archipel). Sejak tahun 

1900 nama Indonesia menjadi lebih umum dikalangan 

akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis 

Indonesia menggunakan nama Indonesia untuk 

ekspresi politiknya. Adolf Bastian dari Universitas 

Berlinmemopulerkan namalndonesiamelalui bukunya 

lndonesien oder die inseln des malayischen arCIpe/s 

(1884-1894). Kemudian sarjana bahasa Indonesia 

pertama yang menggunakan nama Indonesia adalah 

Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) ketika ia 

mendirikan kantor berita di Belanda dengan nama 

Indonesisch Pers-Bureau ditahun 1913. 

Penduduk yang hidup di wilayah Nusantara 

menempati ribuan pulau. Nenek moyang masyarakat 

Nusantara hidup dalam tata masyarakat yang teratur, 

bahkan dalam bentuk sebuah kerajaan kuno, seperti 

Kutai yang berdiri pada abad V di Kalimantan Timur, 

Tarumanegara di Jawa Barat, dan Kerajaan Cirebon 

pada abad II (Setidjo, Pandji, 2009). Kemudian 
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beberapa abad setelah itu berdiri Kerajaan Sriwijaya 

pada abad VII, Kerajaan Majapahit pada abad XIII, dan 

Kerajaan Mataram pada abad XVII. 

Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram 

menunjukkan kejayaan yang dimiliki wilayah Nusanta- 

ra dan pada waktu itu sejarah mencatat bahwa wilayah 

Nusantara berhasil dipersatukan dan mengalami 

kemakmuran yang dirasakan seluruh rakyat. 

Mengenai sejarah Nusantara ini, Bung Kamo 

pernah menyampaikan bahwa: 

“Kita hanya dua kali mengalami nationale 

staat, yaitu di jaman Sriwijaya dan di jaman 

Majapahit… nationale staat hanya Indonesia 

seluruhnya, yang telah berdiri dijaman Sriwijaya 

dan Majapahit dan yang kini pula kita harus 

dirikan bersama-sama.” (Pidato “Lahirnya 

Pancasila" yang disampaikan Bung Karno di depan 

Dokuritsu Junbi Tyoosakai pada 1 Juni 1945). 

Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal nega- 

ra Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar 

abad XIII sampai abad XV adalah kerajaan besar yang 

sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan 

Mahapatih Gajah Mada yang wafat disekitar 1360-an. 

Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat 

disegani, dia lah yang berhasil menyatukan Nusantara 

yang terkenal dengan “Sumpah Palapa” (sumpah 
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yang menyatakan tidak akan pemah beristirahat atau 

berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu).4 

Sumpah Palapa ini yang kemudian mengilhami 

para founding fathers kita untuk menggali kembali, 

menggunakan dan memelihara visi Nusantara, bersatu 

dalam Wawasan Nusantara dengan sesanti Bhinneka 

Tunggal Ika yang mengandung arti beragam, tetapi 

sejatinya satu, yang seharusnya berada dalam satu 

wadah. Sumpah Palapa yang dikemukakan Mahapatih 

Gajah Mada yang kemudian setelah Majapahit berhasil 

menyatukan daerah-daerah di luar Jawa Dwipa 

menjadi Patih Dwipantara atau Nusantara, pada 

jamannya merupakan visi globalisasi Majapahit, yaitu 

meskipun pusat Kerajaan berada di Pulau Jawa (Jawa 

Dwipa), namun dia bertekat menyatukan seluruh 

wilayah Nusantara (pulau-pulau yang berada di luar 

pulau Jawa) dalam satu kesatuan, satu kehendak dan 

satu jiwa. (Soepandji, Budi Susilo, 2011) 

4 Sumpah Palapa adalah pernyataan sumpah yang diucapkan Gajah Mada pada 

upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Majapahit, tahun 1258 

Saka (1336 M).Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks jawa Pertengahan Pararaton 

yang berbunyi: Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, 
sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah 

ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, 

Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”. ([Dia] Gajah Mada Patih 
Amangkubumi Kerajaan Majapahit tidak akan melepaskan puasa. Gajah Mada 

berucap: “jika telah mengalahkan Nusantara, [baru] saya akan melepaskan puasa 
(tidak lagi berpuasa). Jika telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, 

Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, [baru] saya akan melepaskan 
puasa). Dari naskah ini dapat diketahui bahwa ketika Gajah Mada diangkat 

sebagai Mahapatih Majapahit, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan di 

dalam sumpahnya belum dikuasai Majapahit. Wilayah tersebut yaitu: Gurun 

(Nusa Penida), Seran (Seram), Tanjung Pura (Kerajaan Tanjungpura, Ketapang, 

Kalimantan Barat), Haru (Sumatera Utara, kemungkinan merujuk kepada Kerajaan 

Karo), Pahang (Pahang di Semenanjung Melayu), Dompo (sebuah daerah di pulau 
Sumbawa), Bali (Kerajaan Bali), Sunda (Kerajaan Sunda), Palembang (Kerajaan 

Sriwijaya), dan Tumasik (Singapura). 
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Meski demikian, sejarah juga mencatat bahwa 

kejayaan Kerajaan Majapahit yang berumur lebih dari 

2 abad harus berakhir karena Majapahit mengalami 

paradoks history setelah Patih Gajah Mada wafat, 

Kerajaan Majapahit mengalami perpecahan 

(semacam ba/kanisasi di Eropa Timur di akhir abad 

XX) dengan ditandai lepasnya kerajaan-kerajaan yang 

semula berada dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit 

menjadi kerajaan—kerajaan kecil yang berdiri sendiri. 

Kewaspadaan nasional yang dimiliki Majapahit 

sebagai negara bangsa (nationale staat) dalam 

konteks berbangsa dan bernegara waktu itu sangat 

lemah, sehingga konflik-konflik yang terjadi menyulut 

perpecahan yang lambat laun mempengaruhi 

ketahanan nasional dan menuju ke kehancuran total. 

Di tengah kondisi demikian, dan seiring dengan 

masuknya bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Nusantara 

sejak di sekitar 1521, mulai Spanyol, Portugis, 

kemudian disusul Belanda dengan VOC-nya di sekitar 
1602, visi wawasan nusantara Mahapatih Gajah 

Mada pada masa Majapahit benar-benar hancur, 

ditambah penjajahan Belanda dan Jepang yang 

berlangsung sekitar 3 setengah abad, meskipun pada 

17 Agustus 1945 Indonesia telah memproklamasikan 

kemerdekaannya. Namun kenyataannya penjajahan 

kolonial bisa dikatakan baru berakhir degan tuntas 

sejak 27 Desember 1949 (Soepandji, Susilo Bud/; 2011). 

Masa Penjajahan 

Sejak berakhirnya masa kerajaan di Indonesia, 

masuklah bangsa Barat seperti Portugis dan Spanyol 

yang disusul oleh Bangsa Belanda pada abad XVI 

tepatnya 1596. 
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Belanda cukup berhasil menguasai Indonesia, 

mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya 

sementara rakyat Indonesia mengalami penderitaan 

lahir dan batin. Belanda melakukan dominasi politik, 

eksploitasi ekonomi, dan memperlakukan rakyat 

Indonesia dengan sewenang—wenang. Belanda 

menerapkan politik ”adu domba” dan melakukan 

diskriminasi rasial kepada rakyat Indonesia. 

Kondisi masyarakat yang semakin parah akibat 

penjajahan tersebut membangkitkan perlawanan 

yang dipimpin oleh para tokoh perjuangan di antaranya 

Sultan Ageng Tirtayasa, Cik Dik Tiro, Teuku Umar, 

Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Panglima Polim, dan 

Pangeran Diponegoro. Namun perlawan-perlawanan 

tersebut mengalami kegagalan karena pada waktu itu 

belum terpupuk kesadaran nasional dan perjuangan 

yang dilakukan masih bersifat kedaerahan (Setidjo, 

Pandji, 2009). 

Perlawanan terhadap penjajahan Belanda 

terus dilakukan, secara fisik maupun politik. 

Munculnya kesadaran para pejuang dan golongan 

terpelajar Indonesia serta situasi internasional yang 

menimbqan pergerakan di kalangan negara-negara 

terjajah, pada 20 Mei 1908 di Jakarta berdirilah Boedi 

Oetomo yang didirikan oleh dr. Soetomo dan kawan- 

kawan dengan ketuanya Dr. Wahidin Sudiro Husodo. 

Setelah gerakan Boedi Oetomo pada 1908, 

kemudian dilanjutkan dengan berdirinya Serikat 

Dagang Islam pada 1909 pimpinan H. Samanhudi yang 

kemudian pada 1911 berubah menjadi Serikat Islam 
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di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Pada 1912 

berdiri organisasi Islam Muhammadiyah di Yogyakarta 

di bawah pimpinan K.H. Ahmad Dahlan. Setelah itu 

pada 1915 berdiri Indische Party yang didirikan oleh 

tiga serangkai, yaitu dr. Tjipto Mangunkusumo, Ki 

Hajar Dewantara, dan Douwes Dekker. Kemudian 

pada 1920 Indische Social Demokratische Partij atau 

ISDP dan bagian dari Serikat Islam berubah menjadi 

Partai Komunis Indonesia (PKI). Selanjutnya pada 

1926 dikalangan ulama Nusantara lahirlah Jamiyah 

Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan K.H. Hasyim 

Asy'ari di Surabaya. Berikutnya, pada 1927 berdiri 

Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. 

Soekarno dengan tujuan untuk Indonesia Merdeka. 

Pada 1928, lahirlah Sumpah Pemuda yaitu 

golongan pemuda yang menghendaki persatuan, 

bertujuan mencanangkan cita-cita kemerdekaan, 

dan memperjuangkan Indonesia merdeka. Melalui 

kongresnya yang ke-2 pada 27 dan 28 Oktober 1928 di 

Jakarta, yang dihadiri 750 orang dari masing-masing 

perwakilan organisasi PPPI, Jong Java, Jong Islamiten 

Bond, Jong Sumateranen Bond, Pemuda Indonesia, 

Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, dan Pemuda 

Kaum Betawi, lahirlah Sumpah Pemuda. 

Pencetus Sumpah Pemuda adalah Perhimpunan 

Indonesia Nederland, Partai Nasional Indonesia, 

dan Pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda inilah 

yang menjadi cikal bakal pendorong perjuangan 

kemerdekaan Indonesia yang semakin tegas 

memperkuat persatuan nasional sebagai bekal yang 

makin kuat menuju cita—cita kemerdekaan Indonesia. 
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Pada saat perang dunia II berlangsung, pada 

1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Tarakan, 

Minahasa dan Sulawesi, Balikpapan, Ambon, Batavia, 

dan Bandung. Belanda menyerah kepada tentara 

Jepang pada 9 Maret 1942. 

Sejak itulah, Bangsa Indonesia berada dalam 

jajahan tentara Jepang dan wilayah Indonesia dibagi 

menjadi 2 bagian, yaitu pertama: Pulau Jawa dan 

Sumatera di bawah kekuasaan Angkatan Darat, dan 

kedua: Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, dan Nusa 

Tenggara di bawah kekuasaan Angkatan Laut. 

Bangsa Indonesia terus melakukan perlawanan 

terhadap Jepang dan perlawanan tetap berlanjut 

sampai tentara Jepang terdesak oleh Sekutu pada 

1944-1945. Pada 29 April 1945, pemerintah Jepang 

membentuk sebuah Badan yang bertugas menyelidiki 

kemungkinan Indonesia Merdeka. Badan tersebut 

bernama Dokuritzu Junbi Choosakai atau BPUPKI 

yang dilantik pada 28 Mei 1945. 

BPUPKI melaksanakan persidangan selama dua 

kali, yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 10 sampai 

17 Juli 1945. Sesuai tugas yang diberikan kepada 

BPUPKI, penyelidikan usaha-usaha kemerdekaan 

Indonesia ditingkatkan menjadi mempersiapkan 

kemerdekaan dengan cara antara lain merumuskan 

dasar negara sebagai landasan negara untuk negara 

yang akan dibentuk. 

Selain perjuangan yang dilakukan dalam sidang 

BPUPKI, pejuang Indonesia juga tetap dilakukan 

melalui gerakan perlawanan di bawah tanah. 
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Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas dan 

melaporkannya kepada pemerintah Jepang, BPUPKI 

kemudian dibubarkan dan dengan usul BPUPKI 

dibentuklah PPKI pada 7 Agustus 1945. Pada 14 Agus- 

tus 1945, melalui Radio Suara Amerika, diberitakan 

bahwa Hirosima dan Nagasaki dibom, dan karena 

kejadian ini Pemerintah Jepang menyerah kepada 

Sekutu. Bersamaan dengan peristiwa tersebut, tentara 

Inggris dengan nama South East Asia Command yang 

bertugas menduduki wilayah Indonesia, menerima 

penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang (Setidjo, 

Pandji; 2009). 

Ketika terjadi kekosongan kekuasaan karena 

Jepang telah menyerah dan tentara Sekutu belum 

mendarat di Indonesia, rakyat Indonesia yang diwakili 

oleh tokoh pejuang bangsa berhasil menyusun naskah 

Proklamasi di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, 

Jalan Imam Bonjol, Jakarta dan memproklamasikan 

kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di 

Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Naskah 

Proklamasi tersebut disusun oleh Ir. Soekarno, Drs. 

Mohammad Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo. 

Proklamasi merupakan momentum pembebasan 

dan berakhirnya penjajahan, mengantarkan rakyat 

Indonesia untuk memulai kehidupan bernegara, dan 

melanjutkan cita-cita perjuangan sebagai Negara 

Indonesia yang merdeka. 
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INDONESIA SETELAH KEMERDEKAAN 

Seiarah Konsep Negara Kesatuan dalam Undang- 

Undang Dasar 

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 

sejarah Bangsa Indonesia dimulai dari sejarah 

menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi 

negara. Landasan yang dijadikan pijakan adalah 

konstitusi dan ideologi. Atas dasar tersebut, pada 

18 Agustus 1945, diselenggarakan sidang PPKI 

yang berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 

1945 sebagai konstitusi negara dan menetapkan Ir. 

Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad 

Hatta sebagai Wakil Presiden. 

Dalam rapat BPUPKI yang membahas rancangan 

undang—undang dasar, permasalahan bentuk negara 

menjadi salah satu pembahasan yang diperdebatkan 

secara serius. Usulan bentuk negara yang muncul 

pada waktu itu yaitu negara kesatuan dan negara 

federal. Namun kemudian disepakati bentuk Negara 

Indonesia ialah negara kesatuan, sebagaimana tertera 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

Pilihan BPUPKI ini tidak lagi dipersoalkan ketika pada 

18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Undang—Undang 

Dasar 1945 sebagai Undang—Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Soekarno mengulas pemikiran bahwa 

nasionalisme Indonesia atau negara kesatuan 

adalah sebuah takdir. Hal ini terungkap dalam pidato 

Soekarno tanggal 1 Juni 1945, yaitu sebagai berikut: 
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“Al/ah $.W.T membuat peta dunia, 

menyusun peta dunia. Kalau kita melihat 

peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana 

“kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak 

kecil pun -jikalau ia melihat peta dunia- ia dapat 

menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia 

merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat 

ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau- 

pulau di antaraz lautan yangbesar, Lautan Pasifik 

dan Lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu 

Benua Asia dan Benua Australia. Seorang anak 

kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau 

Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmahera, 

Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain 

pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan. 

Demikan pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat 

pada peta bumi, bahwa pulau-pulau Nippon 

yang membentang pada pinggir timur Benua 

Asia sebagai golfbreker atau penghadang 

gelombang lautan Pasifik, adalah sa tu kesatuan. 

Anak kecil pun dapat melihat, bahwa 

tanah India adalah satu kesatuan di Asia 

Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas 

dan Gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula 

dapat mengatakan, bahwa kepulauan Inggris 

adalah sa tu kesatuan. 

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan 

sebagai satu kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh 

Allah $.W.T demikian rupa. Bukan Sparta saja, 

bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, 
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tetapi Sparta plus Athena plus Macedonia plus 

daerah Yunani yang lain-lain -segenap kepulauan 

Yunani- adalah satu kesatuan. 

Maka manakah yang dinamakan tanah 

tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut 

geopolitik, maka Indonesia/ah tanah air kita. 

Indonesia yang bulat-bukan Jawa saja, bukan 

Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes 

saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi 

segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah 

SWT menjadi suatu kesatuan antara dua benua 

dan dua samudera-itulah tanah air kita! 

Maka jikalau saya ingat perhubungan an ta- 

ra orang dan tempa t-antara rakyat dan buminya- 

maka tidak cukuplah definisi yang dika takan 

Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup le 

desir d'etre ensemble, tidak cukup definisi Otto 

Bauer aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene 

Charaktergemeinscha f t  itu. 

Maaf, Saudara-saudara, saya mengambil 

contoh Minangkabau. Di antara bangsa 

Indonesia, yang paling ada le desir d'etre 

ensemble adalah rakyat Minangkabau, yang 

banyaknya kira-kira 2 milyun.Rakyat ini merasa 

dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau 

bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu 

bagian kecil dari sa tu kesa tuan! Penduduk Yogya 

pun adalah merasa le desir d’etre ensemble, 

tetapi Yogya pun hanya satu bahagian kecil dari 

satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan 
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sangat merasakan le desir d'etre ensemble, 

tetapi Sunda pun hanya satu bagian kecil dari 

sa tu kesatuan. 

Pendek kata, bangsa Indonesia -Natie 

Indonesia- bukan/ah sekadar contoh satu 

golongan orang yang hidup dengan le desir 

d'etre ensemble di atas daerah yang kecil 

seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, 

atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia 

ialah seluruh manusia-manusia yang menurut 

geopolitik, yang telah ditentukan oleh Allah 

S WT; tinggal di kesa tuannya semua pulau-pulau 

Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai 

ke Irian! Seluruhnya! Karena antara 70. 000. 000 

ini sudah ada le desir d'etre ensemble, sudah 

terjadi Charaktergemeinschaft! Na tie Indonesia, 

bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlah 

orangnya adalah 70. 000. 000, tetapi 70. 000. 000 

yang telah menjadi sa tu, sa tu, sekali lagi satu! 

Ke sinilah kita semua harus menuju: 

Mendirikan satu Nationale Staat, di atas kesatu- 

an bumi Indonesia dari ujung Sumatera sampai 

ke In'an. Saya yakin tidak ada satu golongan di 

antara Tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam 

maupun golongan yang dinamakan “golongan 

kebangsaan ”. Ke sinilah kita harus menuju 

semuanya. 

Keinginan bangsa Indonesia untuk membangun 

sendiri negara yang merdeka dan berdaulat mendapat 

tantangan besar dari pemerintah Belanda. Pada 1946, 

160 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-161

secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia 

mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena 

berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya 

mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda (Indonesia) 

dari Belanda. Menghadapi situasi semacam ini, 

menggeloralah semangat revolusi kemerdekaan 

yang mengakibatkan Indonesia yang baru merdeka 

harus secara fisik berperang melawan Belanda yang 

ingin merampas kembali kemerdekaan Indonesia. 

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

tersebut melewati beberapa episode penting yang 

mengkombinasikan antara perang fisik dan perang 

diplomasi atau perundingan—perundingan dalam 

kurun waktu 1945—1949. 

Pada 19 Desember 1948, akibat serangan 

Belanda yang berhasil menguasai Yogyakarta waktu 

itu dijadikan ibu kota Negara Republik Indonesia, 

Sidang Kabinet Republik Indonesia yang dipimpin 

oleh Wakil Presiden Moh. Hatta memutuskan 

untuk memberikan mandat kepada Mr. Sjafruddin 

Prawiranegara agar membentuk Pemerintah Darurat 

Republik Indonesia (PDRI), dan seandainya tidak 

mungkin, supaya menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis 

yang pada waktu itu berada di luar negeri (New Delhi) 

untuk menggantikan Mr. Sjafruddin. 

Secara serentak Kabinet Hatta mengeluarkan 

dua surat mandat tentang pembentukan pemerintah 

darurat di Sumatera, satu untuk Mr. Sjafruddin 

Prawiranegara di Bukit Tinggi, dan satu lagi untuk Mr. 

A.A. Maramis di New Delhi. 

161 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-162

162 

Tanggal 22 Desember 1948, dalam rapat di 

Sumatera yang dihadiri antara Iain oleh Mr. Syafruddin 

Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. S. M. Rasyid, 

Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indracahya, 

Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur 

BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim, dan Mr. Latif 

memproklamirkan pemerintah darurat. Pendirian 

PDRI ini merupakan satu bentuk perlawanan yang 

dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap Belanda. 

Pemerintah darurat merupakan upaya 

pengalihan kekuasaan yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia kepada pihak tertentu untuk 

menjalankan pemerintahan karena pemerintah 

Indonesia pada masa itu tidak dapat menjalankan 

fungsi pemerintahan. Hal ini karena pemerintahan 

yang tengah berlangsung mengalami ketidakkuasaan 

dalam menjalankan pemerintahan disebabkan adanya 

agresi Belanda yang berhasil menangkap Presiden 

Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta 

selaku kepala pemerintahan dan menguasai pusat 

pemerintahan. Peran pemerintah darurat ini menjadi 

sentral karena merupakan perpanjangan tangan dari 

pemerintah Indonesia yang pada masa itu tidak da- 

pat menjalankan pemerintahan. 

Berdirinya pemerintah darurat memiliki satu arti 

penting, yakni Indonesia masih memiliki eksistensi 

ketika terjadi penyerangan dan penguasaan yang 

dilakukan oleh Belanda. Walaupun merupakan 

pemerintahan hasil pelimpahan kekuasaan dan 

bersifat sementara, PDRI telah menjadi satu mata 
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rantai sejarah Indonesia yang berhasil membentuk 

Indonesia. Pada saat berdirinya, PDRI melakukan 

berbagai upaya perlawanan terhadap Belanda baik 

melalui jalur militer ataupun melalui jalur diplomasi. 

Melalui jalur militer ditandai dengan didirikan- 

nya beberapa pangkalan militer dan dilakukannya 

upaya perlawanan dan gerilya. Dalam bidang 

diplomasi, pada saat berdirinya, PDRI berhasil 

dilakukan upaya perundingan antara pihak Indonesia 

dengan pihak Belanda, yang salah satu perundingan 

penting tersebut adalah pembicaraan antara Roem 

dan Van Roeyen dan telah tercapai suatu kesepakatan 

antara keduanya itu, yakni Yogya dikembalikan kepada 

Republik Indonesia, dan kemudian akan diadakan 

perundingan—perundingan mengenai penyerahan 

kedaulatan. Setelah selesai perundingan Roem- 

Royen itu, maka Yogyakarta berhasil dikembalikan, 

serta Soekarno-Hatta dan menteri-menteri lain yang 

ditawan dikembalikan ke Yogyakarta. 

Dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, Belanda 

terus merongrong kedaulatan Negara Indonesia. 

Mempertahankan negara dengan semangat ”sekali 

merdeka tetap merdeka” dan untuk menghindari 

jatuhnya korban akibat agresi Belanda, para pemim- 

pin bangsa bersedia melakukan berbagai perundingan. 

Setelah beberapa kali terjadi pertempuran dan 

dilakukan perundingan antara Indonesia dengan 

Belanda, antara lain: Perjanjian Linggar Jati pada 25 

Maret 1947, Perjanjian Renville pada 8 Desember 1947, 

dan Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada 23 Agustus 

1949, dan puncaknya pada 27 Desember1949, akhir- 
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nya Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia 

dengan syarat harus berbentuk Negara Serikat. 

KMB yang berlangsung di Den Haag pada 

23 Agustus sampai 2 November 1949, berhasil 

mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan 

Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama 

adalah ”pengakuan dan penyerahan” kedaulatan dari 

Pemerintah Belanda kepada Pemerintah Indonesia 

yang disepakati akan disusun dalam struktur 

ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu 

negara Republik Indonesia Serikat. 

Di samping itu, terdapat empat hal penting 

lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB, 

yaitu: Pertama, pembentukan Uni Belanda- Republik 

Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Ratu Belanda 

secara simbolis; Kedua, Soekarno dan Moh. Hatta 

akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden 

Republik Indonesia Serikat untuk periode 1949-1950, 

dengan Moh. Hatta merangkap sebagai perdana 

menteri; Ketiga, Irian Barat masih dikuasasi Belanda 

dan tidak dimasukkan ke dalam Republik Indonesia 

Serikat sampai dilakukan perundingan lebih lanjut; 

Keempat, Pemerintah Indonesia harus menanggung 

hutang negeri Hindia Belanda sebesar 4,3 miliar 

gulden (Natsir, Mohammad, 2008). 

Di satu sisi hasil KMB tersebut harus dianggap 

sebagai sebuah kemajuan karena sejak saat itu, 

setelah Belanda ”mengakui dan menyerahkan” 

kedaulatan kepada bangsa Indonesia, secara resmi 

Indonesia menjadi negara merdeka dan terlepas 
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dari cengkeraman Belanda. Namun di sisi lain, 

kesepakatan yang dihasilkan dalam KMB tidak serta 

merta menyelesaikan permasalahan bagi Indonesia, 

terlebih bentuk negara federal yaitu Republik 

Indonesia Serikat adalah produk rekayasa van Mook 

yang suatu saat dijadikan strategi untuk merebut 

kembali Indonesia melalui politik devide et impera. 

Di dalam negeri sendiri juga muncul pergolakan, 

demonstrasi-demonstrasi dan berbagai mosi di 

Parlemen menyusul hasil KMB dan perubahan bentuk 

negara dari kesatuan menjadi federal tersebut. 

Pergolakan ini muncul sedemikian rupa dan sangat 

mengancam kelangsungan bangsa dan negara 

Indonesia yang baru merdeka, sementara pemerintah 

Republik Indonesia Serikat tampak pasif dan defensif 

serta tidak mengambil inisiatif untuk mengambil 

langkah-langkah penyelamatan. 

Pemerintah lebih banyak diam dan mengambil 

sikap pasif dengan berlindung di bawah semboyan 

klise “semua terserah pada kehendak rakyat”, 

padahal kalau pergolakan tersebut dibiarkan 

diselesaikan sendiri oleh rakyat, tanpa bimbingan 

dan komando dari pemerintah, dapat dipastikan 

akan menimbulkan perpecahan atau disintegrasi 

yang dapat menghancurkan keutuhan berbangsa dan 

bernegara. 

Dalam situasi seperti ini, Moh. Natsir tampil 

dengan mosi yang meminta pemerintah dan seluruh 

elemen bangsa segera menyelesaikan permasalahan 

tersebut secara integral. Mosi tersebut kemudian 
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dikenal sebagai “Mosi Integral Natsir”. Sebenarnya, 

selain ditandatangani oleh Natsir, mosi ini juga 

ditandatangani oleh beberapa ketua fraksi di parlemen 

yaitu: Soebadio Sastrasatomo, Hamid Algadri, 

Sakirman, K. Werdojo, AM Tambunan, Ngadiman 

Hardjosubroto, B. Sahetapy Engel, Tjokronegoro, 

Moch. Tauchid, Amels, dan Siradjudddin Abbas. Tidak 

pernah ada yang mempersoalkan bila kemudian mosi 

tersebut kemudian lebih dikenal sebagai Mosi Integral 

Natsir, karena memang Natsir yang memotori dan 

mengonsep mosi tersebut yang selanjutnya didukung 

oleh fraksi-fraksi yang lain. 

Dalam mosi tersebut, sesungguhnya tidak ada 

dorongan secara eksplisit untuk membentuk negara 

kesatuan, bahkan Natsir sendiri mengatakan bahwa 

mosi tersebut tak ada kaitannya dengan permasalah- 

an unitarisme (negara kesatuan) dan federalisme 

(negara federal). Yang digunakan di dalam mosi ini 

adalah istilah “integral" dalam arti penyelesaian secara 

menyeluruh dan komprehensif (Natsir, Mohammad, 

2008). 

Mosi Integral Natsir tertanggal 3 April 1950 

merupakan monumen sejarah yang mengantarkan 

Indonesia kembali menjadi negara kesatuan setelah 

sempat dicabik-cabik dengan bentuk negara federal 

(federalisme). Mosi tersebut sangat penting dalam 

menyelamatkan keutuhan bangsa dan negara pada 

saat bangsa dan negara terancam oleh disintegrasi 

yang bermuara pada pembentukan kembali negara 

Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. 
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Mosi Integral Natsir sebenarnya netral dari 

kontroversi antara kehendak kembali ke negara 

kesatuan atau melanggengkan negara federal. Oleh 

karena itu, pembentukan negara kesatuan bukanlah 

tujuan langsung dari Mosi yang disampaikan Natsir 

tersebut. 

Natsir mengatakan bahwa maksud mosi yang 

diajukannya tidak terkait dengan soal bentuk negara 

kesatuan dan federalisme (bentuk negara federal) 

melainkan menyangkut masalah yang lebih besar 

dari itu, yaitu “persatuan" untuk keselamatan Negara 

Republik lndonesia. 

Konsep “integral” (menyeluruh dan 

komprehensif) atau “persatuan” (integrasi) memang 

tidak identik dengan “negara kesatuan” melainkan 

lebih merupakan “persatuan kehendakjiwa atau sikap 

batin” seluruh warga bangsa untuk tetap bersatu 

sebagai bangsa Indonesia. 

Negara kesatuan adalah konsep 

ketatanegaraan yang mengatur hubungan kekuasaan 

(gezagsverhouding) antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah, sedangkan persatuan adalah sikap batin 

atau semangat kolektif untuk bersatu dalam ikatan 

kebangsaan dan negara. 

Tentang persatuan sikap batin atau kejiwaan 

ini, sejak awal Bung Kamo sebagai founding fathers 

mengajak bangsa Indonesia untuk memahami dan 

menyelami konsep yang dibangun oleh Renan se- 

orang pakar dari Prancis, yang mengatakan bahwa 
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bangsa adalah segerombolan atau sekumpulan 

manusia yang memiliki solidaritas yang tinggi karena 

adanya kesatuan jiwa (soul) yang ingin bersatu 

dan bersama. Bangsa Indonesia juga dibangun 

berdasar konsep tentang bangsa dari Otto Bauer 

yang mengatakan bahwa bangsa adalah sekumpulan 

manusia yang memiliki persamaan watak karena 

adanya persamaan nasib. Dalam pidatonya pada 5 Juli 

1958 di Istana Negara, Bung Karno melengkapi teori 

Renan dan Bauer dengan teori geopolitiknya. Tentang 

teori geopolitik ini, Bung Karno mengatakan bahwa: 

“...menurutpendapatsaya, yangdikatakan 

bangsa itu adalah segerombolan manusia yang 

-kalau mengambil Renan- keras ia punya le desir 

d'etre ensemble (keinginan, kehendak untuk 

bersatu), -kalau mengambil Otto Bauer— keras 

ia punya charaktergemeinschaft (persatuan, 

persamaan watak yang dilahirkan karena 

persamaan nasib), tetapi yang berdiam di 

atas satu wilayah geopolitik yang nyata satu 

persatuan. Apa wilayah geopolitik yang nyata 

satu persatuan, satu kesatuan itu, apa? ....... 

Geo dari perkataan geografi, peta gambarnya. 

Geopolitik ialah hubungan antara letaknya 

tanah dan air, petanya itu dengan rasa-rasa dan 

kehidupan politik. ” 

Disini jelas-jelas Bung Karno mengatakan bahwa 

Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menjadi 

wadah yang menyatukan seluruh aspek kehidupan 

nasional meliputi aspek geografi, demografi, sumber 

kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial 
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budaya sampai pertahanan dan keamanan bangsa 

(Soepand/‘i, Susi/0 Bud/; 2011). 

Memperhatikan keadaan negara-negara bagian 

yang sulit dikoordinasikan dan berkurangnya wibawa 

pemerintah negara federal selama pelaksanaan 

konstitusi Republik Indonesia Serikat, rakyat Indonesia 

sepakat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. 

Negara Kesatuan adalah pilihan yang dianggap tepat 

pada saat proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. 

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia resmi 

kembali ke negara kesatuan dengan konstitusi UUDS 

1950, sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (1) 

UUDS 1950 yang menetapkan bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah negara dengan bentuk kesatuan. 

Meskipun sudah menganut kembali bentuk 

negara kesatuan, namun upaya-upaya untuk 

memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia masih terjadi, yang ditandai dengan 

terjadinya beberapa pemberontakan dalam 

kurun waktu 1950 sampai dengan 1958 antara 

lain Pemberontakan Angkatan Perang Ratu 

Adil di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950, 

Pemberontakan Andi Azis di Makasar pada tanggal 5 

April 1950, pemberontakan Republik Maluku Selatan 

di Ambon pada tanggal 25 April 1950, pemberontakan 

Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan pada tanggal 10 

Oktober 1950, pemberontakan Dl/Tll Pimpinan Kahar 

Mudzakkar di Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Agus— 

tus 1951, pemberontakan Batalyon 426 di Jawa Tengah 

pada tanggal 1 Desember 1951, pemberontakan Dl/Tll 
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Pimpinan Daud Beureuh di Banda Aceh pada tanggal 

20 September 1953, peristiwa Dewan Banteng di 

Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956, 

pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik 

Indonesia pada tanggal 15 Februari 1958, serta 

Perjuangan Rakyat Semesta yang menyatakan 

membantu Pemerintah Revolusioner Republik 

Indonesia pada tanggal 15 Februari 1958 (Syafiie IK. 

dkk., 1994). 

Serangkaian pemberontakan tersebut 

menyebabkan adanya ketidaksesuaian 

penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat negara, 

terjadi hubungan yang tidak harmonis antara legislatif 

dan eksekutif, dan sebagian anggota konstituante 

ada yang menyatakan tidak bersedia lagi menghadiri 

sidang pleno konstituante. Keadaan ini yang 

mendorong Presiden Soekarno menyatakan kembali 

kepada Undang-Undang Dasar 1945 pada 5 Juli 1959 

yang dikenal dengan istilah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 

Dekrit Presiden tersebut, meneguhkan kembali 

bahwa pilihan bentuk negara kesatuan adalah pilihan 

tepat yang mampu mewadahi keanekaragaman 

wilayah Indonesia. 

Konsep Negara Kesatuan Menurut UUD 1945 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan 

keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan 

menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkukuh 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak 

sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia menjadi negara federal. Pasal-pasal dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun1945 mendorong pelaksanaan otonomi daerah 

untuk lebih memperkukuh Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan meningkatkan proses pembangunan 

di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat di daerah. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya pengaturan dalam peraturan perundang- 

undangan yang komprehensif untuk pelaksanaan 

otonomi daerah sehingga dapat dilaksanakan sesuai 

dengan hakikat tujuan pembangunan nasional. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan 

naskah asli mengandung prinsip bahwa ”Negara 

Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk 

Republik." Pasal yang dirumuskan oleh PPKI tersebut 

merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi 

sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan 

Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu 

bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia. 

Penghargaan terhadap cita-cita luhur para pendiri 

bangsa (The Founding Fathers) yang menginginkan 

Indonesia sebagai negara bangsa yang satu 

merupakan bagian dari pedoman dasar bagi MPR 

1999-2004 dalam melakukan perubahan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 
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Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia 

semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yang dimulai dari adanya kesepakatan 

MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk 

final negara bagi bangsa Indonesia. 

Kesepakatan untuktetap mempertahankan ben- 

tuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa 

negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak 

awal berdirinya negara lndonesia dan dipandang pa- 

ling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah 

bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar be- 

lakang (dasar pemikiran). 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 secara nyata mengandung 

semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang 

tercantum dalam Pembukaan maupun dalam 

pasal-pasal Undang—Undang Dasar yang langsung 

menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), 

Pasal18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 

37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang 

mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 
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Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dalam upaya membentuk suatu 

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. 

Pembentukan pemerintahan Negara Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia itu bertujuan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut bisa dicapai 

hanyalah dengan adanya kemerdekaan bagi bangsa 

Indonesia, sehingga dalam alinea keempat ini secara 

tegas diproklamirkan, disusunlah Kemerdekaan 

Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

yang berbentuk dalam satu susunan Negara Republik 

Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berda- 

sar kepada Pancasila. 

Dengan menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

pembukaan Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar dalam 

berdirinya bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan, 

Pembukaan tersebut tetap dipertahankan dan 

dijadikan pedoman. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan naskah 
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asli yang tidak dilakukan perubahan karena 

merupakan bagian dari komitmen MPR untuk tetap 

mempertahankan Negara Kesatuan dalam bentuk 

Negara Republik Indonesia sehingga pasal ini 

mengayomi pula keberadaan pasal-pasal selanjutnya 

dalam Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, bahkan dalam Pasal 37 ayat 

(5) Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 ditegaskan pula bahwa, hanya bentuk 

Negara Kesatuan saja yang tidak dapat dilakukan 

perubahan dalam pasal-pasal Undang—Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan 

tidak dilakukannya perubahan tersebut semakin 

memperkukuh bentuk Negara Kesatuan sebagai 

bentuk final dan menghilangkan kekhawatiran 

sebagian masyarakat agar Indonesia tidak menjadi 

negara federal. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah 

negara yang memiliki satu kesatuan teritori (sesuai 

dengan UNCLOS 1982) dari Sabang sampai Merauke 

dan dari Miangas sampai pulau Rote, satu kesatuan 

bangsa yang disebut bangsa Indonesia (Sumpah 

Pemuda 1928), satu kesatuan kepemilikan sumber 

kekayaan alam yang peruntukannya sebesar—besarnya 

untuk kesejahteraan rakyat, satu kesatuan ideologi 

negara yaitu ideologi Pancasila, satu kesatuan politik 

nasional yang harus selalu berpihak pada kepentingan 

nasional (national interest), satu kesatuan 

perekonomian nasional yang harus selalu berpihak 

pada upaya mensejahterakan rakyat Indonesia, 

satu kesatuan budaya nasional yang memiliki jati 
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diri Indonesia sebagai karakter nasional dan sistem 

pertahanan keamanan nasional yang khas menurut 

kharakteristik Indonesia, itulah makna yang dalam 

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soepandji, 

Susilo Budi, 2011). 

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan 

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi 

atas kabupaten dan kota, yang tiap—tiap provinsi, 

kabupaten, kota itu mempunyai pemerintahan dan, 

yang diatur dengan undang-undang.” Dari Pasal 

ini teridentifikasi bahwa prinsip penulisan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia untuk menunjukkan 

bahwa Negara Kesatuan tidak bisa diubah yang 

merupakan suatu tekad yang tidak bisa ditawar sama 

sekan. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan 

dibagi atas bukan terdiri atas. Kalimat “dibagi atas” 

menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tersebut adalah satu, setelah itu baru 

kemudian dibagi atas daerah-daerah, sehingga 

Negara Kesatuan tidak bisa dipisahkan satu sama 

lain. Meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sudah dibagi, dia merupakan satu kesatuan yang 

tidak terpisahkan bahkan dimungkinkan untuk ditarik 

kembali apabila ada yang ingin mencoba memisahkan 

diri dari kesatuannya. Kalimat ”dibagi atas provinsi 

dan provinsi dibagi atas kabupaten dan kota" 

adalah sebagai wujud pengukuhan dari pengakuan 

otonomi daerah yang diberikan pengakuan memiliki 
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pemerintahan sendiri yakni pemerintahan daerah 

namun tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Ketentuan pasal ini merupakan entry 

point (pintu masuk atau sebagai dasar) pelaksanaan 

otonomi daerah dalam rangka mempererat kembali 

keutuhan daerah-daerah dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak ada 

lagi perbedaan pendapat terhadap bentuk negara 

Indonesia sebagai negara kesatuan. 

Pasal 183 ayat (2) Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara mengakui 

dan menghormati kesatuan—kesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak—hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.” 

Pasal ini memberikan tempat dan menghormati 

keberadaan masyarakat hukum adat berserta hak- 

hak tradisionalnya yang memang sudah ada sejak lama 

bahkan masih hidup di tengah-tengah masyarakat 

setempat, akan tetapi masyarakat hukum tersebut 

dengan hak-haktradisionalnya itu tidak boleh dijadikan 

sebagai alasan untuk menegakkan negara sendiri 

mengingat masyarakat hukum adat tersebut sangat 

besar dan berlainan dengan masyarakat hukum adat 

di daerah lainnya. Pengakuan dan penghormatan 

negara tersebut justru dalam rangka memperkuat 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa 
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“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah 

negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan 

wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan 

dengan undang-undang.” 

Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan 

wilayah Negara Kesatuan. Hal ini penting dirumuskan 

agar ada penegasan secara konstitusional batas 

wilayah Indonesia ditengah potensi perubahan batas 

geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, 

sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan 

oleh negara asing. 

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pa- 

da 13 Desember1957 pemerintah Indonesia mengeluar- 

kan Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: 

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan 

yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk 

dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak 

memandang luas atau lebarnya, adalah bagian 

yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik 

Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian 

daripada perairan pedalaman atau perairan nasional 

yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik 

Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur 

dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar 

pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan 

ditentukan dengan Undang-undang. ” 
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Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional 

mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil 

laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. 

Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia 

merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. 

Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai 

pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian 

ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 4/PRP/1960 tentang Perairan 

Indonesia. 

Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, 

Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang 

berciri Nusantara (arch/pelagic state). Konsep itu 

kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 

1982 (UNCLOS 1982 : United Nations Convention 

on the Law of the Sea) yang ditandatangani di 

Montego Bay, Jamaika, tahun 1982. Indonesia 

kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dengan 

menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. 

Sejak itu dunia internasional mengakui Indonesia 

sebagai negara kepulauan. 

Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi 

Djuanda tersebut, bangsa Indonesia akhirnya memiliki 

tambahan wilayah seluas 2.000.000 km2, termasuk 

sumber daya alam yang dikandungnya. 

Pada saat membahas materi rancangan 

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengenai wilayah negara ini, 

sebenarnya timbul keinginan untuk mempergunakan 
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penyebutan Benua Maritim Indonesia untuk 

pengenalan wilayah Indonesia seperti yang telah 

dideklarasikan oleh pemerintah pada 1957. Hal itu 

tidaklah berlebihan mengingat ada klaim penyebutan 

Benua Antartika untuk Pulau Antartika yang berada di 

Kutub Selatan. 

Dengan adanya ketentuan mengenai wilayah 

negara tersebut, pada masa mendatang kemungkinan 

pemisahan sebuah wilayah dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia tidak akan terjadi. Demikian pula 

hal itu akan mendukung penegakan hukum di seluruh 

wilayah tanah air, dalam melakukan perundingan 

internasional yang berkaitan dengan batas wilayah 

negara lndonesia, serta pengakuan internasional 

terhadap kedaulatan wilayah negara Indonesia. 

Kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa 

yang besar, mengingat besarnya jumlah penduduk, 

sumber daya alam yang melimpah, serta luasnya 

wilayah pasti akan memberikan kepercayaan diri yang 

besar. 
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1. 

BAB V 

BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI 

SEMBOYAN NEGARA 

BHINNEKA TUNGGAL IKA 

Seiarah Bhinneka Tunggal Ika 

Bunyi lengkap dari ungkapan Bhinneka Tunggal 

Ika dapat ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang 

ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa 

Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu 

Tantular menulis “Rwaneka dhatu winuwus Buddha 

Wiswa, Bhinnéki rakwa ring apan kena parwanosen, 

Mangka ng Jinatwa kala wan Siwatatwa tunggal, 

Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa” 

(Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan 

zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina 

(Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, 

tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua). 

Nama Mpu Tantular sendiri terdiri dari tan (tidak) dan 

tular (terpangaruh), dengan demikian, Mpu Tantular 

adalah seorang Mpu (cendekiawan, pemikir) yang 

berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh oleh 

siapa pun) (Suhandi Sigit, 2011). 

Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, 

secara harfiah mengandung arti bhinneka (beragam), 

tunggal(satu), ika(itu) yaitu beragam satu itu. Doktrin 

yang bercorak teologis ini semula dimaksudkan 
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agar antara agama Buddha (Jina) dan agama Hindu 

(Siwa) dapat hidup berdampingan dengan damai dan 

harmonis, sebab hakikat kebenaran yang terkandung 

dalam ajaran keduanya adalah tunggal (satu). Mpu 

Tantular sendiri adalah penganut Buddha Tantrayana, 

tetapi merasa aman hidup dalam kerajaan Majapahit 

yang lebih bercorak Hindu (Ma'arifA. Syafil; 2011 ). 

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi 

pembicaraan terbatas antara Muhammad Yamin, 

Bung Karno, I Gusti Bagus Sugriwa dalam sidang- 

sidang BPUPKI sekitar dua setengah bulan sebelum 

Proklamasi (Kusuma R.M. A.B, 2004). Bahkan Bung 

Hatta sendiri mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal 

Ika adalah ciptaan Bung Karno setelah Indonesia 

merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian ketika 

merancang Lambang Negara Republik Indonesia 

dalam bentuk Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika dimasukkan ke dalamnya. 

Secara resmi lambang tersebut dipakai dalam 

Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang 

dipimpin Bung Hatta pada 11 Februari 1950 berdasarkan 

rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II (1913- 

1978). Dalam sidang tersebut muncul beberapa 

usulan rancangan Iambang negara, kemudian yang 

dipilih adalah usulan yang dibuat Sultan Hamid II dan 

Muhammad Yamin, dan rancangan dari Sultan Hamid 

yang kemudian ditetapkan ( Yasni, 2, 1979). 

Tulisan Mpu Tantular tersebut oleh para 

pendiri bangsa diberikan penafsiran baru karena 

dinilai relevan dengan keperluan strategis bangunan 
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Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama, 

kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan 

budaya. Dasar pemikiran tersebut yang menjadikan 

semboyan “keramat" ini terpampang melengkung 

dalam cengkeraman kedua kaki Burung Garuda. 

Burung Garuda dalam mitologi Hindu adalah 

kendaraan (wahana) Dewa Wishnu (Ma'arif A. Syafii, 
2011). 

Terkait dengan semboyan yang ditulis Mpu 

Tantular, dapat diketahui bahwa wawasan pemikiran 

pujangga besar yang hidup di zaman kejayaan 

Majapahit ini, terbukti telah melompat jauh ke depan. 

Nyatanya, semboyan tersebut hingga sekarang masih 

relevan terhadap perkembangan bangsa, negara dan 

bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang pesat di era global. Dan Kekawin Sutasoma yang 

semula dipersembahkan kepada Raja Rajasanagara 

(Hayam Wuruk) adalah hasil perenungan dan 

kristalisasi pemikiran yang panjang, setidaknya 

membutuhkan waktu satu dasawarsa (sepuluh tahun) 

sedangkan Kekawin maksudnya adalah pembacaan 

ayat-ayat suci dalam agama Hindu-Budha. Kitab yang 

ditulis [Mpu Tantular] sekitar1350-an, tujuh abad yang 
silam, ternyata di antara isi pesannya bergulir dalam 

proses membingkai negara baru Indonesia (Ma’arifA. 

Syaff; 2011). 

Dalam proses perumusan konstitusi Indonesia, 

jasa Muh.Yamin harus dicatat sebagai tokoh yang 

pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar 

Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti 

negara. Muh. Yamin sebagai tokoh kebudayaan dan 
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bahasa memang dikenal sudah lama bersentuhan 

dengan segala hal yang berkenaan dengan kebesaran 

Majapahit (Prabaswara, I Made, 2003). Konon, di 

sela—sela Sidang BPUPKI antara Mei-Juni 1945, Muh. 

Yamin menyebut-nyebut ungkapan Bhinneka Tunggal 

Ika itu sendirian. Namun | Gusti Bagus Sugriwa 

(temannya dari Buleleng) yang duduk di sampingnya 

sontak menyambut sambungan ungkapan itu 

dengan “tan hana dharma mangrwa.” Sambungan 

spontan ini di samping menyenangkan Yamin, 

sekaligus menunjukkan bahwa di Bali ungkapan 

Bhinneka Tunggal Ika itu masih hidup dan dipelajari 

orang (Prabaswara, I Made, 2003). Meksipun Kitab 

Sutasoma ditulis oleh seorang sastrawan Buddha, 

pengaruhnya cukup besar di lingkungan masyarakat 

intelektual Hindu Bali. 

Para pendiri bangsa Indonesia yang sebagian 

besar beragama Islam tampaknya cukup toleran 

untuk menerima warisan Mpu Tantular tersebut. 

Sikap toleran ini merupakan watak dasar suku-suku 

bangsa di Indonesia yang telah mengenal beragam 

agama, berlapis-lapis kepercayaan dan tradisi, jauh 

sebelum Islam datang ke Nusantara. Sekalipun 

dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit abad XV, 

pengaruh Hindu-Budha secara politik sudah sangat 

melemah, secara kultural pengaruh tersebut tetap 

lestari sampai hari ini (Ma’arifA. Syafii; 2011). 

Bhinneka Tunggal Ika Dalam Konteks Indonesia 

Dalam mengelola kemajemukan masyarakat, 

Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang cukup 
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panjang bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa 

lain. Negara Barat relatif masih baru mewacanakan 

hal ini, sebelum dikenal apa yang disebut dengan 

multikultura/isme di Barat, jauh berabad-abad 

yang lalu bangsa Indonesia sudah memiliki falsafah 

“Bhinneka Tunggal Ika”. Sejarah juga membuktikan 

bahwa semakin banyak suatu bangsa menerima 

warisan kemajemukan, maka semakin toleran bangsa 

tersebut terhadap kehadiran “yang lain”. 

Sebagai contoh, negara-negara Islam diwilayah 

Asia dan Timur Tengah, seperti Mesir, Palestina, 

dan Lebanon yang sejak awal menerima warisan 

kemajemukan masyarakatnya yang lebih heterogen, 

jauh lebih toleran dan ramah sikap keagamaannya 

bila dibandingkan dengan Arab Saudi, Yaman, dan 

Pakistan yang masyarakatnya sangat homogen dalam 

bidang agama (Noorsena, Bambang, 2011). 

Negara Indonesia yang terbentang dari 

Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai 

pulau Rote tampak berjajar pulau-pulau dengan 

komposisi dan kontruksi yang beragam. Di pulau- 

pulau tersebut berdiam penduduk dengan ragam 

suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, 

dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai 

aspek. Secara keseluruhan, pulau-pulau di Indonesia 

berjumlah 17.508 buah pulau besar dan kecil. 

Di balik keindahan pulau-pulau yang dihiasi oleh 

flora dan fauna yang beraneka ragam, Indonesia juga 

memiliki kebhinnekaan dalam suku yang berjumlah 

lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) 
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suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Namun 

keberagaman suku bangsa dan bahasa tersebut, dapat 

disatukan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia dan 

satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merupakan 

suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia memiliki 

bahasa persatuan, karena bila melihat negara—negara 

lain ada yang tidak berhasil merumuskan bahasa 

nasional yang berasal dari bahasa aslinya sendiri, 

selain mengambil dari bahasa negara penjajahnya. 

Keberagaman yang menjadi ciri bangsa 

Indonesia ditambah dengan letak posisi geografis 

yang sangat strategis. Kepulauan Indonesia berada 

di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua 

Australia, diapit dua samudera yaitu samudera Pasifik 

dan samudera Hindia, dan terletak ditengah garis 

khatulistiwa, sehingga pergantian siang dan malam 

berjalan sesuai dengan siklus yang seimbang. 

Budaya luhur bangsa Indonesia tidak terlepas 

dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang yang 

menjadi warisan dari jaman kerajaan Nusantara seperti 

Sriwijaya, Majapahit, Mataram Islam dan kerajaan- 

kerajaan lain yang juga melahirkan budaya tradisional 

yang telah berurat dan berakar sampai saat ini. Hal 

ini juga didukung antara lain dengan ditemukannya 

prasasti-prasasti bersejarah yang menggambarkan 

dinamika kehidupan bangsa Indonesia. 

Sejak Indonesia merdeka, para pendiri bangsa 

dengan dukungan penuh seluruh rakyat Indonesia 

bersepakat mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal 

Ika pada lambang negara Garuda Pancasila yang ditulis 
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dengan huruf latin pada pita putih yang dicengkeram 

burung garuda. Semboyan tersebut berasal dari 

bahasa Jawa Kuno yang berarti “berbeda-beda tetapi 

tetap satu jua”. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah 

Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit 

sudah dipakai sebagai semboyan pemersatu wilayah 

Nusantara. Dengan demikian, kesadaran akan hidup 

bersama di dalam keberagaman sudah tumbuh dan 

menjadi jiwa serta semangat anak—anak bangsa, jauh 

sebelum zaman moderen. 

Realitas kehidupan berbangsa dan bernegara 

tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Realita yang 

terjadi saat ini merupakan kelanjutan dari sejarah 

masa lalu dan yang akan terjadi di masa mendatang 

merupakan kelanjutan dari apa yang terjadi saat ini. 

Bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup 

dalam kebersamaan dengan keberagaman dan 

perbedaan. Perbedaan warna kulit, bahasa, adat 

istiadat, agama, dan berbagai perbedaan lainya. 

Perbedaan tersebut dijadikan para leluhur sebagai 

modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah 

bangsa yang besar. Sejarah mencatat bahwa seluruh 

anak bangsa yang berasal dari berbagai suku semua 

terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan 

Indonesia. Semua ikut berjuang dengan mengambil 

peran masing-masing. 

Ketika Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 

Oktober 1928, di Gedung Indonesische Clubgebouw, 

Weltevreden (kini Gedung Sumpah Pemuda, Jalan 

Kramat 106 Jakarta) milik seorang Tionghoa bernama 
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Sie Kok Liong, para tokoh pemuda dari berbagai etnik 

dan daerah menyadari sepenuhnya kekuatan yang 

dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan nasional. 

Dengan Sumpah Pemuda mereka bersatu dan 

menegaskan persatuan dengan satu tanah air, satu 

bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia. 

Dari sumpah tersebut tampak sekali bahwa 

mereka sendiri menyadari adanya perbedaan dari segi 

bahasa, namun kesepakatan tersebut merupakan 

capaian yang luar biasa dalam suasana penjajahan 

untuk membangun kesadaran untuk melepaskan 

egosentris kedaerahan dan bahasa daerah masing- 

masing. 

Semangat dan gerakan untuk bersatu 

tersebut menjadi sumber inspirasi bagi munculnya 

gerakan yang terkonsolidasi untuk membebaskan 

diri dari penjajahan. Bangsa Indonesia kemudian 

memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 

1945. Proklamasi kemerdekaan adalah ikrar untuk 

bersatu padu mendirikan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang meliputi wilayah dari Sabang sampai 

Merauke, yang merdeka, bersatu, dan berdaulat 

untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. 

Dan dengan disepakatinya Pancasila sebagai dasar 

negara, semakin mengukuhkan komitmen pendiri 

negara dalam membentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Kesadaran terhadap tantangan dan cita—cita 

untuk membangun sebuah bangsa telah dipikirkan 

secara mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. 
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Keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah 

realitas masyarakat dan lingkungan serta cita- 

cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam 

semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ke-bhinneka-an 

merupakan realitas sosial, sedangkan ke-tunggal- 

ika-an adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana 

yang digagas sebagai “jembatan emas” untuk 

menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul 

keberagaman dalam sebuah bangsa adalah sebuah 

negara yang merdeka dan berdaulat. 

Negara yang menjadi wahana menuju cita- 

cita kebangsaan memerlukan dasar yang dapat 

mempertemukan berbagai kekhasan masyarakat 

Indonesia. Sementara Pancasila merupakan rumusan 

saripati seluruh filsafat kebangsaan yang mendasari 

pembangunan negara. Pancasila adalah kekayaan 

bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan 

merupakan rangkuman dari nilai-nilai luhur serta akar 

budaya bangsa Indonesia yang mencakup seluruh 

kebutuhan maupun hak-hak dasar manusia secara 

universal. 

Pancasila mampu menjadi landasan dan 

falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk 

baik dari segi agama, etnis, ras, bahasa, golongan 

dan kepentingan. Pancasila mempunyai peran yang 

sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia 

yang sangat majemuk. Oleh karena itu, upaya untuk 

terus mempertebal keyakinan terhadap pentingnya 

Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia harus 

menjadi keyakinan dari setiap manusia Indonesia. 

Sebagai nilai dasar yang diyakini oleh bangsanya, 

Pancasila merupakan ideologi negara dan menjadi 
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sumber kaidah hukum yang mengatur Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam Undang—Undang Dasar 1945 sebelum 

diubah, pengakuan atas keberagaman dicantumkan 

pada Pasal 18 yang menyatakan bahwa Pembagian 

daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 

bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 

Undang—Undang, dengan memandang dan mengingat 

dasar permusyawaratan dalam sidang pemerintahan 

negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah 

yang bersifat istimewa. 

Penjelasan dari Pasal 18 menyatakan bahwa 

'Dalam territori' Negara Indonesia terdapat lebih 

kurang 250 Zelfbesturende Iandschappen dan 

Volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan 

Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di 

Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu 

mempunyai susunan asli; dan oleh karenanya dapat 

dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. 

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan 

daerah-daerah istimewa tersebut dan segala 

peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu 

akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut'. 

Seluruh kandungan Pasal 18 dan Penjelasannya 

merupakan sebuah prakondisi yang harus dipenuhi 

oleh Negara Republik Indonesia dalam menata 

hubungannya dengan berbagai kelompok masyarakat 

di Indonesia yang memiliki keistimewaan agar cita- 

cita membangun ke-tunggal-ika-an sebagai sebuah 

bangsa dapat tercapai. 



20998637_MATERI SOSIALISASI 4 PILAR RI_T-191

Kesadaran akan kebhinnekaan tersebut, juga 

mewarnai Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 setelah diubah. Bahkan dalam 

rumusan undang-undang dasar tersebut, banyak 

sekali pengaturan tentang semangat kebhinnekaan 

dalam pasal-pasal. 

Rumusan Pasal 6A ayat (3) yang menetapkan 

bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 

yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen 

dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan 

sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi 

yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi 

di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Pertimbangan adanya ketentuan ini adalah untuk 

menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia 

yang sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, 

ras, budaya, maupun domisili karena persebaran 

penduduktidakmerata di seluruh wilayah negara yang 

terdiri atas pulau-pulau. Dengan demikian Presiden 

dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah pilihan 

mayoritas rakyat Indonesia yang secara relatif 

tersebar di hampir semua wilayah. Hal itu sebagai 

wujud bahwa figur Presiden dan Wakil Presiden selain 

sebagai pimpinan penyelenggara pemerintahan, juga 

merupakan simbol persatuan nasional. 

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, Pasal 

18A, dan Pasal18B merupakan suatu pendekatan baru 

dalam mengelola negara. Di satu pihak ditegaskan 
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tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan di pihak lain ditampung kemajemukan bangsa 

sesuai dengan sasanti Bhinneka Tunggal Ika. 

Pencantuman tentang pemerintah daerah di 

dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh 

kehendak untuk menampung semangat otonomi 

daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan 

masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar 

dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya 

yang cenderung sentralistis, adanya penyeragaman 

sistem pemerintahan seperti dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah 

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan 

daerah. 

Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis 

itu, pemerintah pusat menjadi sangat dominan dalam 

mengatur dan mengendalikan daerah sehingga 

daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai 

subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya 

sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif 

yang dimilikinya. 

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum 

bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era 

reformasi menjadi salah satu agenda nasional. 

Melalui penerapan Bab tentang Pemerintahan 

Daerah diharapkan lebih mempercepat terwujudnya 

kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat di 
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daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di 

daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan tetap, 

dalam kerangka menjamin dan memperkuat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dirumuskan 

hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan 

kekhususan dan keragaman daerah. 

Kesadaran akan kebhinnekaan juga dimuat 

dalam rumusan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang 

berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas 

dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 

Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimak- 

sudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah 

Negara Kesatuan Republik lndonesia. Hal ini penting 

dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional 

batas wilayah Indonesia ditengah potensi perubahan 

batas geografis sebuah negara akibat gerakan 

separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau 

pendudukan oleh negara asing. 

Pengakuan akan keberagaman, juga tercantum 

pada Pasal 26 ayat (1) Undang—Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan 

bahwa Yang menjadi warga negara ialah orang-orang 

bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 

yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga 

negara. 
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Dengan masuknya rumusan orang asing yang 

tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, 

orang asing yang menetap di wilayah Indonesia 

mempunyai status hukum sebagai penduduk 

Indonesia. Sebagai penduduk, pada diri orang 

asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

(berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial) sekaligus 

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum 

internasional yang berlaku umum. 

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan bahwa 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu. Ketentuan tersebut menggambarkan 

keanekaragaman agama di Indonesia. 

Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang—Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga 

diatur berdasarkan pada keanekaragaman budaya 

di Indonesia. Pasal ini merupakan landasan juridis 

bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat. 

Yang pertama menegaskan tentang penghormatan 

terhadap identitas budaya dan hak masyarakat 

tradisional oleh Negara sedangkan yang kedua 

mengenai tugas Negara untuk menjamin kebebasan 

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 

nilai-nilai budayanya di tengah upaya Negara untuk 

memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban 

dunia. 
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Pentingnya keberagaman dalam pembangunan 

selanjutnya diperkukuh dengan semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam 

ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan 

bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila 

dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

Saat ini, semangat Bhinneka Tunggal Ika terasa 

luntur, banyak generasi muda yang tidak mengenal 

semboyan ini, bahkan banyak kalangan melupakan 

kata-kata ini, sehingga ikrar yang ditanamkan jauh 

sebelum Indonesia merdeka memudar, seperti 

pelita kehabisan minyak. Selain karena lunturnya 

semangat tersebut, adanya disparitas sosial ekonomi 

sebagai dampak dari pengaruh demokrasi. Akibat 

dari keadaan ini dikhawatirkan akan menimbulkan 

fanatisme asal daerah. 

Dengan kembali menggelorakan semangat ke- 

bhinnekaan, perbedaan dipandang sebagai suatu 

kekuatan yang bisa mempersatukan bangsa dan 

negara dalam upaya mewujudkan cita-cita negara. 

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukan 

bahwa bangsa Indonesia sangat heterogen, dan 

karenanya toleransi menjadi kebutuhan mutlak. Di 

era modern ini, di ruang-ruang publik yang manakah 

homogenitas absolut dapat kita temukan? Tidak ada. 

Sebab, heterogenitas sudah merupakan keniscayaan 

hidup modern. Karena itulah, tak bisa tidak, kita 

harus belajar menerima dan menghargai pelbagai 

perbedaan. 
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Dewasa ini banyak faktor yang menyebabkan 

toleransi kian memudar dari kehidupan masyarakat. 

Di era globalisasi ini, banyak kecenderungan antar 

individu bersikap saling curiga yang apabila hal ini 

dibiarkan akan memecah persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

ltulah artinya toleransi, yang berasal dari kata 

“tollere” (bahasa Latin) yang berarti mengangkat, 
sikap yang memperlihatkan kesediaan tulus 

untuk mengangkat, memikul, menopang bersama 

perbedaan yang ada. Dengan demikian, toleransi 

meniscayakan sikap menghargai harus aktif dan 

dimulai dari diri sendiri. Jadi, dengan toleransi bukan 

orang lain yang terlebih dulu harus menghargai kita, 

melainkan kita sendirilah yang harus memulai untuk 

menghargai orang lain. Akan tetapi tidak berhenti 

di situ saja, sebab toleransi akan menjadi bermakna 

jika ia diikuti juga oleh pihak lain, sehingga sifatnya 

menjadi dua arah dan timbal-balik. 

KEANEKARAGAMAN BANGSA INDONESIA 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang 

majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, 

adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang 

berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di 

berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai 

Merauke. Kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa 

masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana 

dapat disebut sebagai masyarakat yang beragam 

budaya. 
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Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu 

yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Dalam 

konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain 

kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat 

Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan dae- 

rah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan 

dari berbagai kebudayaan kelompoksuku bangsa yang 

ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk lebih 

dari 237.ooo.ooo (dua ratus tiga puluh juta) jiwa yang 

tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia (Badan 

Pusat Statistik tahun 2010). Dapat dikatakan bahwa 

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat 

keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas 

yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya 

kelompok suku bangsa tetapi juga keaneka ragaman 

budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga 

ke modern, dan kewilayahan. 

Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.128 (seribu 

seratus dua puluh delapan) suku bangsa. Setiap suku 

bangsa di Indonesia mempunyai kebiasaan hidup 

yang berbeda-beda. Demi persatuan dan kesatuan, 

keanekaragaman ini merupakan suatu kekuatan yang 

tangguh dan mempunyai keunggulan dibandingkan 

dengan negara lainnya. Dengan semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku bangsa dan 

budaya merupakan salah satu modal dasar dalam 

pembangunan. 

Para pendiri negara telah menyadari realitas 

tersebut sebagai landasan bagi pembangunan bangsa 

Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan 
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bahwa negara Indonesia terdiri dari Zelfbesturende 

Iandschappen (daerah-daerah swapraja) dan 

Volksgemeenschappen (desa atau yang setingkat 

dengan itu) di dalam Undang-Undang Dasar 1945 

(sebelum perubahan). Langkah ini mempunyai dua 

implikasi: pertama, dengan menyerap kekhasan 

tiap kelompok masyarakat, negara Indonesia yang 

dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. 

Kedua, mengabaikan eksistensi kelompok-kelompok 

tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita 

membangun satu bangsa Indonesia. 

Upaya untuk membangun Indonesia yang 

beragam budaya hanya mungkin dapat terwujud 

apabila paham keragaman budaya menyebar luas 

dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, 

serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada ting- 

kat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan 

menjadi pedoman hidupnya. Kesamaan pemahaman 

mengenai keragaman budaya serta upaya-upaya 

yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita 

pembangunan dengan keberagaman akan menunjang 

kemajuan bangsa. 

Secara umum, kemajemukan Bangsa Indonesia 

tidak hanya ditandai oleh perbedaan-perbedaan 

horizontal, seperti yang lazim kita jumpai pada 

perbedaan suku, ras, bahasa, adat-istiadat, dan 

agama. Namun juga terdapat perbedaan vertikal, 

berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi. 

Indikasi perbedaan tersebut tampak dalam strata 

sosial ekonomi, posisi politik, tingkat pendidikan, 

kualitas pekerjaan, dan kondisi permukiman. 
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Yang mencolok dari ciri kemajemukan 

masyarakat Indonesia adalah penekanan pada 

pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam 

komunitas-komunitas suku bangsa, dan digunakannya 

kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri 

individu. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan 

“negara persatuan” dalam arti sebagai negara yang 

warga negaranya erat bersatu, yang mengatasi 

segala paham perseorangan ataupun golongan 

yang menjamin segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan 

dengan tanpa kecuali. Dalam negara persatuan itu, 

otonomi individu diakui kepentingannya secara 

seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat. 

Kehidupan orang perorang ataupun golongan- 

golongan dalam masyarakat diakui sebagai individu 

dan kolektivitas warga negara, terlepas dari ciri-ciri 

khusus yang dimiliki seseorang atau segolongan 

orang atas dasar kesukuan dan keagamaan dan lain- 

lain, yang membuat seseorang atau segolongan 

orang berbeda dari orang atau golongan lain dalam 

masyarakat (Asshiddiqie, Jimly, 2005). 

Prinsip demokrasi hanya mungkin hidup dan 

berkembang dalam sebuah masyarakat sipil yang 

terbuka, yang warganya mempunyai toleransi 

terhadap perbedaan-perbedaan dalam bentuk apa 

pun, karena adanya kesetaraan derajat kemanusiaan 

yang saling menghormati, dan diatur oleh hukum 

yang adil dan beradab yang mendorong kemajuan 

serta menjamin kesejahteraan hidup warganya. 
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Masyarakat terbuka harus membuka diri 

bagi pembaharuan dan perbaikan, berorientasi ke 

depan, selalu mempertimbangkan globalisasi yang 

membawa serta kemajuan teknologi, dan berpijak 

pada kenyataan. Dalam menyikapi pluralitas bangsa, 

pendekatan sentralistik dan totalitarian harus 

ditinggalkan. 

Negara persatuan mengakui keberadaan 

masyarakat warga negara karena kewargaannya. 

Dengan demikian, negara persatuan itu 

mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena 

prinsip kewargaan yang berkesamaan kedudukan 

dalam hukum dan pemerintahan. Negara Persatuan 

tidak boleh dipahami sebagai konsepsi atau cita 

negara yang bersifat totalitarian ataupun otoritarian 

yang mengabaikan pluralisme dan menafikan otono- 

mi individu rakyat yang dijamin hak—hak dan kewajiban 

asasinya dalam Undang-Undang Dasar (Asshiddiqie, 

Jimly, 2005). 

Dalam konteks bentuk negara, meskipun 

bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan, 

di dalamnya terselenggara suatu mekanisme yang 

memungkinkan tumbuh dan berkembangnya 

keragaman antardaerah di seluruh tanah air. 

Kekayaan alam dan budaya antardaerah tidak boleh 

diseragamkan dalam struktur Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan 

dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada 

daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan 
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potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, 

tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan 

yang diberikan oleh Pemerintah pusat (Asshiddiqie, 

Jimly, 2005). 

Prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena 

keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang 

diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah 

mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Keragaman 

itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan, 

tetapi tidak boleh diseragamkan, dengan demikian, 

prinsip persatuan Indonesia tidak dipersempit 

maknanya. 

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan 

yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang 

berasal dari keanekaragaman. Walaupun terdiri atas 

berbagai suku yang beranekaragam budaya daerah, 

tetap satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa dan 

tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan 

tanah air Indonesia. Begitu juga bendera kebangsaan 

merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan 

bersatu padu di bawah falsafah serta dasar negara 

Pancasila. Bangsa Indonesia harus bersatu padu agar 

manjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk 

dapat bersatu harus memiliki pedoman yang dapat 

menyeragamkan pandangan dan tingkah laku dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian, akan terjadi persamaan 

langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. Pedoman 

tersebut adalah Pancasila. Membiasakan bersahabat 

dan saling membantu dengan sesama warga yang 
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ada di lingkungan, seperti gotong royong akan dapat 

memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan 

bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib 

sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam 

kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan 

kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah. 

Dalam mengembangkan sikap menghormati 

terhadap keragaman suku bangsa, dapat terlihat 

dari sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari, di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan 

seperti halnya dalam sebuah keluarga. 

b. Antara warga masyarakat terdapat semangat 

tolong menolong, kerjasama untuk 

menyelesaikan suatu masalah, dan kerja sama 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

c. Dalam menyelesaikan urusan bersama selalu 

diusahakan dengan melalui musyawarah. 

d. Terdapat kesadaran dan sikap yang 

mengutamakan kepentingan bersama di atas 

kepentingan pribadi dan golongan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

Dalam sejarah perjalanan bangsa, tidak dapat 

dimungkiri bahwa yang menjadi perekat dan pengikat 

kerukunan bangsa adalah niIai-nilai yang tumbuh, 

hidup, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

Nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan pendorong untuk 

mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kristalisasi nilai-nilai 

tersebut, tidak lain adalah sila-sila yang terkandung dalam 

Pancasila. Pancasila telah membimbing kehidupan lahir 

bathin masyarakat Indonesia. Dalam Pancasila tercantum 

kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji 

kebenaran, keampuhan, dan kesaktiannya, sehingga tidak 

ada satu kekuatan manapun yang mampu memisahkan 

Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. 

Memahami Pancasila sebagai ideologi negara, harus 

dipahami bersama dengan membuka wacana dan dialog di 

dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan 

Indonesia masa depan. Pada kenyataannya, pemahaman 

akan warisan luhur bangsa sampai saat ini belum dipahami 

oleh semua generasi bangsa. Bangsa Indonesia selayaknya 

bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa 

mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan 

majemuk. Pancasila adalah konsensus nasional, yang 

dapat diterima semua paham, golongan dan kelompok 

masyarakat di Indonesia. Pancasila adalah pemersatu 

bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Kehidupan bangsa Indonesia akan semakin kukuh, 

apabila segenap komponen bangsa, di samping memahami 

dan melaksanakan Pancasila, juga secara konsekuen 

menjaga sendi-sendi utama lainnya, yakni Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, 

sebagai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. 

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara 

membawa konsekuensi logis bahwa nilai—nilai Pancasila 

dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental bagi 

penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima 

sila yang pada hakikatnya berisikan lima nilai dasar yang 

fundamental. Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut adalah 

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan 

beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan] 

perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

indonesia. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 memuat aturan dasar yang demokratis dan 

modern sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika 

bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 hanya akan bermakna dan bermanfaat 

apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten, 

dan konsekuen oleh seluruh komponen bangsa, terutama 

para penyelenggara negara. Pelaksanaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara kon- 

sisten dan konsekuen akan memberikan harapan besar bagi 

terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang demokratis, modern, dan religius sebagai 

perwujudan pelaksanaan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 
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1945 yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari 

pengorbanan jutaan jiwa dan raga para pejuang bangsa 

yang bertekad mempertahankan keutuhan bangsa. Negara 

Indonesia yang majemuk diikat oleh semboyan Bhinneka 

Tunggal Ika yang dapat diartikan walapun bangsa Indonesia 

mempunyai latar belakang yang berbeda baik dari suku, 

agama, dan bangsa tetapi satu adalah bangsa Indonesia. 

Pengukuhan ini telah dideklarasikan sejak 1928 yang 

terkenal dengan nama “Sumpah Pemuda”. 

Keempat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, 

semestinya harus kita jaga, pahami, hayati, dan laksanakan 

dalam pranata kehidupan sehari-hari, di mana Pancasila yang 

menjadi sumber nilai menjadi ideologi, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 sebagai aturan 

yang semestinya ditaati, dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah harga mati, serta Bhinneka Tunggal Ika 

adalah perekat semua rakyat. Maka dalam bingkai empat 

pilar tersebut yakinlah tujuan yang dicita-citakan bangsa ini 

akan terwujud. 
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